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KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) secara bersama-sama menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM Tahun 2012 yang
merupakan tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian
ESDM dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2010-2014.

LAKIP KESDM Tahun 2012 merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM dalam pencapaian
visi dan misi Kementerian ESDM selama tahun anggaran 2012. Penyusunan

LAKIP KESDM disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyusunan LAKIP ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat KESDM dalam melaksanakan misi
organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome.

Selain menyajikan capaian pelaksanaan misi organisasi, LAKIP ini juga menguraikan kegiatan baik yang
sudah ataupun belum tercapai targetnya pada tahun anggaran 2012, yang sepenuhnya mengacu pada
Rencana Strategis KESDM 2010 - 2014. Oleh karena itu, LAKIP KESDM tahun 2012 ini juga merupakan
pengejawantahan prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan perwujudan
nyata dari penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, penyusunan LAKIP KESDM dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, Instansi Pemerintah
Pusat/Daerah, pelaku/industri sektor ESDM) serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan dukungan sumber daya yang ada, termasuk anggaran KESDM dalam APBN 2012 sebesar Rp.
16.549,72 miliar, sektor energi dan sumber daya mineral berkomitmen mampu memberikan kontribusi
dalam menunjang pembangunan nasional (pro growth), antara lain melalui peningkatan penerimaan negara
dan secara langsung maupun tidak langsung turut meningkatkan penciptaan lapangan kerja (pro job). Upaya
peningkatan penerimaan negara ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan di sektor ESDM dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai tahun ketiga pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM
2010 - 2014 dan Rencana Strategis KESDM 2010 - 2014, selain pelaksanaan program yang mendukung
pertumbuhan (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), berbagai upaya juga dilakukan dalam
rangka mengentaskan kemiskinan (pro poor), melalui kegiatan yang terus dilaksanakan, antara lain
pembentukan Desa Mandiri Energi, penyediaan air bersih, peningkatan listrik perdesaan dan melanjutkan
program Community Development dalam bentuk kegiatan yang ramah lingkungan (pro environment).
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Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor ESDM, secara umum
berbagai target hasil pembangunan Sektor ESDM telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini terlihat hampir
semua indikator yang telah berhasil dicapai. Bahkan untuk beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), target
dapat dilampaui secara signifikan.

Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini, Kementerian ESDM berharap dapat
memberikan gambaran obyektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja ini akan
digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan
kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan sektor
ESDM. Hal ini dilakukan untuk mencapai pembangunan sektor ESDM dalam rangka menuju sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan LAKIP KESDM
Tahun 2012 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Maret 2013

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral,

Jero Wacik
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Tahun 2012 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian
pelaksanaan visi dan misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menuju good governance.
Selain itu, penyusunan LAKIP KESDM dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban Kkinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (Presiden, Instansi
Pemerintah Pusat/Daerah, pelaku/industri sektor ESDM) serta merupakan sumber informasi untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Visi Kemeterian ESDM adalah Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta
peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam mencapai visi tersebut
Kementerian ESDM berkeinginan untuk: menciptakan keamanan ketersediaan pasokan energi (energy
security) guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang didasarkan pada berbagai
sumber energi yang berasal dari dalam negeri dan tidak bergantung pada impor; meningkatkan nilai
tambah energi dan mineral yang mengandung makna bahwa berbagai sumber energi (termasuk
energi alternatif dan terbarukan) harus memberi nilai tambah, baik dalam pemanfaatan maupun
dalam memberi kontribusi ekonomi (khususnya finansial) yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
rakyat; dan mewujudkan pembangunan sektor ESDM yang berwawasan lingkungan bahwa seluruh
proses pengelolaan energi, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, transportasi sampai pada penggunaanya
harus memperhatikan aspek lingkungan guna mendukung terciptanya pembangunan yang
berkesinambungan (sustainable development).

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian ESDM mempunyai 9 Misi yang merupakan
rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi KESDM yaitu :
(1) Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri; (2) Meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi; (3) Mendorong
keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi
masayarakat; (4) Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan
energi, mineral dan kegeologian; (5) ngkatkan nilai tambah energi dan mineral; (6)
Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral
secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
(7) ngkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM; (8) Meningkatkan kualitas SDM
sektor ESDM; (9) melaksanakan good governance.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kementerian ESDM menetapkan 7 tujuan strategis dan 14
Sasaran strategis yang akan dicapai selam tahun 2010-2014, yaitu seperti yang terlihat pada gambar
dibawah ini.
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Pemetaan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Perpres 24 tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, tugas Kementerian ESDM adalah
menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan, untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan dalam melaksanakan
tugasnya, Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi antara lain: perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; pengelolaan barang milik kekayaan
negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM; pengawasan atas pelaksanaan tugas di
lingkungan Kementerian ESDM; dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran
stategis dalam pembangunan nasional. Peran tersebut meliputi berbagai aspek yang dalam
pelaksanaannya membutuhkan adanya kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders).

Sektor ESDM tetap menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan
perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Disamping itu sektor
ESDM juga memiliki peranan penting yaitu sebagai penjamin sumber pasokan (energi dan minerba)
yang didukung oleh harga energi yang terjangkau dan kemampuan meningkatkan nilai tambah.

Dari sisi fiskal, sektor ESDM berkontribusi terhadap penerimaan negara (revenue) tapi di sisi lain
menimbulkan konsekuensi subsidi energi. Dari moneter, komoditas ESDM yang bersifat
adminestered price akan berperan terhadap besaran/dinamika inflasi nasional. Sedangkan dari
sektor riil, secara timbal balik, sektor ESDM berperan terhadap tumbuhnya investasi dan di saat
bersamaan juga membutuhkan investasi untuk berkembang.

Semua ini pada akhirnya akan menjadi landas gerak untuk pembangunan nasional yang dilakukan
melalui four tracks yaitu pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan kerja (pro-job),
pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor), dan kepedulian
terhadap lingkungan (pro-environment).

Peran Kementerian ESDM tersebut juga dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang sudah sesuai
dengan hirarki. Dimulai dari landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 2, 3 dan 5,
kemudian landasan kebijakan nasional yaitu RPJP dan landasan operasional yang terdiri dari 5
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Undang-undang dan peraturan turunannya sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggi dan/atau
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara.

Kinerja sektor ESDM secara umum dapat dinilai dari capaian indikator kinerja sektor ESDM yang
mencakup antara lain: pasokan energi dan mineral, penerimaan sektor ESDM, investasi, Subsidi, dan
pembangunan daerah (Dana Bagi Hasil dan Community Development). Selain itu, capaian kinerja
sektor ESDM juga dapat terlihat dari kegiatan atau capaian-capaian pembangunan yang berhasil
dilaksanakan selama tahun berjalan seperti pembangunan infrastruktur, penandatangangan kontrak-
kontrak ESDM, penyelesaian permasalahan, dan prestasi-prestasi kinerja strategis lainnya.

LAKIP KESDM Tahun 2012 merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis KESDM
Tahun 2010-2014, oleh sebab itu disamping melaporkan perbandingan antara capaian Kkinerja
(performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2012, dalam LAKIP Tahun
2012 ini juga berisi informasi capaian kinerja yang relevan dari capaian kinerja periode sebelumnya.

Pada Tahun 2012 ini, telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan ESDM.
Hasil-hasil capaian strategis dari berbagai kegiatan Kementerian ESDM selama kurun waktu tersebut
diuraikan, sebagai berikut:

Penggerak Perekonomian Nasional

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian
nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi
setidaknya 30% terhadap penerimaan negara. Minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil
penerimaan negara terbesar. Pada tahun 80an, komoditi migas merupakan sumber utama bagi
penerimaan negara, dimana kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%. Penerimaan dan
kontribusi migas terhadap APBN tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan harga minyak.
Sejak pertengahan tahun 90an produksi minyak bumi, yang merupakan energi habis pakai, mulai
menurun.
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dari targetnya. Grafik Total Penerimaan Sektor ESDM Tahun 2009 - 2013

Grafik di atas menunjukkan bahwa trend realisasi penerimaan sektor ESDM dalam 4 tahun terakhir
mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan bukti bahwa sektor ESDM masih mempunyai
peran yang besar dalam penerimaan APBN. Dimana Minyak dan gas bumi masih merupakan komoditi
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primadona, dimana 70% penerimaan sektor ESDM atau Rp 289 triliun berasal dari penerimaan migas,
dan selebihnya Rp 74 triliun dari pertambangan umum (29,5%), Rp. 0,74 triliun dari panas bumi
(0,2%), dan Rp. 0,8 triliun dari penerimaan lainnya (0,3%).

Nilai investasi pada kegiatan sub sektor migas selama tahun 2004 - 2012 terus meningkat. Namun
pada tahun 2009 terjadi penurunan akibat turunnya komitmen investasi dan masalah teknis antara
lain : efisiensi pengadaan, penundaan kegiatan pemboran dan penundaan proyek karena belum ada
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Grafik Total Investasi Sektor ESDM Tahun 2009 - 2013 2010, realisasi

investasi sub sector
migas kembali meningkat mencapai US$ 13,5 miliar. Dan pada tahun 2012 realisasi investasi sektor
ESDM dapat mencapai US$ 28,40 miliar.

Berkurangnya Subsidi Energi Sehingga Mengurangi Beban APBN

Salah satu hasil akhir yang ingin dicapai oleh Kementerian ESDM adalah berkurangnya subsidi BBM
dan listrik guna mengurangi beban APBN. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 ini
realisasi subsidi energi yang terdiri dari BBM, LPG dan listrik keseluruhannya masih di bawah target
yang ditetapkan.

400 Realisasi subsidi
350 energi untuk tahun
200 2012 mencapai Rp.
312,09 triliun atau
250 .
138% dari rencana
=
3 200 pada APBN-P sebesar
o .y
< 150 Rp. 2253 triliun.
= 100 Porsi subsidi energi
50 | dalam APBN tersebut
mencapai 18% dari
0
2009 2010 2011 2012* 2013%* total belanja negara
Total (subsidi energi) 98,72 140,45 261,35 312,09 272,44
M Subsidi Listrik 53,72 58,10 93,18 100,19 78,63 tahun 2012
M Subsidi BBM/LPG | 45,00 82,35 168,17 | 211,90 193,81
Gambar 0.4

Grafik Tren Subsidi Energi Tahun 2009 - 2013
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Penjamin Sumber Pasokan Energi

Untuk mendukung peningkatan kebutuhan energi nasional yang terus bertumbuh maka dibutuhkan
adanya peningkatan produksi energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Produksi minyak
sejak tahun 2009 terus menurun dengan decline rate sekitar 3 persen per tahun. Pada tahun 2012,
produksi  minyak terus

menurun mencapai sebesar PRODUKSI MINYAK DAN GASBUMI
860 ribu barel per hari. oo

Adapun, produksi gas bumi 2.500 2368 g4 2410 2318 247
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Grafik Produksi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009 - 2013
Meskipun demikian,

kemampuan produksi gas bumi ini belum dapat memenuhi kebutuhan gas bumi yang terus meningkat.
Upaya pengembangan lapangan gas baru cenderung menemukan cadangan yang mengecil pada
mayoritas temuan lapangan gas. Sementara, upaya pengembangan infrastruktur gas bumi masih
sangat terbatas.

Terkait dengan energi domestik, permintaan kebutuhan energi listrik meningkat tiap tahunnya dengan
pertumbuhan rata-rata sampai tahun 2012 mencapai 8,4%/tahun. Kebutuhan listrik selalu melebihi
dari kapasitas terpasang yang ada. Krisis ekonomi 1998/1999, memiliki dampak sangat luas bagi
pembangunan ketenagalistrikan. Krisis tersebut, menyebabkan tidak adanya investasi yang masuk dan
pertumbuhan kapasitas pembangkit terhambat. Bahkan proyek-proyek IPP pun menjadi terhenti.
Untuk mengejar pertumbuhan kebutuhan tersebut, dilakukan upaya antara lain pembangunan

pembangkit listrik
Tabel 0.1

dengan program 10.000 ..
gan prog Perkembangan Pembangunan Ketenagalistrikan

MW tahap 1, 10.000 MW

. 201 2012 2013
tahap Il dan IPP No URAIAN SATUAN [——
. Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana
Kapasitas terpasang —
o 1| Perturnhuhan kehutuhan listrik % 101 84 84 36
pembangkit listrik tahun - —
2012 dit tk 2 | RasioElektrifikasi % 7295 753 7656 793
b “ lezrgeM;;‘ 3 | Rasio Desa Berlistk % %02 %7 %7 | o8
Se desar o [ ] TolKapasts Teasan W 20885 | 44224 | 44124 | 43101
Pada ~ realisasinya, a LN MH | 30529 | 33454 | 32108 | 35854
kapasitas _ ferpasang b. IndependentPower Producer (PP) MW 7653 | 9088 | 10287 | 10718
pembangkit tahun 2012 © Private Powey Utilties (PFU) W 1704 | 1704 | 1729 17

mencapai  44.124 MW 7500 i etk dan Pernbelian Listrk PLN. | GWh | 175213 | 190,940 | 193663 | 207.409
atau 99,8% terhadap 6

Listrik Perdesaan

target  tahun  2012. a. Gardu Distribusi MVA 368 21341 o9 | 2175
Kapasitas terpasang b. Jaringan Distrbusi ks | 1757036 | 859027 | 1131146 | 92567
¢ Listrik Murah dan Hemat RTS S| e300 [ e0702 [ 95207

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012 vii



pembangkit tersebut ekivalen dengan 110,6% realisasi tahun 2011 sebesar 39.885 MW, dengan total
tambahan sebesar 4.239 MW, dengan rincian antara lain:

® Program 10.000 MW tahap I sebesar 1.350 MW, yang berasal dari 4 proyek pembangkit; yaitu
PLTU Lontar Unit 2&3 (2x315 MW), PLTU Paiton (660 MW), PLTU Kendari Unit 2(10 MW), dan
PLTU Amurang (2x25 MW)

®  Program PLN Reguler yaitu PLTP Ulumbu (5 MW) dan PLTP Ulubelu Unit 1 & 2 (2x55 MW)

® Program IPP sebesar 2.634 MW MW, yang terdiri dari 8 proyek pembangkit, yaitu PLTU Cirebon
(660 MW), PLTU Tj. Jati B Unit 4 (710 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Jeneponto (2x125
MW), PLTM Bonehau (2x2 MW), dan PLTA Poso (3x65 MW)

®  Program PPU sebesar 25,2 MW yaitu PLTMG Panaran (3x8,4 MW) di Batam

® PLTMG dan PLTD Sewa tersebar sebesar 115 MW

Pada tahun 2012 KESDM mulai melaksanakan Program Listrik Murah dan Hemat. Dari target 83.000
RTS pada tahun 2012 terealisasi sebesar 60.702 RTS atau sekitar (73%) hal ini disebabkan karena
KESDM belum mendapatkan data calon pelanggan (RTS Terpadu) dari kementerian terkaitPada tahun
2012 ini ditargetkan produksi listrik mencapai 190.940 GWh, dan terealisasi sebesar 193.663 GWh
atau sebesar 101,43.

Pada tahun 2012 ini produksi mineral relatif baik yaitu mencapai 76,54 Juta ton, tetapi capaian ini
masih berada di bawah dari jumlah produksi mineral yang ditargetkan yaitu sebesar 78, 64 Juta atau
capaian kinerja sebesar 97,32%. Meningkatkan produksi mineral dibandingkan produksi dengan
tahun 2011 disebabkan karena terdapat peningkatan produksi dari beberapa komoditi mineral seperti
produksi emas dan perak sampai menyentuh angka 134% dan 238%, hal ini terjadi akibat mulai
berproduksinya PT MSM, PT

TTN, PT KBK dan PTAR di
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Grafik Produksi Batubara Tahun 2008 - 2013 pertama tahun 2012 sebagai

antisipasi perusahaan

terhadap pemberlakuan pengendalian tata niaga ekspor mineral yang mulai diberlakukan pada Mei
2012.

Begitupun halnya dengan produksi batubara, Pertumbuhan produksi batubara selama 5 (lima) tahun
terakhir dan rencana produksi batubara tahun 2013, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini
memperlihatkan bahwa pertumbuhan batubara sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah sebesar
13%. Pertumbuhan produksi batubara ini menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya, hal ini
menunjukkan bahwa batubara juga mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan
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perekonomian nasional, karena secara langsung juga meningkatkan penerimaan Negara. Pada tahun
2012 ini Produksi batubara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) 2012
ditargetkan sebesar 332 juta ton. Pada realisasinya, produksi batubara tahun 2012 mencapai 386 juta
ton atau capaian kinerja sebesar 116% terhadap target tahun 2012.

Pembangunan Daerah

Disamping sebagai kontributor penting terhadap penerimaan nasional, sektor ESDM juga turut
mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan community
development (comdev) dan corporate social responsibility (CSR), listrik perdesaan, program Desa
Mandiri Energi (DME) dan penyediaan air bersih (pemboran air tanah).

Capaian kinerja pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. DBH sektor ESDM
bersumber dari kegiatan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum, serta panas bumi.

DBH sektor ESDM pada tahun 2012 ini mencapai sebesar Rp. 36,9 triliun (status sampai dengan
triwulan III Tahun 2012) yang terdiri dari minyak bumi Rp. 12,4 triliun, gas bumi Rp. 10,6 triliun,
pertambangan umum Rp. 13,49 triliun. Capaian DBH tahun ini melampaui dari target yang telah
ditetapkan sebesar Rp 30,27 Triliun atau capaian kinerjanya sebesar 120,22%.

Dari tahun ke tahun besarnya DBH sektor ESDM memperlihatkan peningkatan yang cukup
signifikan, hal ini selaras dengan penerimaan sektor ESDM. Kenaikan DBH dari tahun 2009 sampai
dengan 2012 menunjukan kenaikan sampai 30% yang merupakan peningkatan peran sektor ESDM
dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Corporate Social Responsibility (Comdev) Sektor ESDM

Pada tahun 2012 realisasi
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Dana Comdev dan CSR ini Penggunaan Dana Comdev dan CSR Sektor ESDM

selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan perhatian yang berkelanjutan terhadap
pengem-bangan kehidupan masyarakat.

Secara rinci, table dan grafik di bawah ini memperlihatkan peningkatan dana Comdev dan CSR pada
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tahun 2009 sampai dengan 2012.
3. Jumlah jaringan distribusi listrik (kms) dan gardu distribusi listrik (MVA).

Pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lisdes), yaitu melalui
pembangunan Gardu Distribusi dan Jaringan Distribusi. Pada tahun 2012, realisasi pembangunan
jaringan distribusi dapat melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 11.311 kms atau 136%.
Namun Angka ini menurun bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2011, yaitu yang mencapai
17.306 kms.

Demikian pula dengan pembangunan gardu distribusi, di tahun 2012 realisasi juga melebihi target,
yaitu sebesar 249 MVA atau 116,9%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 juga mengalami
penurunan yang cukup besar yaitu dari 369,6 MVA Kms di tahun 2011 menjadi 249 MVA di tahun
2012 atau menurun sebesar 48,2%.

4. Desa Mandiri Energi

Desa Mandiri Energi adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari
60% kebutuhan listrik dan bahan bakar dari sumber energi terbarukan, yang dihasilkan melalui
pendayagunaan potensi sumber daya setempat. DME dikembangkan dengan konsep pemanfaatan
energi setempat, khususnya energi terbarukan, untuk pemenuhan kebutuhan energi dan kegiatan
yang bersifat produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja dan
kesejahteraan masyakat pada umumnya melalui penyediaan energi terbarukan yang terjangkau dan
berkelanjutan.

Pada tahun 2012 direncanakan pembangunan DME sebanyak 50 desa, sampai dengan akhir
Desember 2012, seluruh pembangunan DME tersebut dapat terselesaikan, bahkan melebihi target,
yaitu 52 DME yang terdiri dari DME berbasis BBN sebanyak 44 DME dan 8 DME berbasis non BBN .
Pembangunan DME berbasis BBN dilaksanakan di 10 Provinsi yang menggunakan digester Biogas,
sedangkan DME berbasis Non BBN dilaksanakan di 7 Provinsi. Sehingga total DME yang telah
dibangun sejak tahun 2009 sebanyak 433 DME.

5. Jumlah sumur bor daerah sulit air.

Program pembangunan daerah lainnya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah
program penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah dalam di daerah sulit air. Program
tersebut dilakukan sejak tahun 1995 melalui pendanaan dari APBN. Sejak dimulainya program
pengeboran air tanah tersebut, lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini.

Pada tahun 2012 Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 200 lokasi titik bor yang dapat
direalisasikan, yang terdiri dari 195 titik/lokasi pemboran air sumur dalam dan 5 titik/lokasi
pemboran sumur pantau, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah sulit air. Namun pada
Triwulan II terdapat revisi DIPA sehubungan dengan penghematan anggaran, maka realisasi
pelaksanaan kegiatan pengeboran air tanah menjadi 176 titik sumur produksi dan 5 titik Sumur
Pantau, dengan hasil jumlah debit air/tahun sebanyak 1.298.797 liter/jam, dan jumlah peruntukan
360.777 jiwa sehingga meningkatnya kemudahan penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat di
daerah sulit air.

Meningkatnya Kemampuan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Ketergantungan terhadap kebutuhan energi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan,
sedangkan kemampuan Kketersediaan sumberdaya energi konvensional dari waktu ke waktu
mengalami penurunan akibat ekploitasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu dilakukan
upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan energi alternatif yaitu dengan jalan
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diversifikasi energi dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang saat ini dilaksanakan oleh

berbagai institusi secara sporadis dan bersifat lokal. Pengembangan energi terbarukan dalam skala
besar menghadapi kendala dalam hal regulasi dan harga. Selama harga BBM mendapat subsidji, jenis
energi lain akan sulit berkompetisi. Upaya diversifikasi yang belum berjalan dengan baik tersebut

dapat diukur dari pangsa energi non BBM yang masih rendah dalam pemanfaatan energi nasional,

seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini.

PERKEMBANGAN DAN TARGET ENERGY MIX (2012-2013)

9,564%

2062% )  13.70% 2226 %"
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» 41,70%

% dari Biaya Bahan Bakar, Rp.
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Hydro, Bioenergi dan EBT Lainnya &R
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(] Ny N X

Keterangan :

*) Energi mix IPP terdiri dari
2012 : Batubara (15,32%) , Panas Bumi (3,03%), Gas (2,63%), Hydro (1,25%), dan lainnya (0,39%)
2013 : Batubara (15,22%) , Panas Bumi (2,78%), Gas (2,58%), Hydro (1,28%), dan lainnya (0,4%)

**) Biaya bahan bakar IPP terdiri dari Batubara, Panas Bumi, Gas, Air dan lainnya

1,76% /g \13%

Gambar 0.8
Perkembangan dan Target Energy Mix Tahun 2012 — 2013

Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Terwujudnya pemberdayaan nasional diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu: penggunaan tenaga

kerja lokal dan penggunaan kandungan lokal (produk dalam negeri).

Realisasi penggunaan tenaga kerja lokal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM adalah
sebesar 99,3% dari jumlah seluruh tenaga kerja pada Kementerian ESDM atau dengan rasio 100 : 0,7.

Dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 0.2

Komposisi Tenaga Kerja Sektor ESDM Tahun 2009 - 2012

Sub Sektor 2009 2010 2011 2012
TKN TKA TKN TKA TKN TKA TKN TKA
Migas 275.908 | 3.088 | 291.455 | 4.270 | 276.532 3.211 | 290.379 2.018
Pertambangan Umum 130.509 994 | 143.067 | 1.017 | 181.267 1.308 | 206.785 1373
Jumlah 406.417 | 4082 | 434.522 | 5.287 | 457.799 4519 | 497164 3.391
Rasio 100 1 80 1 100 1 100 0,7
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Demikian pula dengan penggunaan produk dalam negeri (local content) yang digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan sektor ESDM di tahun 2012 ini tercapai sebesar 65% dari target yang ditetapkan sebesar 55,5%
atau capaian kinerja mencapai 117,11%, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 0.3
Indikator Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (Local Content)

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada % 56 63 112,5%
usaha minyak dan gas bumi
Persentase Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam % 55 67 101%
negeri dalam pembangunan sub sektor Mineral dan Batubara

Kemampuan Pengungkapan dan Pemanfaatan Potensi ESDM

Kegiatan eskplorasi dan eksploitasi ESDM bukanlah pekerjaan yang mudah sebab umumnya potensi
di sektor ini berada di dalam perut bumi. Oleh sebab itu, dituntut kemampuan penguasaan teknologi
yang tinggi. Terkait dengan hal ini maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemampuan
pengungkapan dan pemanfaatan potensi ESDM guna meningkatkan jumlah produksi yang akhirnya
akan menjamin ketersediaan pasokan ESDM dalam negeri secara berkesinambungan.

Selanjutnya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ESDM harus didukung dengan penyediaan basis data
yang baik (misalnya berupa data usulan WKP, peta geologi, data dan informasi mitigasi), produk
penelitian dan pengembangan (misalnya berupa paten dan hak cipta, makalah dan pilot plant serta
demo plant). Oleh sebab itu, capaian kinerja sasaran ini juga digambarkan melalui berbagai indikator
kinerja sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawabh ini:

Tabel 0.4
Indikator Kinerja Pengungkapan dan Pemanfaatan Potensi ESDM

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi | Capaian
1. Jumlah peta geologi yang dihasilkan Peta 800 806 101
2. Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status Lokasi 69 69 100
sumber daya geologi (panas bumi, batubara, Shale
Gas, Bitumen padat, dan mineral)
3. Jumlah rekomendasi wilayah kerja Rekomendasi 70 73 104,29
4, Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan Gunung Api 68 68 100
gunung api aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunung
Api
5. Jumlah usulan Paten, Hak Cipta, dan litbang inovasi Usulan 6 7 117
6. Jumlah makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media Makalah 55 80 145
yang terakreditasi
7. Jumlah Pilot Plant/Demo Plant atau Rancang Pilot Plant/ 25 30 120
Bangun/Formula Prototype/
Demo Plant

Xii
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Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

Salah satu komitmen utama pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2004-2009 adalah perwujudan
pemerintahan yang baik (Good Governance). Keberhasilan hal ini dapat digambarkan melalui berbagai
indikator antara lain dalam pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal ini salah satu sasaran
stratejik yang ingin dicapai oleh KESDM adalah terwujudnya laporan keuangan yang kredibel, yang
diukur melalui opini hasil audit laporan keuangan oleh auditor external (BPK).

Tahun 2012 ini, Laporan Keuangan Kementerian ESDM masih dalam proses audit, sedangkan untuk
tahun 2011 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kementerian ESDM berhasil mewujudkan
target capaian kinerja yaitu hasil opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini tidak terlepas dari kerja keras unit pengelolaan keuangan di
KESDM.

Perlu dijelaskan bahwa capaian kinerja ini merupakan jawaban atau penyelesaian atas berbagai
permasalahan pengelolaan keuangan selama ini, diantaranya: (1) Pencatatan dan pelaporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sudah tertangani
dengan baik; (2) Seluruh pengelolmpokan jenis belanja pada saat penganggaran telah sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan; dan (3) Pencatatan dan pelaporan aset tetap juga telah memadai. Diharapkan
di masa mendatang ukuran kredibilitas laporan keuangan yang telah tercapai ini dapat terus
dipertahankan.

Berdasarkan evaluasi internal atas LAKIP KESDM dapat disimpulkan secara umum pencapaian sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2012 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan
diantara sasaran strategis tersebut memperoleh nilai capaian lebih dari 100 persen. Namun demikian,
masih terdapat beberapa IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Kedepannya
Kementerian ESDM akan senantiasa terus berupaya dan bekerja lebih keras lagi untuk
menyempurnakan langkah-langkah strategis melalui penajaman berbagai program dan kegiatan,
sehingga hasil pembangunan sektor ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan
rakyat. Selain itu, guna menciptakan birokrasi yang efesien dan efektif, Kementerian ESDM
berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Peran Sektor ESDM dalam Pembangunan Nasional

ementerian ESDM merupakan Kementerian

yang memiliki lingkup tugas cukup luas, /7 MIGAj\ﬁncml
setidaknya mencakup 4 bidang strategis o
yaitu: bidang migas, bidang N | Kctenasa- =

listrikan

ketenagalistrkan, bidang mineral dan
batubara, dan bidang energi baruy,
terbarukan dan konservasi energi. Berbeda halnya
dengan negara lain seperti di Arab Saudi misalnya,
dimana lingkup tugas ESDM dikelola oleh lebih dari 1
(satu) Kementerian, dan bahkan di India dikelola oleh 6

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Gambar 1.1
Lingkup Sektor ESDM

Kementerian.

Dalam pembangunan nasional, sektor ESDM berperan
sebagai penjamin sumber pasokan bahan bakar dan
bahan baku (energi dan minerba) yang didukung oleh harga energi yang terjangkau dan kemampuan
meningkatkan nilai tambah. Sektor ESDM berpengaruh terhadap indikator fiskal, moneter dan sektor riil.
Untuk fiskal, sektor ESDM berkontribusi kepada penerimaan negara (revenue) tapi juga menimbulkan
konsekuensi subsidi dalam upaya mewujudkan harga energi yang terjangkau. Untuk moneter, komoditas
ESDM yang bersifat administered price berpengaruh kepada inflasi. Untuk sektor riil, secara timbal balik,
sektor ESDM menumbuhkan investasi dan sekaligus membutuhkan investasi. Semua menjadi landas gerak
pembangunan nasional melalui four tracks yaitu pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan kerja
(pro-job), pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor), dan kepedulian
terhadap lingkungan (pro-environment).

PEMBANGUNAN NASIONAL

Gambar 1.2
Peran Sektor ESDM dalam Pembangunan Nasional
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1.2,
1.2.1

Peran Kementerian ESDM tersebut juga dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang sudah sesuai
dengan hirarki. Dimulai dari landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 2, 3 dan 5, kemudian
landasan kebijakan nasional yaitu RPJP dan landasan operasional yang terdiri dari 5 Undang-undang dan
peraturan turunannya sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara.

s g 9
1. Landasan Konstitusional ‘ Jldpidads

PASAL 33 Ayat (2) ayat (3), dan ayat (5)

}

N : UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2. Landasan Kebijakan Nasional Nasional (BAB Il dan BAB IV)

UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

3. Landasan Operasional (Pasal 4 ayat (3))

! | |

UU No.4 Tahun 2009 tentansg UU No.30 Tahun 2009 UU No. 22 Tahun 2001 UU No.27 Tahun
Pertambangan Mineral dan tentang 2003 Tentang
Batubara Ketenagalistrikan Panas Bumi

|

Tentang Migas®)

1
Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden
Catatan: Peraturan Menteri**)

*)  Dengan perubahannya berdasarkan putusan MK tahun 2004
**) Sepanjang diamanatkan Peraturan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka melaksanakan tugas & fungsi penyelenggaraan negara (Hak Atribusi)

Gambar 1.3
Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan Sektor ESDM

Peran dan Posisi Kementerian ESDM Sebagai Regulator
Lembaga Pengelolaan Sub Sektor Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan pembuat kebijakan pada bidang hulu-hilir migas.
Untuk regulator keselamatan dan usaha penunjang hulu-hlir migas dilakukan oleh Ditjen Migas sebagai
perangkat Menteri ESDM. Disamping itu, regulator usaha hulu migas juga dilakukan oleh Ditjen Migas.
Sedangkan untuk hilir migas, pelaksanaan regulasi dilakukan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas. Ditjen Migas
melakukan regulasi hilir yaitu untuk bahan bakar lain (BBL) dan gas bumi non-pipa. Sedangkan
pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh BPH Migas.

Pada tingkat mikro hulu migas, terdapat pelaku usaha yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap seperti
Pertamina, Chevron, Medco dan badan usaha migas lainnya yang disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS). Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, terdapat BPMIGAS yang berperan dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama oleh KKKS.

Selain itu, terdapat juga badan usaha yang bergerak dalam usaha penunjang migas. Badan usaha tersebut
yaitu pabrikasi peralatan dan melakukan jasa-jasa seperti konsultansi, G & G, pemboran, inspeksi teknis,
litbang, dikLat dan jasa-jasa lainnya.
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) ) VENBERIIESD
MAKRO (Kebijakan dan Reqgulasi) : (Pembuat Kebijakan! Bidanol Hulul= Hillir Migas)

A4 NV

Direktorat Jenderil Migas
'Regulator Keselamatan dan Lsaha Penunjang Hul'i-Hilir Migas)

Direktorat Jenderal Migas Direktorat Jenderal Migas
(Regulator Usaha Hulu) (Regulator Hilir BBL dan BPH MIGAS
Gas Bumi Non-Pipa)

Regulasi Regulasi Regulasi|

BP MIGAS Badan Usaha / BUT Badan Usaha Badan Usaha
Hulu Migas BBL*) dan Gas Non-Pipa BBM dan Gas Pipa

USAHA PENUNJANG MIGAS

*) BBL (Bahan Bakar Lain)

Gambar 1.4
Pengelolaan Sub Sektor Migas

1.2.2 Lembaga Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan

Pada sub sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi
bisnis pada tataran makro. Sedangkan pada tingkat mikro, pengusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh
PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang meliputi pembangkitan, transmisi dan
distribusi termasuk pemasaran/penjualan. Terkait aspek korporasi, PLN berada di bawah Kementerian
Negara Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PLN berada di bawah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti IPP, Koperasi, BUMD, dll yang
dapat melakukan usaha ketengalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN sebagai PKUK.

Gambar 1.5
Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan
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1.3.

1.3.1

1.2.3 Lembaga Pengelolaan Sub Sektor Mineral dan Batubara

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Dengan demikian kepemilikan sumber daya alam dikelola oleh negara yang dalam hal ini
pemerintah bertindak melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya alam yang ada di bumi
Indonesia. Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penetapan
kebijakan dan pengaturan, penetapan standar dan pedoman, pengelolaan existing kontrak
pertambangan, tanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengelolaan
sumber daya alam dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi untuk wilayah lintas
kabupaten dan/atau berdampak regional (dekonsentrasi) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di
wilayah kabupaten/kota (desentralisasi), sedangkan hak pengusahaan dilakukan oleh pelaku usaha
seperti BUMN, BUMD maupun pelaku usaha lainnya.

Gambar 1.6
Pengelolaan Sub Sektor Mineral dan Batubara

Tugas dan Fungsi KESDM

Tugas dan Fungsi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Surat Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sesuai Peraturan Presiden tersebut, tugas
pokok dan fungsi kementerian ESDM seperti dibawabh ini.
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Kemerterian (X X<}
C©ESiM
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEMENTERIAN ESDM™)

Tugas:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral
2. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral di daerah

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

*) Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Gambar 1.7
Tugas Pokok dan Fungsi KESDM

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai

kewenangan:

1.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidangnya;

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta
persyaratan jabatan di bidangnya;

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;

Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di
bidangnya;

Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;

Penanggulangan bencana berskala nasional di bidangnya;

Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

Penyelesaian perselisihan antarprovinsi di bidangnya;

Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;

Pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;

Pengaturan survai dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.000,
penyusunan peta tematis, dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana
geologi;

Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan
transmisi (grid) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nukLir, serta pengaturan
pemanfaatan bahan tambang radio aktif;

Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan
transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi;

Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan;
Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di
dalam negeri;

Pemberian izin usaha inti minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan
minyak dan gas bumi dengan pipa lintas provinsi, izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan
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lintas provinsi, transmisi dan distribusi, serta izin usaha non-inti yang meliputi depot lintas provinsi
dan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
20. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu:

e Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua
belas) mil dan wilayah lintas propinsi di bidangnya,

e Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi,
air bawah tanah dan mineral radio aktif, serta pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.

e Pengaturan dan penetapan standar serta norma keselamatan di bidang energi, sumber daya
mineral, dan geologi.

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki
susunan organisasi sebagai berikut :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.  Sekretariat Jenderal;

3. Inspektorat Jenderal;

4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

5. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;

6. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;

7. Badan Geologi;

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Badan Pelaksana Hilir Migas

11. Dewan Energi Nasional

12. Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;

13. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan;

14. Staf Ahli Menteri Bidang Informasi dan Komunikasi;

15. Staf Ahli Menteri Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;

16. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan;

17. Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI

Ir. Jero Wacik, S.E.
SAM BID. TATA RUANG

DAN LINGKUNGAN HIDUP
N Dr. Marwansyah Lobo
Balia, M.Sc.

SAM BID. KOMUNIKASI DAN WAKE MENTERL

SOSIAL KEMASYARAKATAN

Ir Susilo Siswoutomo

Ir. Ronggo Kuncahyo, M.M.

SAM BID. INVESTASI
DAN PRODUKSI

INSPEKTUR ~ SEKRETARIS T/ | SEKRETARIS JENDERAL
AM BID. EKONOM . .
SAM EID ERDNORL 2 JENDERAL ) JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

Dr. Ir. Djadjang Sukama Drs. Mochtar Husein Waryono Kamno, S.E., MBA. Dr. Ir. Hadi Pumomo, M.Sc, DIC

SAM BID. KELEMBAGAAN
| DAN PERENCANAAN STRATEGIS

il Prof. Dr.Ir. | Gusti Nyoman Wiratmadja

i DIRJEN a DIRJEN 7 N DIRJEN [ o~ Ty
MINYAK DAN GAS aumll 1 I KETENAGALISTRIKAN f| || MINERAL DAN BATUBARA B ¥2- BADAN GEOLOGI _ I"a- BADAN LITBANG Es""" ! ‘:' i Ka. BADAN DIKLAT ESDM

olir. A. Edy Hermantoro, M.Si, Ir. Jarman, M.Sc. E . Dr. Ir. Thamrin Shhite, M.E. gl o 1. R Sukhyar s Bl I FX Sutiastoto, MA. |“ M. Teguh Pamuji, S.H., M.H.

DIRJEN
ENERGI BARU, TERBARUKAN
-) DAN KONSERVASI ENERGI

Ir. Rida Mulyana, M. Sc

M | KkapuS. DATA DAN y KAPUS. PENGELOLAAN
|  INFORMASI ESDM | BARANG MILIK NEGARA

‘ Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc. Agus Salim, SH., M.H.

Gambar 1.8
Struktur Organisasi KESDM
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1.3.3. Sumber Daya Manusia KESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 memiliki jumlah
pegawai sebanyak 5.555 pegawai yang tersebar di 10 unit Eselon I. Pada tahun 2012 ini tidak ada
penambahan jumlah pegawai di lingkungan Kementerian ESDM karena adanya kebijakan moratorium,
namun terdapat sejumlah pegawai yang memasuki masa pesnsiun, sehingga jumlah pegawai di
Kementerian ESDM berkurang dari jumlah di tahun 2011 yang sebesar 6.096.

Penyebaran jumlah pegawai KESDM per unit Eselon [ dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawabh ini:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun 2012
JENIS
KELAMIN JUMLAH
P W

1 | Sekretariat Jenderal 368 165 533
2 | Ditjien Migas 350 136 486
3 | Ditjen Ketenagalistrikan 207 65 272
4 | Ditjen Mineral dan Batubara 293 92 385
5 | Ditjen EBT dan KE 125 59 184
6 | Inspektorat Jenderal 10 56 196
7 | Badan Geologi 1070 226 1296
8 | Badan Litbang ESDM 918 289 1207
9 | Badan Diklat ESDM 744 190 934
10 | Setjen DEN 38 24 62

JUMLAH TOTAL

A Sekretariat
Setjen DEN; 62 Jenderal; 533

Badiklat ESDM; 934

1 Ditjen Migas; 486
Ditjen
Ketenagalistrikan;
272

itjen Minerba; 385

Balitbang ESDM; itjen EBTKE; 184
1207

Inspektorat
Jenderal; 196

Badan Geologi;
1296

Gambar 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil KESDM Tahun 2012
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Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai KESDM dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah
ini.

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menurut Pendidikan

Tahun 2012

1 | Sekretariat Jenderal 7 69 217 28 178 17 17 533
2 | Ditien Migas 3 85 280 13 88 7 10 486
3 | Ditjen Ketenagalistrikan 3 46 132 13 71 5 2 272
4 | Ditjen Mineral dan Batubara 2 52 192 20 108 5 6 385
5 | Ditien EBT dan KE 4 39 106 6 28 1 0 184
6 | Inspektorat Jenderal 0 48 92 2 49 3 2 196
7 | Badan Geologi 24 185 340 56 614 48 29 1296
8 | Badan Litbang ESDM 18 180 449 72 422 45 21 1207
9 | Badan Diklat ESDM 5 150 257 200 259 38 25 934
10 | Setjen DEN 0 17 41 1 3 0 0 62

JUMLAH TOTAL

SLTA; 1820

D3;411

Gambar 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil KESDM Menurut Pendidikan Tahun 2012
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BAB 2

RPJM 2010-2014

2.1. Kondisi Umum

elaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 telah

memasuki tahun ketiga. Berbagai upaya telah dilakukan dan telah memberikan hasil nyata

berupa capaian kegiatan-kegiatan prioritas nasional dan prioritas lainnya. Upaya yang

telah dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2012 secara umum telah memberikan hasil

capaian pembangunan yang cukup baik. Beberapa dapat dikemukakan antara lain capaian

dalam percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang ditandai dengan terlaksananya
pembangunan jalan baru, jalur kereta api ganda, saluran irigasi, bendungan dan pembangunan
pertanian. Demikian pula capaian pembangunan untuk mendukung pembangunan infrastruktur lunak
menunjukkan hasil yang semaikin baik, antara lain tercermin dengan semakin tertatanya regulasi bagi
para investor. Sementara itu, terkait dengan capaian prioritas nasional untuk percepatan
pembangunan infrastruktur sosial ditunjukkan oleh semakin meningkatnya taraf pendidikan dan
kesehatan masyarakat. Sedangkan capaian prioritas nasional yang merupakan upaya pembangunan
kreativitas antara lain ditandai oleh tercapainya target pembangunan pengembangan kebudayaan,
pemuda, dan olah raga.

Lebih dari satu dasawarsa bangsa Indonesia telah memutuskan untuk menempuh jalur perjalanan
baru dalam sejarahnya, jalur demokrasi. Setelah didiera oleh krisis multidimensi yang telah
mengguncang fondasi bernegara, bangsa Indonesia telah mampu membangun dirinya, bahkan dengan
lebih baik lagi, sehingga wibawa dan kehormatannya sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, diakui
dan dihormati kembali oleh dunia.

Empat belas tahun yang lalu, ekonomi mengalami goncangan, pertumbuhan mengalami kontraksi di
atas 13%, nilai tukar rupiah runtuh, inflasi mencapai 70%, utang pemerintah melambung di atas 100%
dari PDB, kemiskinan dan pengangguran melonjak tinggi. Seluruh kegiatan ekonomi praktis merosot
dan terhenti. Kerusuhan sosial dan konflik berdarah merebak. Tatanan politik berubah secara
fundamental dengan pelaksanaan demokrasi, desentralisasi dan amandemen konstitusi. Tatanan hidup
masyarakat berubah secara drastis. Sebagian lembaga publik, menjadi tidak berfungsi. Bangsa
Indonesia mengalami euforia reformasi dan kebebasan. Proses transisi yang tiba-tiba itu, begitu sulit
dikelola karena heterogenitas dan kompleksitas persoalan yang dihadapi.

Namun, bangsa Indonesia bertekad teguh melangkah pasti secara strategis pada periode 2010 - 2014
untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan
semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita
luhurnya, yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi
berlandaskan pada keuanggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan
budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudayam
bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan
(IIT) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara
aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
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Terkait dengan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, khususnya Minyak bumi, gas bumi, dan
batubara, mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan
ekonomi dan sosial masyarakat. Selain sebagai pendukung pembangunan ekonomi, ketiga komoditas
energi tersebut juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa negara yang sangat penting. Pada
kurun waktu tahun 2004-2008 kontribusi dalam penerimaan APBN berkisar antara 25- 32 persen.
Pada tahun 2008, pendapatan dari minyak dan gas bumi mencapai Rp. 304,4 trilyun atau sekitar
31,6% dari pendapatan pemerintah, dan dari pertambangan umum sebesar Rp. 41,7 trilyun (4,4%).
Sehingga secara total, sektor energi dan pertambangan umum memberikan kontribusi sebesar Rp.
349,5 trilyun terhadap penerimaan negara, atau sekitar 36,3%.

Disamping sebagai sumber devisa, minyak dan gas bumi, serta batubara juga mempunyai peranan
yang besar dalam memasok energi/bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri (lihat Tabel
10.5). Untuk menjamin kebutuhan energi di dalam negeri, terus dilakukan optimasi produksi minyak
dan gas bumi, serta batubara. Sejak tahun 2004 Indonesia telah berubah dari pengekspor minyak
menjadi net oil importer. Namun, dengan adanya penemuan cadangan baru, seperti di lapangan minyak
Blok Cepu, dalam waktu lima tahun ke depan akan terjadi kembali peningkatan produksi minyak
mentah.

Pada tahun 2008, sebanyak 60% dari total produksi minyak mentah dimanfaatkan untuk keperluan
Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, dan sisanya diekspor. Namun pasokan minyak mentah ini
masih belum cukup untuk memenuhi permintaan BBM nasional, yakni sebesar 1.038 barel per hari.
Sehingga masih diperlukan impor minyak mentah dan BBM. Pada tahun 2008, untuk memenuhi
kebutuhan BBM dalam negeri, sebanyak 247 barel per hari minyak mentah dan sebanyak 423 barel
per hari BBM dipasok dari pasar internasional.

Untuk mengurangi ketergantungan akan impor minyak mentah dan BBM, produksi dan cadangan
minyak dan gas bumi terus ditingkatkan dengan memperbaiki iklim investasi explorasi dan eksploitasi.
Pada tahun 2008, cadangan minyak bumi mencapai 8,21 milyar barel. Apabila diproduksi sesuai
dengan tingkat produktivitas saat ini, yakni 0,357 milyar barel per tahun, maka cadangan ini
diperkirakan akan bertahan selama 23 tahun. Cadangan gas bumi sebesar 170 trilyun kaki kubik
(TSCF) dan dengan tingkat produksi saat ini mencapai 2,9 TSCF per tahun, maka cadangan
diperkirakan akan bertahan selama 62 tahun. Cadangan batubara sebesar 20,98 miliar ton, dengan
tingkat penambangan seperti saat ini, yakni sekitar 200 juta ton per tahun, maka cadangan ini
diperkirakan akan bertahan selama 82 tahun.

Potensi EBT terbesar adalah air (hydro), yakni sebesar 75.670 MW. Namun pada tahun 2008, hanya
sekitar 4.200 MW atau sekitar 5% dari potensial yang ada baru dimanfaatkan. Upaya pemanfaatan
energi air ini terus dilakukan, terutama melalui akuisisi teknologi mikrohidro (50 kW-500kW) yang
telah berkembang, dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan. Saat ini,
kapasitas terpasang minihidro dan mikrohidro telah mencapai 86,1 MW dari 500 MW sumber daya
yang tersedia.

Potensi EBT terbesar kedua adalah panas bumi, dengan total potensi panas bumi sekitar 27 GW.
Potensi terbesar panas bumi ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan sisanya tersebar di Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari potensi sebesar ini yang dimanfaatkan baru sebesar 4%,
yaitu PLTP di Kamojang, Lahendong, Dieng, Gunung Salak, Darajat, Sarula, Sibayak dan Wayang Windu.
Potensi sumber energi biomassa juga cukup besar dan diperkirakan mencapai 50.000 MW, yang
sampai saat ini hampir belum dikelola. Di samping itu, bahan baku BBN cukup bervariasi dan tersedia
dengan jumlah yang cukup melimpah, seperti kelapa sawit, jarak, jagung, tebu, ubi, dan aren.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012



Ketersediaan bahan mentah yang melimpah ini membuat BBN akan menjadi salah satu fokus utama
dalam pemanfaatan EBT di tahun-tahun yang akan datang.

Di samping peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta upaya penganekaragaman energi,
efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi terus dilakukan. Pada tahun 2008, intensitas
energi, yakni rasio antara konsumsi energi final dengan produk domestik bruto (PDB), menunjukkan
angka yang masih cukup tinggi/boros, yakni 382 TOE per juta US$ PDB. Walaupun demikian upaya-
upaya ke arah efisiensi telah dilakukan terutama melalui gerakan penghematan, seperti promosi
penggunaan lampu hemat energi, dan sebagainya. Di samping gerakan penghematan, upaya mitigasi
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2) telah dilakukan. Upaya-upaya itu antara lain adalah
dengan dicanangkannya program percepatan pembangkit listrik 10,000 MW tahap kedua, yang
sebagian besar sumber energinya berbasis panas bumi, EBT dengan tingkat emisi CO2 yang sangat
rendah, penggantian BBM dengan CNG (Compressed Natural Gas) untuk kendaran umum di perkotaan,
dsb.

2.2. Visidan Misi Pembangunan Nasional

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi Indonesia 2014 yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS,
DAN BERKEADILAN”

n
penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan
ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya
manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat
dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh
masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati olehseluruh bangsa Indonesia.

Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah berupaya untuk mewujudkan Indonesia lebih sejahtera,
aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.
Misi pembangunan 2010 - 2014 adalah:

1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera, yang tercermin pada tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi
yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran melalui program perbaikan kualitas sumber daya manusia,
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2.3.

perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara
berkelanjutan.

2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi, dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan
mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan
dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang, termasuk pengurangan kesenjangan
pendapatan, pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan
antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat
diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu.
Demikian pula, kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa
keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama
pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Prioritas, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam
sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat
keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang
dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari
11 prioritas nacional, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)
penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha;
(8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan
pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Secara khusus pembangunan
di bidang energi menempati urutan ke-8, yaitu pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin
kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi
pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk
memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi
Nasional;

2. Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan
Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya;
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3. Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per

tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada

2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014;

4. Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif
geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya
produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan

potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap;

5. Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan

minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya; dan

6. Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga

mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar

angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

Pencapaian pembangunan prioritas nasional bidang energi tahun 2011, sesuai hasil evaluasi RPJMN

yang dilakukan Bappenas, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 8: Bidang Energi
Hasil Evaluasi RPIJMN Tahun 2011

RPJMN 2010-2014
Capaian Capaian
No
S“blstt?“Si Sasaran Indikator KL Target2011  Target 2012 240 A
nti
1 Kebijakan Ditetapkannya Jumlah aturan KESDM PP: 3 Rancangan PP: 4 PP: 1
kebijakan engrgl perundang- Aturan lain: 3 peraturan: 3 RPP- 5 RPP- 4
yang memastikan | undangan
Dokumen
penanganan Dokumen rencana Dokumen Dokumen
energi nasional rencana rencana rencana
. . ketenaga-
yang terintegrasi ketenaga- listrikan: 7 ketenaga- ketenaga-
sesuai dengan listrikan: 7 listrikan: 7| listrikan: 7
Rencana Induk
Energi Nasional
2 Restrukturisa | Terlaksananya Pelaksanaan Kemeneg 17 Laporan 2 BUMN Besar 2BUMN 17 Laporan
si BUMN transformasi dan | penetapan BUMN Penetapan dan Strategis Besar dan Penetapan
konsolidasi target, Target, Strategis Target,
BUMN bidang monitoring dan Monitoring Monitoring
energi dimulai evaluasi kinerja dan Evaluasi dan Evaluasi
dari PLN dan BUMN Kinerja Kinerja
Pertamina yang BUMN BUMN
selesai selambat-
lambatnya 2010
dan diikuti oleh
BUMN lainnya
3 Kapasitas Meningkatnya Penambahan KESDM 3.000 MW 4.225 MW 787 MW 3.430 MW
Energi kapasitas kapasitas
pembangkit listrik | pembangkit
sebesar rata-rata | listrik per tahun
3.000 MW per
tahun mulai 2010 | Rasio 70,40% 73,60% 67,15% 72,95%
dengan rasio Elektrofikasi
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No

Substansi
Inti

Sasaran

elektrifikasi yang

RPJMN 2010-2014

Indikator

KIL

Target 2011

Target 2012

Capaian
2010

Capaian
2011

Produksi 945 ribu 910-940 ribu 945 ribu 902 ribu
mencakup 62% minyak bumi barel per hari | barel per hari barel per barel per hari
pada 2010 dan . .
80% pada 2014: per hari hari
dan produksi
minyak bumi
sebesar 1,01 juta
barel per hari
mulai 2014
4 Energi Meningkatnya Kapasitas KESDM 1.209 ME 1.374 MW 1189 MW | 1.226 MW
Alternatif pemanfaatan energi alternatif
energi baru geothermal
terbarukan yang
termasuk energi termanfaatkan
alternatif
geothermal
sehingga
mencapai 2.000
MW pada 2012
dan 5.000 MW
pada 2014
Terlaksananya Total produksi KESDM Gas dari 21,7 ribu barel N/A 3 MoU
kegiatan produksi | CBM yang CBM mulai setara minyak pasokan gas
CBM untuk digunakan produksi bumi per hari untuk tenaga
membangkitkan untuk listrik
listrik pada 2011 pembangkit
disertai listrik
pemanfaatan
potensi tenaga
surya, mikrohidro,
bioenergi, dan
nuklir secara
bertahap
5 Hasil ikutan Berkembangnya Lokasi Kemen- 2 2 2 2
danturunan | klaster industri perin
minyak berbasis migas
bumi/gas
6 Konversi Terlaksananya Cakupan jumlah | KESDM N/A 4,1 juta KK 57,6 juta N/A
Menuju perluasan kepala keluarga KK
Penggunaan | program konversi, | penerima
Gas minyak tanah ke program
gas konversi minyak
tanah ke gas
Terlaksananya Lokasi/SR KESDM 4 kota/ 4 kota/ 16.000 4 lokasi/ 5 kota/
pembangunan 16.000 SR SR 10.316 SR | 17.964 SR
jaringan gas
perkotaan
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RPJMN 2010-2014

Capaian Capaian
No
Sul:;st:msi Sasaran Indikator KIL Target 2011 Target 2012 2010 201
nti
Terlaksananya Pembangunan KESDM 7 SPBG Pembangunan FEED dan | 4 SPBGdan
perluasan SPBG (gas SPBG di DEDC 1 bengkel di
penggunaan gas | untuk Surabaya, Gresik | untuk kota
alam sebagai transportasi) dan Sidoarjo pengemba | Pelmbang
bahan bakar ngan SPBF
angkutan umum di
di Palembang, Palembang
Surabaya dan
Denpasar

2.3.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan
makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak,
sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Oleh
sebab itu Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk
memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas.
Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-
sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Pengalaman selama periode 2004-2009 menjadi modal utama dalam menyusun agenda dan strategi
pembangunan ini. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
Banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian
tersebut. Faktor eksogen, dapat mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula
menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Misalnya,
kenaikan harga komoditas energi dapat mempunyai dampak positif terhadap pencapaian sasaran
pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara produsen dan
pengekspor energi neto. Sebaliknya, bencana alam seperti gelombang panas El Nino seperti yang
terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan
dan berperan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan pada saat itu. Meskipun kemungkinan
terjadinya faktor eksogen tersebut tidak dapat diperkirakan dengan pasti, beberapa perubahan dapat
dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat.

Terdapat tiga sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2010 -2014, yaitu (i) sasaran
pembangunan kesejahteraan rakyat, yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan,
energi, dan infrastruktu; (ii) sasaran perkuatan pembangunan demokrasi, yaitu meningkatnya
kualitas demokrasi Indonesia; dan (iii) sasaran pembangunan penegakan hukum, yaitu tercapainya
suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban
umum.

2.3.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang
pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
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3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Bidang Sarana dan Prasarana

5. Bidang Politik

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

7. Bidang Hukum dan Aparatur

8. Bidang Wilayah dan Tataruang

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya
berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk
mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di
bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil
yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan
di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling
memperkuat.

2.4. Peran Sektor ESDM dalam RPJMN 2010 - 2014

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masuk dalam bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup (SDA dan LH) pada RPJP 2005-2025. Pada RPJMN 2010 - 2014, pembangunan SDA
dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (cluster), yaitu (i) pemanfaatan SDA yang
mendukung pembangunan ekonomi, dan (ii) peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA
dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan
Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan
Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan.
Kemudian pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada
empat prioritas, yaitu (4) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan konservasi dan
rehabilitasi sumber daya hutan; (6) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; (7) peningkatan
kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

2.4.1. Permasalahan

Permasalahan sektor energi timbul karena adanya laju pertumbuhan peningkatan permintaan energi
akibat kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, yang melebihi laju pertumbuhan pasokan
energi. Selain itu kondisi geografis negara kepulauan, yang terdiri atas belasan ribu pulau besar dan
kecil, serta luasnya wilayah nusantara, mempengaruhi tingkat pelayanan, efisiensi dan keandalan sistem
penyediaan dan penyaluran energi di seluruh Indonesia.

Ketergantungan terhadap impor BBM juga disebabkan oleh karena infrastrukur kilang minyak masih
sangat terbatas kapasitasnya. Saat ini, terdapat 10 (sepuluh) kilang minyak yang beroperasi, baik yang
dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) maupun oleh badan usaha swasta, dengan total kapasitas
pengolahan sebesar 1,156 juta barel per hari. Karena konfigurasinya, tidak semua kilang yang ada dapat
memproses minyak mentah dari dalam negeri dan hanya dapat memproses minyak mentah impor.

Energi panas bumi, walaupun merupakan salah satu EBT bersih lingkungan, untuk mengembangkannya
dalam skala yang besar membutuhkan investasi yang tinggi, kesiapan institusi, peraturan yang berkaitan
dengan harga uap/listrik, dan sumber daya manusia. Pengembangan panas bumi, menurut UU No.
27/2003 tentang Panas Bumi, diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan hal ini menuntut
ditingkatkannya kemampuan aparat dan sumber daya manusia di Daerah. Untuk mengembangkan
energi nuklir, kendala terbesar yang dihadapai adalah kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan
limbah uranium, di samping dibutuhkannya nilai investasi yang tinggi, teknologi tinggi maupun kesiapan
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budaya dan sumber daya manusia. Demikian pula halnya dengan energi surya yang sampai saat ini
belum dapat berkembang menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara
masal. Hal ini disebabkan oleh karena biayanya yang relatif masih tinggi.

Konsumsi energi yang inefisien juga berdampak kepada laju peningkatan emisi karbondioksida (CO2).
Saat ini emisi CO2 dari sektor energi menyumbang sekitar 14% dari total emisi CO2 secara nasional,
kedua sesudah emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan gambut. Saat ini, kepedulian
masyarakat dunia terhadap fenomena perubahan iklim global semakin tinggi, sehingga upaya-upaya
mitigasi dari fenomena perumbahan iklim, yakni penurunan emisi CO2 di tingkat nasional, melalui
pemanfaatan jenis bahan bakar dan teknologi bersih/ramah lingkungan, perlu dalam perkembangan dan
dijadikan konsensus yang lebih luas.

Sedangkan, permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan diantaranya adalah rendahnya minat
berinvestasi untuk pengusahaan mineral dan batubara. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian
hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha
pertambangan. Berbagai kegiatan usaha pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, serta
pengolahan hasil tambang memerlukan dana yang besar, dan oleh karena itu pembangunan di bidang
pertambangan ini masih sangat tergantung kepada investor skala besar, termasuk investor asing.
Investasi asing, di samping akan membawa modal, umumnya juga memasukkan kemampuan teknologi,
manajemen, dan saluran pemasaran. Namun, persaingan untuk menarik investasi tersebut, baik
antarnegara maupun antarsektor ekonomi di dalam negeri, semakin ketat di tahun-tahun mendatang.

Amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 12 tahun 2008
tentang Otonomi Daerah, memberikan peran lebih besar kepada daerah belum diikuti dengan
peningkatan kemampuan teknis/ managerial aparat Pemerintah Daerah. Karakterisktik industri
pertambangan yang unik dan khusus memerlukan pemahaman yang mendalam, baik dari segi teknis
penambangan, pembiayaan, maupun penanganan dampak sosial/lingkungan dari kegiatan
penambangan, termasuk reklamasi dan konservasi. Rendahnya kemampuan aparatur pemerintah
daerah dalam pengelolaan pertambangan serta kurang harmonisnya peraturan perundangan lintas
sektor, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam perijinan, pengawasan eksploitasi, produksi, serta
pengendalian dampak lingkungan dan konflik lahan.

Kegiatan usaha pertambangan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi
lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial
ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang semakin ketat di tingkat nasional dan
internasional memerlukan perhatian yang semakin besar terhadap aspek lingkungan hidup dalam
kegiatan pertambangan. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan
sumber daya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan
wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.

Belum terpadunya konsep penataan ruang juga menjadi kendala dalam pengembangan usaha
pertambangan karena sering mengakibatkan tumpang tindih dalam pemberian hak pemanfaatan lahan
dan ruang. Tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dan kawahan hutan lindung/konservasi
telah menghambat laju pertumbuhan investasi eksplorasi tambang. Sebagian besar kawasan tambang
yang sudah dikeluarkan ijin penambangannya berada dikawasan hutan lindung, yang umunya
ditetapkan kemudian. Konflik fungsi peruntukan lahan ini telah mengurangi jaminan hukum dalam
pengusahaan pertambangan. Untuk itu perlu ada harmonisasi yang lebih efektif antara pemanfaatan
potensi mineral dan batubara dengan pelestarian jasa lingkungan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMN tahun 2011, masih terdapat permasalahan dan tantangan pokok di
sektor energi ke depan, sebagaimana tertera dibawah ini.
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No

Tabel 2.2.

Tantangan dan Permasalahan Sektor Energi
Hasil Evaluasi RPJMN Tahun 2011

Tantangan

Pengurangan subsidi BBM

dan subsidi listrik

Permasalahan

tingginya realisasi ICP rata-rata dari APBN-P 2011 sebesar 95 USD/barel
menjadi 111 USD/barel; konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41 juta KL atau
lebih tinggi dari kuota 40 juta KL; serta kurangnya pengawasan dan sosialsiasi
BBM bersubsidi

Pengurangan rasio

elektrifikasi

terbatasnya pendanaan dari pemerintah sedangkan pendanaan oleh pihak
swasta (melalui skema KPS) juga belum memberikan hasil sebagaimana yang
diharapkan; ketergantungan teknologi yang dipakai, baik untuk pembangkit
maupun transmisi dan distribusi, pada teknologi asing; masih belum
tersedianya energi promer (terutama batubara dan gas) yang cukup untuk
pembangkit dalam negeri; proses pembebasan tanah yang masih belum jelas;
tumpang tindih lahan terutama menyangkut kawasan hutan; dan energi surya
belum dapat berkembang untuk skala besar karena biata komponen dan
pemasangannya masih tinggi.

Peningkatan produksi dan

cadangan minyak bumi

kehilangan peluang produksi karena unplanned shutdown karena masalah
peralatan dan kejadian alam; kehilangan produksi karena kendala
keterlambatan proyek/pengembangan lapangan, permasalahan offtaker, dan
kendala subsurface; kendala perijinan lokasi pemboran dan transportasi; dan
permasalahan sosial

Diversifikasi energi

belum adanya subsidi harga energi baru dan energi terbarukan; kurangnya
akses energi bagi masyarakat pedesaan di daerah terpencil; terbatasnya
investasi pada bidang energi baru dan energi terbarukan; dan tidak adanya
suatu usaha yang terpadu antara pemerintah dan masyarakat yang
berkepentingan di bidang EBT melalui peningkatan pemanfaatan energi
terbarukan

Konservasi energi

pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% per tahun; harga energi semakin
mahal dan subsidi energi semakin besar; tingkat penggunaan energi masih
boros ditunjukkan dengan intensitas energi yang masih tinggi; isu lingkungan
khususnya terkait dengan perubahan iklim yang disesbabkan oleh
penggunaan energi; dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di
bidang konservasi energi

Peningkatan nilai tambah

mineral

belum tersedianya pedoman untuk IUP OP khusus angkut-jual dan IUP OP
khusus pengolahan pemurnian; belum tersedianya fasilitas pengelolaan
pemurnian dalam negeri yang memadai; belum semua komoditas mineral
memiliki formula harga; belum ditetapkannya DMO mineral; dan belum
lengkapnya data sumberdaya, cadangan, produksi dan penjualan komoditi
mineral dari IUP

Peningkatan pembinaan dan
pengawasan mineral dan
batubara

belum ditetapkannya rasio bukaan lahan bekas tambang dan kemajuan
reklamasi; belum ada peraturan pelaksana aspek konserasi dan teknis
pertambangan; belum ada pedoman teknis aspek konservasi pada kegiatan

pertambangan minerba; prinsip-prinsip konserasi mineral dan batubara belum
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No Tantangan Permasalahan

dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha tambang; batasan produksi mineral
dan batubara dalam rangka konservasi; keterbatasan peralatan pengawasan
dan pemantauan lingkungan; meningktanya objek dan permasalahan yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan pertambangan; koordinasi dengan
pemerintah daerah dan instansi sektor lain belum optimal; belum optimalnya
pengawasan aspek konservasi mineral dan batubara; belum optimalnya
pendataan investasi dan penerimaan negara dari sektor usaha jasa mineral

dan batubara; dan belum ada LSUJP mineral dan batubara

2.4.2.

Sasaran Pembangunan Nasional Sektor ESDM

Tabel 2.3.

Sasaran Pembangunan Nasional Sektor ESDM

Sasaran

Tercapainya komposisi
bauran energi yang sehat
dengan menurunnya
persentase
pemanfaatanenergi fosil dan
meningkatnya persentase
energi baru terbarukan (EBT)

Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014

o Persentase pemanfaatan minyak bumi dalam bauran energi
nasional sebesar 38,33 persen

o Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran
energi nasional sebesar 16,1 persen

o Pengembangan produksi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif
seperti bahan bakar nabati, batubara dicairkan, GTL (Gas To
Liquid), DME (dimethyl eter) dan lain-lain

¢ Peningkatan pemanfaatan EBT untuk pembangkit tenaga listrik
(PLTMH, PLTS, PLT Bayu, PLT Biomassa)

2. Penurunan elastisitas energi | Elastisitas energi menjadi sebesar 1,48
& Pemanfaatan potensi Termanfaatkannya potensi pendanaan dalam negeri baik dari lembaga
pendanaan domestik dan keuangan perbankan maupun dari non
S G perbankan nasional guna mendukung pengembangan energi batu
terbarukan serta konservasi dan efisiensi energi
4, Penyusunan dan Tersusunnya regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi baru
penyempurnaan regulasi dan | terbarukan serta pengembangan konservasi dan
kebijakan guna ——
efisiensi energy
meningkatkan jaminan dan
kepastian hukum
pemanfaatan energi baru
terbarukan serta
pengembangan
konservasi dan efisiensi
energi
5. | Peningkatan kapasitas dan | e Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 80.000

kualitas sarana dan
prasarana energi asional

untuk memenuhi kebutuhan
domestik dan komitmen

sambungan rumah di 20 kota
o Tercapainya pembangunan 21 buah SPBG di 3 kota

o Tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dengan penambahan
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Sasaran Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014

ekspor 30.500 MW

Terintegrasinya sistem di Sulawesi dan sistem di Kalimantan

Berkurangnya susut jaringan menjadi di bawah 10,0 persen

Meningkatnya pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan

Meningkatnya penerapan standarisasi teknis bidang ketenaga
listrikan yang disertifikasi SNI dan/atau diperlakukan wajib

6. Peningkatan jangkauan Rasio elektrifikasi meningkat dari 67,2 persen di tahun 2010 menjadi
Pelayanan ketenagalistrikan 80,0 persen di tahun 2014

¢ Meningkatnya rasio desa berlistrik 94,5 persen di tahun 2010
menjadi 98,9 persen di tahun 2014

7. Tercapainya bauran energi Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik
(energy mix) primer untuk

penyediaan tenaga listrik PR AV iz

e Batubara sebesar 64 persen

e BBM sebesar 2 persen

e Panas bumi sebesar 10 persen
e (Gas bumi sebesar 18 persen,

e Hidro sebesar 6 persen

8. Peningkatan efektifitas Terlaksananya subsidi yang tepat sasaran pada yang berhak
subsidi pemerintah menerima (benefeciaries)

9. Berkembangnya ilmu ¢ Meningkatnya sertifikasi kompetensi bidang energi dan
pengetahuan dan teknologi ketenagalistrikan dan sumberdaya manusia nasional yang

mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional

e Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai peraturan
yang ada

2.5. Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran dari segi ketahanan dan kemandirian, kebijakan umum peningkatan ketahanan
dan kemandirian energi diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu: (i) menjamin keamanan pasokan energi
dengan meningkatkan (intensifikasi) eksplorasi, ekploitasi, dan optimasi produksi minyak dan gas bumi,
serta eksplorasi untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, termasuk gas metana batubara; (ii)
mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dengan menganekaragamkan atau
diversifikasi energi primer, termasuk memanfaatkan EBT serta energi bersih; dan (iii) meningkatkan
produktivitas pemanfaatan energi melalui gerakan efisiensi dan konservasi (penghematan), serta
pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Disamping itu,
ketahanan dan kemandirian energi juga akan didukung oleh adanya kebijakan harga energi serta insentif
yang rasional, artinya kebijakan harga energi yang secara bertahap menggambarkan nilai ekonomi energi.

Penghematan pemanfaatan energi terutama akan dilakukan untuk sektor-sektor yang mengkonsumsi
energi yang besar seperti industri, pembangkit listrik dan transportasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan
umum ini akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, baik teknologi pencarian
sumber daya energi (eksplorasi), pengambilan atau pemanfaatan energi (eksploitasi) maupun teknologi
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konversi dan distribusi energi. Selain itu pembangunan infrastruktur energi juga memegang peranan
penting di dalam upaya meningkatkan penyaluran energi, terutama dalam upaya untuk meningkatkan
penggunaan energi non-minyak bumi (diversifikasi).

Prioritas bidang Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi, dituangkan dalam 2 fokus prioritas,
yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak Bumi dengan indikator persentase peranan gas
bumi, batubara dalam bauran energi primer, jumlah produksi minyak dan gas bumi, serta gas metana
batubara, jumlah cadangan minyak bumi, gas, dan metana batubara; (2) Peningkatan Produktivitas
Pemanfaatan dan Pemerataan Energi dengan indikator jumlah produksi BBN, yakni bio-diesel dan bio-
ethanol, dan penggunaannya dalam pemakaian bahan bakar secara nasional, penggunaan panas bumi PLTP,
mikrohidro PLTMH, tenaga surya dan angin untuk pembangkit listrik, elastisitas dan intensitas energi,
persentase penghematan energi, dan penurunan emisi karbondioksida CO2 yang bersumber dari
penggunaan energi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan umum pembangunan pertambangan mineral dan
batubara diarahkan pada dua hal pokok, yaitu: (i) meningkatkan poduksi dan nilai tambah produk tambang
mineral dan batubara; dan (ii) mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana
geologi.

Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan diuraikan dalam 2 fokus yaitu:
(1) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan indikator
produksi batubara dan Domestic Market Obligation dari batubara, produksi mineral, seperti emas, perak,
timah, nikel, feronikel dan nikel matte, bauksit, konsentrat tembaga, dan bijih besi, serta persentase
pemanfaatannya untuk bahan baku industri dalam negeri, jumlah WKP dan WP; dan (2) Pengurangan
Dampak Negatif Akibat Kegiatan Pertambangan dan Bencana Geologi, dengan indikator penyediaan peta
geologi daerah bahaya seluruh gunung api, pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi,
peta dasar geologi bagi daerahdaerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, pemetaan geologi teknik
tata ruang, dan reklamasi kawasan bekas tambang, pengurangan volume gas flare, limbah, dan peningkatan
penggunaan bahan-bahan kimia ramah lingkungan.

Kebijakan dan strategi yang akan diterapkan sebagai tindak lanjut permasalahan tahun 2011 hasil evaluasi
dari Bappenas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4.

Kebijakan dan Strategi Sebagai Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi RPJMN Tahun 2011

Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi

(1) menerapkan audit energi dan mekanisme mandatori penghematan
energi;

(2) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi aparat pemerintah,
pengusaha dan masyarakat;

(3) mengembangkan industri peralatan hemat energiuntuk industri dan
gedung-gedung dan memfasilitasi pembentukan ESCO;

(4) melakukan pengaturan kembali subsidi BBM supaya lebih tepat sasaran
melalui pembatasan penerima BBM bersubsidi;

(5) mensubstitusi BBM dengan BBG;

(6) meningkatkan mutu pengawasan BBM yang beredar, baik kualitas
maupun kuantitas;

(7) dan meneruskan konversi minyak tanah ke LPG serta menurunkan
potensi kecelakaan penggunaan LPG

(1) memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam
penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru;
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Tindak Lanjut

elektrifikasi

Kebijakan dan Strategi

(2) meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang
dapat diterima semua pihak;

(3) memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak
dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau
tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan
tepat serta mengikutsertakan pemda;

(4) mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan,
transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan baik
secara terintegrasi maupun secara terpisah

Meningkatkan produksi/ lifting
dan cadangan migas

(1) mendorong pemanfaatan hasil litbang teknologi tinggi seperti EOR
terutama untuk peningkatan sumur yang sudah tua/marjinal;

(2) meningkatkan kualitas monitoring volume produksi dan lifting migas;

(3) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya
migas;

(4) meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta
penyebarluasana data dan informasi geologi sumber daya migas;

(5) menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja migas

Diversifikasi energi,
pemanfaatan gas dan
batubara

(1) meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit
listrik, industri, rumah tangga dan transporasi;

(2) Membangung Small Scale LNG Receiving Terminal guna menerima dan
menimbun pasokan/penyediaan gas pembangkit listrik dan kilang mini
LPG untuk memasok gas rumah tangga;

(3) Membangun sistem jaringan distribus gas (SPBG) untuk angkuitan umum
dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga;

(4) Menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui DMO
tertutama sebagai bahan bakar pembangit tenaga listrik;

(5) Mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu keapda
indeks harga batubara ekspor;

(6) Mendorong opembangunan sarana dan prasarana pengangkutan
batubara untuk keperluan pasar dalam negeri

Pengembangan Inisiiatif
Energi Bersih (Green Energy
Initiatives)

(1) Memfokuskan pengembangan EBT pada panas bumi, bioenergi, dan
aneka energi seperti biomassa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga
nuklir, dan tenaga hidrogen;

(2) Menerapkan subsidi dengan memperlakukan harga khusus dan insentif
pada EBT sehingga selisih harga EBT dan energi fosil bisa terjembatani;

(3) Meningkatkan pemanfaatan sumber energi lokal melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas DME, baik DME BBM maupun DME Non-BBM,
termasuk di pulau kecil terluar

Memperbaiki tingkat
pelayanan jaringan
infrastruktur migas

(1) Mendorong pembangunan fasilitas produksi lapangan-lapangan migas;

(2) Membangun pipa transmisi dan distribusi gas;

(3) Meningkatkan peran serta swasta dan pemda dalam pembanguna
infrastruktur energi;

(4) Mendorong pembangunan fasilitas kilang minyak, kilang LPG, kilang hasil
olahan, dan depot BBM

Pengembangan industri
pengolahan dan pemurnian
hasil tambang guna
meningkatkan nilai tambah

(1) Mengusahakan penambahan nilai tambah hasil pertambangan dengan
mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (shelter) untuk
mengubah bahan-bahan mentah mineral logam dan non logam menjadi
bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan final, terutama timah,
nikel dan tembaga;
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Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi

produk tambang dan mineral (2) Meningkatakan penggunaan barang dan peralatan produk dalam negeri
(local content) untuk usaha hasil pertambangan;

(3) Mendorong berkembangnya industri oil synthetic dan clean-coal
technology, serta industri peningkatan mutu batubara (upgraded brown
coal), pencairan batubara (coal liquefaction), dan gasifikasi batubara (coal
gasification)

(1) Meningkatkan investasi pertambangan dengan cara memberi insentif
fiskal yang stabil dan kompetitif serta memperbaiki dan
menyerdahanakan birokrasi perijinan pengusahaan pertambangan;

(2) Memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah
terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin pengusahaan
pertambangan;

(3) Mengembangkan infornasi potensi dan wilayah cadangan;

(4) Meningkatakn kemampuan teknis dan manajerial aparat pemda dalam
melakukan pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan.

8. | Peningkatan kapasitas
daerah
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BAB 3

PERENCANAAN STRATEGIS

ektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang
dapat diunggulkan untuk dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
nasional. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang signifikan dalam meningkatkan
ke sejahteraan rakyat Indonesia sejak pembangunan nasional dirancang dan dilaksanakan
secara terprogram dan sistematis, mulai dari Pelita I sampai sekarang, serta potensinya
yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa-masa mendatang.

Sementara itu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis (Renstra)
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis,
instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala
yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Mengingat Renstra merupakan salah satu subsistem dari sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, dan terkait dengan sistem lainnya seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka
penyusunan Renstra ke depan perlu dilaksanakan secara akurat, realistik, dan mengikuti acuan-acuan
yang telah ditentukan.

Bertolak dari kondisi ini, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai pemegang
“hak” pengelolaan sektor ESDM berdasarkan undang-undang, dituntut untuk merumuskan kebijakan
dan program, serta mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga sektor ESDM
benar-benar mampu menjadi motor penggerak (prime mover) bagi sektor riil dalam kerangka tatanan
ekonomi nasional.

Bauran energi nasional masih didominasi oleh BBM
Belum optimalnya investasi untuk pengembangan Sektor
ESDM

Impor BBM
Pasokan energi terbatas Penurunan produksi migas nasional

Kondisi sistem transmisi interkoneksi masih belum andal Akses masyarakat Indonesia terhadap energi komersial
dengan tingkat susut (fosses) masih di atas 10 persen terbatas |

Regulasi yang masih perlu disempurnakan sejalan dengan

konsistensi kebijakan

Kebijakan harga masih belum tepat E> Harga energi belum mencapai nilai keekonomian

Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan

baik

Teknologi dan pendanaan didominasi asing mengingat - Lialn ekl (e meniat

keterbatasan dana = Struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)
masih tergantung penerimaan minyak dan gas bumi

Belum optimalnya parsitipasi pemerintah daerah dan swasta = Pemanfaatan energi belum efisien
dalam pemenuhan kebutuhan energi, Iklim Investasi dan Iklim = Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri
Usaha

Gambar 3.1. Isu Strategis Terkait Pengelolaan ESDM

Bauran energi {energy mix) masih belum optimal sehingga
masih adanya ketergantungan pada energi fosilflkonvensional

Kepastian Hukum

= Pemanfaatan energi belum efisien

= Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri
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3.1.Visi Dan Misi

Penjelasan ringkas tentang makna dari pernyataan visi di atas adalah sebagai berikut:

Ketahanan dan kemandirian energi - merupakan keinginan untuk menciptakan keamanan
ketersediaan pasokan energi (energy security) guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional
yang didasarkan pada berbagai sumber energi yang berasal dari dalam negeri dan tidak bergantung
pada impor.

Peningkatan nilai tambah energi dan mineral - mengandung makna bahwa berbagai sumber energi
(termasuk energi alternatif dan terbarukan) harus memberi nilai tambah, baik dalam pemanfaatan
maupun dalam memberi kontribusi ekonomi (khususnya finansial) yang sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat.

Berwawasan lingkungan - bahwa seluruh proses pengelolaan energi, mulai dari eksplorasi,
eksploitasi, transportasi sampai pada penggunaanya harus memperhatikan aspek lingkungan guna
mendukung terciptanya pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development).

Selanjutnya pernyataan Misi KESDM sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi KESDM adalah:

Pernyataan Misi :
Meningkatkan keamanan pasokan er

2. Meningkatkan aksesib
geologi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3.2.1. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan
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selama periode 5 tahun (di akhir tahun 2014) :

1
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik

Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM

Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan
mengurangi impor

Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

s B
Peran Penting dalam
Penerimaan Negara
. J
s ™

Peningkatan Peran
dalam Pemb. Daerah

- \ J
Meningkatnya ~ R
Investasi Pengurangan beban

Subsidi Energi

Terjaminnya
Pasokan
energi

Peningkatan Surplus
NeracaPerdagangan

. >
' N
Peningkatan
Efek berantai
Ketenagakerjaan
. J

Gambar 3.2. Hubungan antara Tujuan Strategis

Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan KESDM dalam kurun waktu 5 tahun

sesuai dengan pernyataan visi KESDM dalam Renstra 2010 - 2014. Adapun uraian terhadap makna

yang terkandung dalam setiap tujuan beserta indikator untuk mengukur kinerja selama lima tahun

adalah sebagai berikut:

1) Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik

Dalam menjamin penyediaan energi domestik, telah dilakukan optimasi produksi energi fosil yaitu
minyak bumi, gas bumi dan batubara. Kecenderungan produksi minyak bumi, sebagai energi tidak
terbarukan, cenderung menurun setiap tahunnya. Mulai tahun 2007, produksi minyak sudah
dibawah level 1 juta barel per hari. Namun, dengan adanya temuan cadangan baru seperti Blok
Cepu, maka dalam jangka pendek akan ada peningkatan produksi minyak Indonesia, meskipun
akan menurun kembali karena natural decline rate yang cukup tinggi sekitar 12% per tahun.
Mengantisipasi situasi menurunnya produksi minyak bumi, maka ke depan, penyediaan energi
difokuskan pada gas dan batubara yang produksinya relatif meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2012 produksi minyak bumi berada pada angka 950 juta barel per hari dan produksi
gas bumi sebesar 1.569 juta barel per hari. Sementara untuk batubara di tahun 2012 ini
produksinya akan meningkat sebesar 332 juta ton.

Sebagai salah satu cara efektif untuk memastikan kesinambungan pasokan adalah konservasi
konsumsi sumber energi fosil melalui program konversi minyak tanah ke LPG. Dengan demikian
volume minyak tanah bersubsidi tiap tahunnya dikurangi secara signifikan. Selain itu, pengawasan
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peruntukan minyak tanah sudah semakin baik dengan adanya kartu kendali minyak tanah. Untuk
jaminan pasokan BBM, untuk wilayah yang telah dilakukan konversi minyak tanah ke LPG, minyak
tanah tetap dijual namun dengan harga pada tingkat keekonomian.

Permintaan energi listrik terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan sekitar 8,4% per
tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain pembangunan
infrastruktur energi dan mineral termasuk pembangkit listrik dengan program 10.000 MW tahap |,
10.000 MW tahap II dan IPP (Independent Power Producer) atau Produsen Listrik Mandiri.

Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan energi domestik, diversifikasi energi merupakan
program prioritas, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) atau energi alternatif
non-BBM. Pembangkit listrik EBT terdiri dari PLTP, PLTS, PLTB, PLTMH & Pikohidro, dimana
kapasitas terpasangnya ditingkatkan terus setiap tahunnya. Pengembangan sumber-sumber energi
dalam rangka diversifikasi energi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 kapasitas
terpasang pembangkit EBT diperkirakan sekitar 304,68 MW. Rencana penambahan kapasitas
terpasang EBT terbesar adalah dari sumber energi panas bumi, yaitu direncanakan 115 MW. Hal
tersebut juga terlihat dari besarnya porsi pembangkit panas bumi pada program 10.000 MW tahap
11, yaitu 50%.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Energi No. 30/2007, Pemerintah berkewajiban
meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk bahan bakar nabati (BBN). Sejalan
dengan Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Road Map Pengembangan BBN,
Pemerintah telah menetapkan kewajiban minimal pemanfataan biofuel secara bertahap sampai
dengan tahun 2025. Kewajiban ini diatur dalam Permen ESDM No. 32/2008 tertanggal 26
September 2008. BBN yang diatur meliputi biodiesel, bioethanol dan bio oil; sedangkan sektornya
meliputi rumah tangga, transportasi PSO dan non-PSO, industri dan komersial, serta pembangkit
listrik.

Untuk tahun 2012, rencana kapasitas produksi BBN adalah sebesar 2 juta KL, terdiri dari bio-diesel
sebesar 900.000 KL, bio-etanol sebesar 6.000 KL dan biogas sebesar 10.000 M3. Pengembangan
kapasitas produksi yang konstan menunjukkan fokus Pemerintah dalam pengembangan energi
alternatif, untuk lingkungan yang lebih baik dan antisipasi terhadap semakin mahal dan langkanya
sumber energi habis pakai di masa yang akan datang.

Sektor ESDM memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penyediaan energi terutama
pasokan gas dan bahan mineral. Pemakaian gas domestik dimanfaatkan untuk industri pupuk,
kilang petrokimia, kondensasi, LPG, PGN, PLN, Krakatau steel dan industri lainnya.

Saat ini kebijakan alokasi gas lebih mengutamakan pasokan domestik, dimana cadangan besar
dapat digunakan baik untuk domestik maupun ekspor dan cadangan kecil untuk domestik. Selain
itu, kebijakan DMO gas juga diberlakukan (25% dari bagian KKKS/PSC untuk domestik, sisanya
dapat dipergunakan untuk domestik maupun ekspor). Dari tahun ke tahun, ekspor gas sudah mulai
dikurangi, sebaliknya pemanfaatan domestik terus diintensifkan.

Terkait dengan gas bumi untuk domestik, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (P]BG) tahun
2002 - 2008 pasca diterbitkanya UU Migas Nomor 22 tahun 2001, alokasi gas bumi domestik
mencapai 63,5%, sedangkan alokasi gas bumi ekspor sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa
pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik berjalan
sangat baik. Meskipun saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun
ekspor gas tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan gas bumi.
Pertimbangannya adalah harga gas bumi domestik umumnya lebih rendah dibandingkan harga
untuk ekspor.

Disamping gas bumi, bahan mineral juga berperan penting sebagai pemasok bahan baku industri.
Bahan mineral tersebut antara lain tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, granit, intan dan besi.
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Produksi mineral dari tahun ke tahun sesuai dengan harapan. Peranan pengelolaan bahan mineral,
lebih dominan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan adanya UU Pemerintahan
Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana
kegiatan usaha pertambangan dapat di desentralisasikan, sehingga ijin usaha pertambangan atau
Kuasa Pertambangan (KP) dapat dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur. Dengan demikian,
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sangat penting dalam rangka
pengelolaan, pengawasan pertambangan di daerah agar penerimaan negara dari pertambangan
umum dapat dioptimalkan.

Tujuan strategis lainnya dalam pasokan energi dan mineral untuk kebutuhan domestik adalah
peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi, dimana tingkat intensitas energi perlu
diturunkan terus. Pada tahun 2012 direncanakan bahwa jumlah penurunan intensitas energi
berada pada angka 6 juta SBM/Miliar Rupiah.

2) Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM

Sektor ESDM selalu berperan dalam mendorong peningkatan aktifitas investasi di sektor ESDM.
Pada tahun 2005 hingga 2008 terjadi peningkatan investasi sekitar 67% dari US$ 11,9 miliar
menjadi US$ 19,9 miliar, di tahun 2009 sempat terjadi penurunan investasi sebesar 3.32% dari
tahun 2009 yang disebabkan karena adanya penundaan rencana kegiatan investasi di berbagai
perusahaan yang antara lain akibat tumpang-tindih dan kendala izin AMDAL yang diterbitkan
daerah. Namun demikian pada tahun 2012 ditargetkan total investasi sebesar US$ 23.958 juta.
Sedangkan untuk sub sektor ketenagalistrikan, total investasinya yang ditargetkan pada tahun
2012 adalah US$ 8,85 juta, dan untuk sub sektor pertambangan umum, target investasi pada
tahun 2012 adalah US$ 3.750 juta. Dengan total investasi pada tahun 2012 sebesar US$ 32.948
juta, migas masih tetap pemegang proporsi terbesar investasi dengan porsi sekitar 72%.

3) Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM setiap tahunnya memberikan kontribusi diatas
30% terhadap penerimaan nasional.

Minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil terbesar, yakni dengan porsi penerimaan
sekitar 20% pada tahun 2012. Pada tahun 80an, komoditi migas merupakan sumber utama bagi
penerimaan negara, dimana kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%. Penerimaan dan
kontribusi migas terhadap APBN tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan harga
minyak. Sejak pertengahan tahun 90an produksi minyak bumi, yang merupakan energi habis
pakai, mulai menurun.

Namun demikian, seiring dengan optimisme dan kerja keras, meskipun produksi minyak nasional
relatif menurun, realisasi penerimaan migas selalu melebihi dari target yang ditetapkan setiap
tahunnya. Dengan proporsi produksi migas yang selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan
komoditi lainnya di sektor ESDM, maka realisasi total penerimaan sektor ESDM juga selalu lebih
tinggi dari targetnya. Penerimaan sektor ESDM tersebut belum termasuk dividen dari BUMN di
lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari pengusahaan sektor ESDM terdiri dari PPN, PBBKB dan
PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati.

Jenis-jenis penerimaan yang terangkum dalam Indikator tujuan dari penerimaan negara sektor
ESDM berasal dari sub-sektor minyak dan gas, PNPB dari pertambangan umum, kegiatan jasa
penelitian dan pengembangan, dari kegiatan di Badan Diklat dan dari BPH Migas. Di tahun 2012 ini
ditargetkan penerimaan Negara mencapai Rp 404,68 Triliun dengan komposisi penerimaan dari
sub sektor Migas sebesar Rp 278,02 Triliun, sub sektor pertambangan umum Rp 125,52 Triliun,
dari sub sektor penunjang sebesar Rp 0,80 Triliun.
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4) Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Di samping berperan penting terhadap penerimaan negara, sektor ESDM juga turut mendukung
pembangunan daerah, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan pengembangan
masyarakat atau community development (comdev) yang merupakan tanggung jawab perusahaan
yang sering disebut corporate social responsibility (CSR), listrik perdesaan, dan penyediaan air
bersih.

Pada tahun 2012 Dana Bagi Hasil (DBH) sektor ESDM ditargetkan sebesar Rp.43,53 triliun yang
terdiri dari minyak bumi Rp.17,43 triliun, gas bumi Rp.13,87 triliun dan pertambangan umum
Rp.12,21 triliun. Pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lisdes),
melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga
surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB), gardu distribusi (GD), jaringan
tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR). Program Listrik Perdesaan
beragam jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Program ini dari tahun ke
tahun cenderung terus ditingkatkan baik dari segi volume maupun intensitasnya, sebagai salah
satu wujud nyata dari dukungan terhadap pembangunan daerah.

Pengembangan Masyarakat atau Community Development (Comdev) sektor ESDM dilakukan
untuk mendukung kegiatan-kegiatan sangat penting di masyarakat yaitu: Ekonomi berupa
peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana pertanian, dan pembangunan/perbaikan sarana
ibadah; Pendidikan dan Kebudayaan yaitu kelompok usaha, pelatihan dan perencanaan);
Kesehatan meliputi kesehatan terpadu dan air bersih; Lingkungan yaitu penanaman bakau,
reklamasi dan lainnya yaitu kegiatan sosial, penyuluhan dan pembangunan sarana olah raga.

Desa Mandiri Energi (DME) merupakan terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan
penyediaan energi daerah. Program ini terdiri dari DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan
non-BBN. DME berbasis BBN menggunakan bahan baku energi jarak pagar, kelapa, sawit singkong
dan tebu. Sedangkan DME berbasis non-BBN memanfaatkan sumber energi setempat yaitu
mikrohidro, angin, surya dan biomassa. Sampai dengan tahun 2009, jumlah desa dengan sumber
energi mandiri direncanakan ditingkatkan menjadi 2000, dimana 1000 desa direncanakan
berbasis BBN dan 1000 berbasis non-BBN.

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah juga merupakan program strategis sektor
ESDM yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut dilakukan tiap
tahunnya melalui pendanaan APBN dari tahun anggaran 1995/1996. Sejak dimulainya program
pengeboran air tanah tersebut, lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini.

5) Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Subsidi energi yang terdiri dari BBM/LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung
daya beli masyarakat dan aktifitas perekonomian. Besarnya subsidi BBM/LPG bervariasi tiap
tahunnya, tergantung dari konsumsi dan harga minyak. Subsidi energi mengambil porsi yang
cukup besar dalam APBN. Akan sangat bermanfaat dan berdampak ekonomi positif jika anggaran
subsidi tersebut dipergunakan untuk pembangunan sektor lain yang lebih penting, seperti
pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, perawatan/pembangunan infrastruktur, jalan, transportasi
dan bantuan sosial. Pergeseran subsidi energi menjadi subsidi langsung atau untuk anggaran
sektor lain, memiliki dampak politik dan sosial yang lebih tinggi, Sehingga perlu dilakukan secara
bertahap.

Penurunan subsidi BBM, LPG dan BBN pada tahun 2010 direncanakan menurun sampai dengan
68,7 trilyun. Subsidi listrik juga diturunkan menjadi sebesar 37,8 trilyun. Dengan penurunan
subsidi ini, maka akan tersedia lebih banyak dana untuk pembangunan sektor lain yang lebih
memerlukan.
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6)

7)

Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan
dengan mengurangi impor

Sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk dalam negeri dan dan sisanya sebesar 40%
untuk ekspor. Terkait Neraca atau balance minyak mentah Indonesia, saat ini ekspor sebesar 399
ribu bph (61%) masih lebih besar dari impor sebesar 254 ribu bph (39%), atau ekspor lebih besar
dari impor (net exporter). Namun, jika impor BBM sebesar 418 ribu barel/hari juga
diperhitungkan, maka balance minyak berubah menjadi ekspor 399 ribu bph (37%) dan impor 672
bph (77%), sehingga impor lebih besar daripada ekspor (net importer). Dengan produksi minyak
sebesar 976 ribu bph saat ini, sementara konsumsi dalam negeri sebesar 1.038 ribu bph, maka
impor BBM tetap diperlukan. Konsumsi terbesar terjadi pada sektor transportasi (56%) dan
diikuti oleh pembangkit listrik (18%), industri (13,5%) dan rumah tangga (12,5%).

Sehubungan dengan resesi ekonomi global, dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2010 ini diproyeksikan masih positif, yaitu 5,5%. Pertumbuhan ekonomi
tersebut didukung oleh dominasi konsumsi domestik, belanja pemerintah yang lebih tinggi,
investasi yang relatif konstan dan pendapatan bersih ekspor (ekspor dikurangi impor) yang masih
positif.

Sektor ESDM selalu mencatatkan surplus sejak tahun 2005 sampai dengan 2009. Nilai impor per
tahun adalah antara 54 s.d. 64 persen dari nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangannya selalu
positif. Dalam proyeksi tahun 2010, nilai ekspor dirancang sebesar 135 juta barrel. Angka ini
adalah setelah memperhitungkan upaya peningkatan produksi dan optimasi lapangan yang ada,
serta pembukaan wilayah kerja yang baru.

Sementara itu nilai impor komoditi migas dan pertambangan umum diusahakan tidak meningkat.
Kalaupun ada peningkatan angkanya tidak besar yang selaras dengan upaya konservasi dan
menjadikan neraca yang positif atau surplus. Pada tahun 2010 nilai impor BBM sebesar 42,25 juta
kilo liter, sedangkan impor minyak mentah untuk diolah sebesar 90,04 juta barel dan diupayakan
penurunan nilai impor pertambangan umum sebesar 903 untuk masing-masing.

Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

Sektor ESDM berkontribusi secara nyata sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek
berantai (Multiplier Effect). Disamping pembangunan daerah dan Pengembangan Masyarakat
(Community Development), efek berantai tersebut dapat diidentifikasi dari kegiatan pembukaan
lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Sektor ESDM memberikan dampak backward linkage dan forward linkage. Keberadaan industri
ESDM membentuk backward linkage, yaitu terciptanya industri yang mendukung kegiatan industri
ESDM tersebut. Contoh dari industri tersebut antara lain industri material dan peralatan di Batam
seperti pabrikasi pipa, platform, alat-alat berat dan lain-lain. Selain itu, adanya industri ESDM juga
menghidupkan forward linkage dimana industri lain seperti pabrik pupuk, petrokimia, dan industri
lainnya tumbuh dan berkembang karena keberadaan dan operasi industri ESDM.

Kebutuhan sektor ESDM terhadap tenaga kerja terdidik dan trampil banyak sekali membuka
lapangan kerja, meskipun sifat dari industri ESDM adalah capital intensive atau memerlukan modal
besar untuk beroperasi, bukan labour intensive atau memerlukan jumlah tenaga yang banyak
sekali untuk memulai operasi industrinya. Upaya upaya peningkatan ketrampilan sumber daya
manusia sektor sangat didukung melalui kerjasama yang intens antara pemeintah dan industri.

Salah satu upaya nyata adalah Peningkatan Kualitas SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja migas tingkat terampil dan ahli dalam
negeri yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional. Berdasarkan data
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yang terkumpul, telah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 167% dalam
kurun waktu 3-4 tahun yaitu dari tahun 2005 sebesar 655 ribu tenaga kerja menjadi 1,7 juta
tenaga kerja pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung yang terlibat
dalam kegiatan pendukung. Tahun 2012 presentase jumlah tenaga kerja nasional sub sektor migas
terhadap tenaga kerja sub sektor migas ditargetkan sebesar 98,6% dan persenase tenaga kerja
nasional sub sektor mineral dan batubara terhadap tenaga kerja sub sektor mineral dan batubara
ditargetkan 99,34%.

KESDM juga berupaya terus membina dan mengembangkan kegiatan usaha penunjang migas
sebagai pilar pertumbuhan perekonomian nasional melalui langkah-langkah utama, yaitu,
Keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi
strategis (kemitraan), serta proteksi; pengendalian impor barang operasi migas yang bertujuan
untuk pemberdayaan produksi dalam negeri, disamping untuk mendapatkan fasilitas bebas bea
masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI); penyusunan dan menerbitkan ADP (Apreciation of
Domestic Product) List, yang memuat perusahaan/pabrikan yang sudah mampu memproduksi
barang dan jasa dalam negeri sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kegiatan Usaha
Migas; mewajibkan minimum TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam setiap pengadaan
barang dan jasa dan penyiapan kebijakan untuk Perusahaan Migas Nasional yang mendominasi
pada industri migas. Untuk tahun 2012, persentase penggunaan barang dan jasa produksi dalam
negeri pada sub sektor migas ditargetkan sebesar 56% dan untuk sub sektor mineral dan batubara
ditargetkan sebesar 55%.

3.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan
berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis KESDM pada tahun 2010
adalah sebagai berikut :

. Meningkatnya pasokan energi domestik

. Meningkatnya pasokan bahan baku domestik

1

2
Terjaminnya 3. Meningkatnyapengembangan berbagai sumber
4
5

Pasokan energi energi dalam rangka diversifikasi energi
\ J . Pembangunan infrastruktur energi dan mineral
p . . Efisiensi pemakaian dan pengolahan energi
Meningkatnya
|m,fstasiy 6. Meningkatnya Investasi Sektor Esdm
———
—
Peran Penting dalam 7 Terwujudnya Peran Penting Sektor ESDM Dalam z
Penerimaan Negara Penerimaan Negara
2\ / =
< [ 3
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Efek berantai 14.Peningkatan Industri Jasa dan Industriyang
X Ketenagakerjaan Berbahan Baku Dari Sektor ESDM (Pupuk)
w

Gambar 3.3. Pemetaan Tujuan dan sasaran
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Selanjutnya indikator-indikator dan target kinerja dari setiap sasaran strategis tahun 2012 adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.1.
Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Sasaran Indikator Target 2012
1. Meningkatnya pasokan energi o Produksi minyak bumi (MBOPD) 950
domestik e Produksi gas bumi (MBOEPD) 1569
o Presentase produksi BBM dari kilang dalam Negeri 65%
(%)
o Presentase pasokan LPG dari kilang dalam Negeri 65%
(%)
o Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan 100%
bahan bakar gas Nasional (%)
o Jumlah produksi batubara PKP2B, PT BA dan IUP 332
(juta ton)
o Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam 82
Negeri (juta ton)
o Jumlah produksi uap panas bumi (juta ton) 71
o Jumlah produksi bioetanol (KI) 6.000
o Jumlah produksi biodiesel (KI) 900.000
o Jumlah produksi biogas (M?) 10.000
2. Meningkatnya kemampuan pasokan| e Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku 100
bahan baku untuk domestik pupuk dan petrokimia (%)
3. Meningkatnya pengembangan o Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik
berbagai sumber energi dalam - BBM (%) 13,98
rangka diversifikasi energi: - Non BBM (%) 86,02
o Presentase pemanfaatan BBN pada BBM 75
Transportasi (%)
4. Meningkatnya pembangunan o Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah 4
infrastruktur energi dan mineral tangga (wilayah)
o Jumlah wilayah yang terbangun fasilitas dan 1
pemanfaatan gas untuk transportasi (wilayah)
¢ Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga 5.019
listrik PLN dan IPP (MW)
e Jumlah penambahan jaringan transmisi melalui 976
pendanaan APBN (Kms)
o Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui 270
pendanaan APBN (MVA)
o Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui 8.286
pendanaan APBN (Kms)
o Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi 202
melalui pendanaan APBN (MVA)
o Rasio Elektrifikasi (%) 75,3
5. Peningkatan efisiensi pemakaian o Jumlah penurunan intensitas energi 6
dan pengolahan energi (juta SBM/Milyar RP)
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penelitian dan pengembangan

Jumlah usulan Paten, Hak Cipta, dan Litbang Inovasi
(usulan)

Sasaran Indikator | Target 2012 |
o Penurunan Emisi CO2 (juta Ton) 5,07
6. Meningkatnya investasi sektor e Jumlah investasi sektor ESDM (Juta US$) 32.948,39
ESDM
7. Terwujudnya peran penting sektor | e Jumlah penerimaan Negara sektor ESDM (Triliun 290,26
ESDM dalam penerimaan negara Rupiah)
8. Terwujudnya peningkatan peran e Jumlah CSR Sektor ESDM (Milliar Rupiah) 1.867
ktor ESDM dal
zzetgh SDM dalam pembangunan | [ -1 dana bagi hasil sektor ESDM (Milliar Rupiah) 423314
o Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) berbasis BBN 50
(DME)
o Jumlah sumur bor di daerah sulit air (Titik Bor) 200
9. Terwujudnya pengurangan beban |e Jumlah volume BBM bersubsidi (KL) 44.560
idi BBM dan Listrik
subsidi BBM dan Listr « Jumlah volume LPG bersubsidi (Ribu MT) 3.606
10. Optimalnya ekspor dan impor o Jumlah ekspor minyak mentah (juta barel) 135
Industri ESDM o Jumlah ekspor gas (BBTU) 400572,3
e Jumlah impor minyak mentah (juta barel) 90,04
o Jumlah impor BBM (Juta KL) 34,29
11. Terwujudnya peningkatan tenaga | e Jumlah tenaga kerja sektor ESDM (orang) 213.265
kerja
12. Terwujudnya pemberdayaan e Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam 50,33
nasional Negeri pada sektor ESDM (%)
® Persentase penggunaan tenaga kerja Nasional pada 95,85
sektor ESDM (%)
13. Peningkatan industri jasa (backward| e jumlah industri jasa penunjang Migas (perusahaan)
linkage) dan industri yang berbahan
baku dari sektor ESDM, antara lain | ® Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan
pupuk (forward linkage) (perusahaan)
® Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan umum
(perusahaan)
® Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk
14. Peningkatan impelentasi tata kelola | e - Opini BPK terhadap laporan keuangan KESDM WTP
Pemerintahan yang bersih dan baik
di KESDM ® Jumlah rancanangan peraturan perUUan sektor 25
ESDM yang diselesaikan (buah)
* Persentase anggaran KESDM yang menunjang 100
Prioritas Nasional sebesar 65% (%)
* Persentase penghapusan BMN yang dipindah- 90
tangankan kepada pihak ketiga (%)
15. Perwujudan KESDM yang bersih, | e Persentase Satker yang telah tertib dan taat pada 45
akuntabel dan transparan peraturan perundang-undangan dalam setiap
pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya (%)
® Jumlah unit eselon | yang akuntabilitas kinerjanya 2
meningkat (unit)
® Jumlah Unit Eselon | yang mendapat score baik 3
dalam mengimplementasikan Penilaian Inisiatif Anti
Korupsi (unit)
16. Meningkatnya pemanfaatan hasil | e 6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012



Sasaran Indikator | Target 2012 |
energi dan sumber daya mineral | ¢ jmiah makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media 55
yang terakreditasi (makalah)
e Jumlah Pilot/Plant/Prototype/Demo Plant atau 25
Rancang Bangun/Formula
(Pilot/Plant/Prototype/Demo Plant)
® |ndeks kepuasan pelanggan atas layanan jasa 85
teknologi di bidang penelitian dan pengembangan
ESDM dan sertifikasi produk (%)
17. Pengungkapan potensi geologi e Jumlah peta geologi yang dihasilkan (peta) 800
untuk kesejahteraan dan
perlindungan masyarakat e Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status 70
sumber daya geologi (panas bumi, batubara, Shale
Gas, Bitumen padat, dan mineral) (lokasi)
® Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan 68
gunung api aktif tipe A dari pos Pengamatan Gunung
Api (gunung api)
18. Terwujudnya sumber daya manusia | e Jumlah penyelenggaraan Diklat dalam setahun 570
sektor energi dan sumber daya (Diklat)
mineral yang memiliki kompetensi, —
profesional, berdaya saing tinggi, | ® Jumlah jenis Diklat sektor ESDM yang 14
dan bermoral dalam rangka diselenggarakan (jenis)
UCIELSEVENED BUYZS PRIRTELE | -\ ooty @y yang ditingkatkan kemampuannya 2.769
dan Pembangunan
(orang)
e Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan 726
(NPSK)
19. Tersedianya pengaturan dan e Jumlah badan usaha yang mendaftarkan Nomor 14
penetapan serta terlaksananya Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas (Badan
pengawasan, penyediaan dan Usaha)
pendistribusian BBM di seluruh
wilayah NKRI ® Jumlah Badan Usaha Niaga Umum dan terbatas 56
pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian
BBM non PSO (Badan Usaha)
® Jumlah pengawasan terhadap penugasan Badan 10
Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian jenis
BBM tertentu (pengawasan)
20. Meningkatkan pengembangan | e Jumlah pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha 2;3
infrastruktur jaringan pipa gas bumi | Gas Bumi melalui pipa (Ruas dan Pipa Dedicated
dalam rangka meningkatkan Hilir)
pemanfaatan Gas Bumi di dalam -
Negeri * Persentase volume gas bumi yang diniagakan melalui Naik 2%
pipa
* Persentase volume gas bumi yang diangkut melalui Naik 2%
pipa
21. Pemfasilitasian yang efektif dan | e Jumlah dokumen perumusan dan perencangan 13
efisien untuk menunjang ketahanan | kebijakan energi lintas sektor dan daerah (Dokumen)
energi nasional
o Jumlah dokumen penetapan langkah-langkah 7
penanggulangan kondisi kritis dan darurat energi
(dokumen)
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3.3. Indikator Kinerja Utama

Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem AKIP, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(KESDM) sebagai salah satu dari instansi pemerintah tidak akan lepas dari proses penetapan indikator
kinerja. Proses ini merupakan bagian yang penting bagi setiap instansi pemerintah karena indikator kinerja
merupakan komponen utama Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun
kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Selain itu
juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung
tingkat pencapaian khusus.

Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri
KESDM No. 13 Tahun 2013 merupakan acuan kinerja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
dan Penetapan Kinerja (PK). IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh KESDM beserta
masing-masing unit utama di lingkungan KESDM untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen
Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jumlah
Investasi

Jumlah Produksi

% Penerimaan
Negara Kontribusi

Peningkatan
terhadap Pembangunan

Jumlah - " : Kesejahteraan
Pomanfaatan . Perekonomian Nasional Bakiat

ESDM Nasional

% Peningkatan
Pemanfaatan

Kapasitas
Nasional

% Kemampuan

Pasokan BBM
& energi

dalam negeri

% Pengurangan
Subsidi BBM

Gambar 3.4.Indikator Kinerja Utama KESDM
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Selanjutnya target kinerja tahun 2011 dari Indikator kinerja utama (IKU) KESDM, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Target Indikator Kinerja Utama

Jumlah penerimaan negara di sektor energi || Triliun Rp 404,82

dan sumber daya mineral terhadap target

APBN

Jumlah realisasi investasi di sektor energi | Milyar US$ 36,96

dan sumber daya mineral

Jumlah Kontrak Kerja Sama di sektor energi

dan sumber daya mineral yang telah

ditawarkan dan ditandatangani:

a. Penawaran WK Migas Konvensional WK 85

b. Penandatanganan KKS Migas KKS 28
Konvensional

c. Penawaran WK Non Konvensional WK 15
Penandatanganan KKS Non Konvensional KKS 15

e. WK Pertambangan Panas Bumi yang WKP 5
telah dilelang

Jumlah produksi :

a. Minyak bumi MBOPD 950

b. Gas bumi MBOEPD 1.596

c. Batubara Ton 332

d. Mineral
- Logam Tembaga Ton 594.721
- Emas Ton 56
- Perak Ton 183
- Timah Ton 89.610
- Bijih Nikel Ton 13.025.000
- Bauksit Ton 15.900.000
- Bijih Besi Ton 5.488.110
- Ni+ Coin matte Ton 75.700
- Ferronikel Ton Ni 19.000

e. Listrik MWh 190.940

f. Uap panas bumi Ton 71.000.000

g. Bioetanal Kilo Liter 6.000

h. Biodiesel Kilo Liter 900.000

i. Biogas M3 10.000

Persentase pengurangan Volume Subsidi:

a. BBM Ribu KL 40.000

b. LPG3Kg Ribu MT 3.606

c. Listrik % 65,6

Persentase pemanfaatan produk di sektor

energi dan sumber daya mineral :

a. Persentase pemanfaatan hasil produksi % 65
minyak bumi domestik yang diolah
menjadi LPG, BBM, dan hasil olahannya

b. Persentase pemanfaatan produksi gas % 60
untuk kebutuhan domestik

c. Persentase hasil pemanfaatan mineral % 82
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dan batubara untuk kebutuhan domestik
d. Persentase pemanfaatan BBN pada % 7,5
BBM Transportasi
e. Rasio Elektrifikasi % 73,6
f. Penurunan Intensitas Energi % 2,99
7. Persentase peningkatan pemberdayaan
kapasitas nasional:
a. Persentase Jumlah Tenaga Kerja % 0
Nasional di sektor energi dan sumber
daya mineral terhadap Tenaga Kerja di
sektor energi dan sumber daya mineral
b. Persentase penggunaan barang dan % 55,5
jasa produksi dalam negeri dalam
pembangunan di sektor energi dan
sumber daya mineral
8. Persentase kemampuan pasokan energi % 65
(BBM) dalam negeri
0. Persentase peningkatan peran sektor sektor
energi dan sumber daya mineral dalam
pembangunan daerah :
a. Jumlah Dana Bagi Hasil Rp Triliun 30,27
b. Jumlah Pengembangan Pemberdayaan || Rp Miliar 1.959
Masyarakat (Community Development)
c. Jumlah Desa Mandiri Energi berbasis DME 50
BBN dan Non-BBN
d. Jumlah rekomendasi wilayah kerja Rekomend 70
asi
e. Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas Wilayah 4
untuk rumah tangga
f. Jumlah wilayah yang terbangun fasilitas Wilayah 1
dan pemanfaatan gas untuk transportasi
10. Persentase pemanfaatan energi Non BBM
dalam rangka diversifikasi energi :
a. Pangsa Gas Bumi % 30
b. Pangsa Batubara % 49
c. Pangsa Panas Bumi % 4,24
d. Pangsa Tenaga Air % 7
e. Pangsa Bio Energi % 0,08
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BAB 4

RENCANA KINERJA

4.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 - Sektor ESDM

encana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan merupakan kelanjutan
RKP Tahun 2011. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan

nasional tahun 2010 (Rencana Kerja Pemerintah 2010) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 serta dengan mengingat waktu yang
sangat sempit bagi Presiden Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 nanti untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010,
maka Pemerintah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 sesuai dengan jadwal

dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai
dengan tahun 2009 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi tahun 2010.

Terkait dengan penugasan dari RPJM kepada KESDM, terdapat 2 bidang yang harus dikelola yang merupakan
sasaran pembangunan. Kedua bidang tersebut adalah:

a. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Fokus prioritas yang terkait dengan Sektor ESDM dalam mendukung peningkatan daya saing sektor
riil adalah:

Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan terutama untuk
mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan: peningkatan kapasitas pembangkit
listrik; pembangunan tambahan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dan ketenagalistrikan;
peningkatan jumlah gardu transmisi ketenagalistrikan; melanjutkan program pengembangan
pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN); fasilitasi peningkatan pemanfaatan dan pengembangan
potensi panas bumi skala besar dan kecil termasuk penyempurnaan regulasi terkait panas bumi;
fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti
coal bed methane (CBM), dimethyl eter (DME) dan lain-lain; serta pemanfaatan potensi pendanaan
domestik baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk
pengembangan skema pendaannya.

Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis menuju nilai keekonomiannya yang terjangkau,
dan berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan: fasilitasi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan
penyesuaian tarif (BBM dan listrik) yang wajar sekaligus mendorong pemakaian energi yang lebih
hemat dan mendorong sistem bisnis yang lebih sehat; pelaksanaan tarif regional dengan
mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi geografis setempat serta
disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diterima; fasilitasi penetapan tarif regional bersama
pemerintah daerah.
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e Subsidi secara bertahap akan dikurangi dan diarahkan langsung kepada penerima kaum dhuafa
serta dimanfaatkan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan dengan:
fasilitasi kebijakan subsidi; pemberian subsidi listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga
dan penurunan jumlah subsidi BBM.

e Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi, terutama upaya peningkatan
diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan konservasi energi, pengurangan losses, peremajaan
sarana dan prasarana yang kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat.
Hal ini dilakukan dengan: meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi
hilir maupun hulu; Restrukturisasi dan penerapan good governance pengelolaan BUMN bidang
energi dan ketenagalistrikan; penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien;

penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang efisien dan ramah
lingkungan; serta menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan
jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta pemanfaatan
energi baru terbarukan.

e Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Hal ini dilakukan
dengan: penggunaan energi baru terbarukan dan membuat inovasi dalam pemanfaatan energi yang
ramah lingkungan; mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan
bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); serta penetapan regulasi dan
fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak terhadap lingkungan serta mengakomodasi program
terkait mitigasi dalam konteks perubahan iklim.

2. Fokus prioritas yang terkait dengan Sektor ESDM dalam mendukung Peningkatan kerjasama
pemerintah dan swasta (KPS) adalah:

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam
pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional adalah meningkatkan diversifikasi dalam
pemanfaatan energi non-minyak khususnya dalam pembangkitan tenaga listrik, yang dikaitkan
dengan penurunan tarif dan perubahan iklim (climate change).

Hal ini dilakukan dengan memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan
tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; meningkatkan kualitas standar dan prosedur
penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan
kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga
listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan
pemerintah daerah; serta mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan,
transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi atau secara
terpisah.

b. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait dengan upaya pengelolaan,
pemanfaatan dan konservasi sumber energi di Indonesia. Sasaran pembangunan bidang ini yaitu:

1. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan untuk mencapai beberapa hal,
yakni: Diversifikasi atau bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan dan jumlah pasokan energi di
seluruh wilayah Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang
berbeda-beda; Meningkatnya penggunaan Energi Baru Terbarukan dan berpartisipasi aktif dan
memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global; meningkatnya efisiensi konsumsi dan
penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan
meningkatnya produksi dan pemanfatan energi yang bersih dan ekonomis.

Arah dan kebijakan strategi dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian energi adalah:
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e Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi melalui peningkatan daya tarik
investasi eksplorasi dan eksploitasi terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik itu bahan
bakar dan bahan baku industri dalam negeri maupun sumber penerimaan devisa negara.

¢ Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru
dan terbarukan melalui peningkatkan produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi yang
diarahkan untuk Menyesuaikan harga energi melalui penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan listrik
untuk mendorong masyarakat pemakai energi menggunakan secara lebih hemat dan memperbesar
akses pelayanan energi untuk masyarakat yang belum terlayani; penerpan insentif-disinsentif secara
tepat untuk mendorong penggunaan teknologi yang efisien pada kegiatan produksi (eksploitasi)
energi primer, pengolahan (kilang minyak dan gas, pusat pembangkit listrik), penghantaran (sistem
jaringan transmisi dan dsitribusi), serta pemakaian energi (transportasi, rumah tangga, listrik dan
industri); promosi budaya hemat energi ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk pendidikan
hemat energi sejak dini; penguatan kelembagaan dan peraturan perundangan gerakan efisiensi dan
konservasi energi; Peningkatan kualitas pengawasan atas efisiensi fasilitas dan kegiatan produksi,
pengolahan, penghantaran, dan konsumsi energi; serta penambahan pasokan energi melalui
pembangunan kilang minyak dan gas, infrastruktur pembangkit listrik, transmisi dan distribusi
energi dengan mutu yang memadai.

e Peningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, serta energi bersih, dengan
mengarahkan kepada stakeholder dan masyarakat agar mendorong pemanfaatan panas bumi untuk
pembangkit tenaga listrik skala menengah dan besar; mendorong pemanfaatan mikrohidro untuk
pembangkit listrik skala kecil dan menengah, terutama didaerah-daerah yang tidak terjangkau oleh
sistem jaringan kelistrikan nasional; mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan
penanamannya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki
potensi produksi pertanian yang tinggi; dan mendorong pemanfaatan tenaga surya dan angin pada
daerah/kepulauan terpencil dan daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan energi yang masih
rendah namun memiliki intensitas sinar matahari/angin yang cukup tinggi seperti NTT, NTB, Papua,
Maluku, dan sebagainya.

2.Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan beberapa
hal, yakni: peningkatan produksi dan jenis produk tambang untuk digunakan dalam memenuhi
kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri; mewujudkan penambangan yang efisien dan
produktif didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan
manajemen usaha pertambangan; meningkatkan peran serta masyarakat, terutama melalui wadah
koperasi, dalam pengusahaan pertambangan, terutama pertambangan rakyat; memperluas kegiatan
pengusahaan pertambangan yang mendukung pengembangan wilayah, terutama kawasan timur
Indonesia; penyediaan pelayanan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan
eksplorasi, penataan ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.

Arah dan kebijakan strategi dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian energi adalah:

e  Meningkatkan poduksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara, yaitu dengan
memberikan insentif fiskal (fiscal regime) yang stabil dan kompetitif dalam menarik investasi
pertambangan mineral dan batubara; Memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan
(licensing regime) pengusahaan pertambangan; Memperjelas pembagian kewenangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin dalam pengusahaan
pertambangan; Mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan; Meningkatkan
kemampuan teknis dan managerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan
perijinan dan inventarisasi cadangan; Menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam
pengusahaan pertambangan mineral dan batubara; Mengembangkan industri pengolahan dan
pemurnian (smelter) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logan dan non logam menjadi
bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan yang final; Meningkatkan produksi batubara serta
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pemanfaatannya untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation) terutama sebagai
bahan bakar pembangkit tenaga listrik; Mendorong berkembangnya industri oil synthetic dan clean-
coal technology, serta industri peningkatan mutu batubara (upgraded brown coal), pencairan
batubara (coal liquefaction) dan gasifikasi batubara (coal gasification); Meningkatkan produksi uap
panas bumi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; dan Mendorong pemanfaatan
panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik;

e Pengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangan dan bencana geologi. Hal ini
dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang berlebihan
akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, dengan
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca
yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan
dilakukan diarahkan untuk: Mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan
lindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas; mencegah
kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang
nasional dengan melakukan best mining practices dan menerapkan mekanisme depletion premium;
meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan Mitigasi, pengembangan teknologi, dan
fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana
geologi.

4.2. Kebijakan dan Strategi Tahun 2012 - Sektor ESDM

Seperti halnya Rencana Kerja Pemerintah yang pada tahun 2012 ini adalah merupakan tahun ketiga dari
rencana  pembangunan  jangka

menengah, begitu pula rencana kerja
KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kementerian ESDM juga merupakan

(Berdasarkan UU Energi No. 30 tahun 2007 & UU Minerba No. 4 tahun 2009)
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DAN MINERAL

KETAHANAN ENERGI

DEMAND SIDE KESADARAN
POLICY MASYARAKAT

Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (Bab III dan Bab IV),
landasan operasional UU Nomor 30
Tahun 2007 tentang Energi pasal 4
Gambar 4.1. Kebijkaan Energi dan Sumber Daya Mineral ayat (3), UU nomor 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi,

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang
undang antara lain peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang
diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
penyelenggaraan negara (hak atribusi).

Kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan
UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan
mineral di Indonesia. Kebijakan utama Sektor ESDM adalah sebagai berikut :
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a. Menjamin keamanan pasokan energi

Untuk menjamin pasokan energi, maka upaya eksplorasi dan optimasi produksi energi nasional terus
ditingkatkan sehingga mampu mengimbangi perkembangan permintaan energi di dalam negeri. Hal ini
dilakukan mengingat masih sangat besarnya potensi energi yang terkandung di bumi Indonesia ini. Dalam
rangka meningkatkan produksi, maka eksplorasi telah dilakukan di 169 wilayah kerja migas. Terdapat 60
cekungan migas di Indonesia yang dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu 22 cekungan belum dibor, 13
cekungan sudah dibor belum ada penemuan. 8 cekungan dengan penemuan belum berproduksi, dan 16
cekungan produksi. Total sumber daya minyak bumi terambil sebesar 88.382 milyar barel dan sumber
daya gas bumi terambil sebesar 595.289 TCF. Total sumber daya coal bed methane sebesar 453,3 TSCF, di
mana 53%-nya berada di Sumatera dan 46,5%-nya berada di Kalimantan.

PETA CEKUNGAN HIDROKARBON INDONESIA

O wilayah Eksplorasi (169)

Cekungan telah dibor, belum

Cekungan Sudah Berproduksi (16) 3 2
ditemukan hidrokarbon (15)

Cekungan telah ditemukan

hidrokarbon, belum berproduksi (7) Cekungan belum dieksplorasi (22)

Gambar 4.2. Peta Cekungan Hidrokarbon Indonesia
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Gambar 4.3. Peta Cekungan Batubara dan CBM Indonesia
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b. Melakukan pengaturan harga energi

Kebijakan kedua yaitu dengan mengarahkan harga energi untuk mencapai nilai keekonomiannya
sehingga diharapkan subsidi tidak dilakukan dengan mekanisme pada subsidi harga energi namun
dilakukan melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk melaksanakan itu
telah dilakukan pengurangan subsidi BBM secara bertahap melalui pengurangan volume BBM yang
disubsidi. Volume minyak tanah bersubsidi mulai dikurangi tiap tahunnya seiring dengan diterapkannya
program konversi minyak tanah ke LPG.

Namun demikian jangkauan konversi minyak tanah ke LPG yang belum sampai ke seluruh pelosok
Indonesia, maka tetap disediakan minyak tanah bersubsidi sebanyak 100.000 KL.

Diharapkan dengan dilakukan pengurangan subsidi BBM dan listrik maka akan dapat terhindarkan
pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaaan BBM seperti penyelundupan, pengoplosan
dan penyimpangan penggunaan BBM, pemborosan penggunaan BBM, mempercepat pengembangan
energi alternatif dan meningkatkan efisiensi energi serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi
beban subsidi pada keuangan Negara sehingga dapat menambah alokasi untuk pengembangan sektor
lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Meningkatkan kesadaran masyarakat

Kebijakan ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi energi dan
konservasi energi. Diversifikasi energi menjadi langkah penting dalam penyediaan energi untuk
masyarakat. Diversifikasi energi direncanakan di seluruh sektor pemakai, baik di rumah tangga,
komersial, transportasi, industri maupun pembangkit listrik Diharapkan dengan adanya diversifikasi
energi maka sasaran bauran energi primer nasional dapat tercapai. Berbagai bahan bakar dari jenis LPG,
gas kota, batubara, briket batubara, biofuel, panas bumi, biomassa, solar cell, Coal bed Methane, biogenic
gas akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Di sektor transportasi akan dikembangkan substitusi BBM dengan LPG, BBG, coal gasification, coal
liquefaction, bioethanol, biodiesel, solar cell, CBM, Fuel Cell, dan oil Shale, demikian juga di sektor
industri dan pembangkit akan dilakukan substitusi BBM dengan energi alternatif lain.

Untuk pengembangan Bahan

Bakar N.abati diharapkan akan JALUR CEPAT
dapat dilaksanakan jalur  cepat PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI
pengembangan BBN  melalui
program Desa Mandiri Energi, Desa Mangii
Kawasan khusus pengembangan — Energi JANGKAPENDEK  JANGKA PAN.ANG
BBN dan setiap daerah Penciptaan

. Setiap daerah lapangan kea
mengembangkan BBN  sesuai Jalur Cepat = mengembangkan BEN Sl
potensi. Dengan jalur cepat sesuai potensi Pengurangan
pengembangan BBN tersebut pra—— kemiskinan
diharapkan pada jangka pendek " Pengembangan BBN
akan bermanfaat untuk

. . * Infrastruktur
penciptaan lapangan pekerjaan + Demplot
dan pengurangan kemiskinan, * Jadwil tepat wakiu
* Rasio investasi

sedangkan jangka panjang dengan tenaga kerja
diharapkan BBN dapat menjadi yang jelas
alternatif energi yang dapat
diandalkan. e |

Gambar 4.4. Jalur Cepat Pengembangan BBN
Disamping kebijakan  utama, P g 9

terdapat kebijakan lainnya untuk mewujudkan ketahanan energi dan mineral di Indonesia. Kebijakan
tersebut adalah:
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a. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)

Untuk mengupayakan keamanan pasokan minyak dan gas bumi serta batubara dalam negeri telah
ditetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO). Untuk sub sektor migas, sesuai Undang
Undang nomor 22 Tahun 2001 pasal 22 ayat 1, badan usaha atau badan usaha tetap wajib
menyerahkan 25 % bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2008 produksi minyak sebesar 357,50 juta barel atau 62,3 %
dari produksi dipasok untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan gas bumi dari sebesar 7,883 bscfd
atau 47,8 % dipasok untuk kebutuhan dalam negeri.

Untuk mengupayakan keamanan pasokan batubara dalam negeri, pemerintah menetapkan
kebijakan DMO batubara.

Kebijakan DMO batubara merupakan kebijakan bagi produsen batubara untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan
terjaminnya ketahanan energi nasional melalui kewajiban Pemerintah untuk menyediakan
cadangan penyangga energi. Dari kajian yang dilaksanakan diketahui, bahwa kebijakan DMO
batubara sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Kemudian berdasarkan UU
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 5 ayat 2 s.d. 5, Pemerintah
untuk kepentingan nasional wajib melaksanakan pengendalian produksi dan ekspor. Selanjutnya
berwenang menetapkan produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi, yang wajib ditaati
oleh Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Untuk Peningkatan Local Content

Di sub sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang nomor 22
Tahun 2001, yaitu mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional, menciptakan
lapangan kerja, untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional, maka
telah didukung dengan berbagai peraturan pelaksanaan dalam upaya mencapai sasaran Peningkatan
Kapasitas Migas Nasional pada tahun 2025, diantaranya adalah:

e Operatorship 50% oleh perusahaan nasional.
e Penggunaan barang dan jasa nasional sebesar 91%
e Penggunaan sumber daya manusia (SDM) Nasional sebesar 99%

C. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan

Kebijakan peningkatan nilai tambah terbagi menjadi peningkatan local content dan
peningkatan nilai tambah pertambangan. Oleh karena itu Kementerian ESDM telah
menerbitkan Permen ESDM nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral
Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dan Permen ESDM nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012.
Upaya optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan barang dan peralatan produk dalam negeri
(local content) untuk mendukung usaha pertambangan perlu mendapatkan perhatian yang
lebih serius dari semua pihak, hal ini akan sejalan dengan amanat UU No. 4 tahun 2009 dan
direktif Presiden. Pemerintah terus mendorong upaya peningkatan kandungan lokal di dalam
kegiatan pertambangan, karena hal ini akan dapat mendorong perekonomian nasional. Di
dalam kegiatan ini, khususnya di dalam sektor pertambangan yang ditekankan adalah
pembelian di dalam negeri (local expenditure) terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan
pertambangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012



d. Kebijakan Peningkatan Investasi
Dalam rangka peningkatan daya saing investasi di sub sektor migas antara lain, dilakukan:

e Geological Prospek, untuk peningkatan investasi migas, yaitu dengan Meningkatkan kegiatan
survei G&G dan survei umum di wilayah terbuka untuk mendorong pembukaan wilayah kerja
baru; Peningkatan kualitas dan transparansi di dalam mengakses data dan informasi pada
kegiatan usaha migas untuk mendukung penawaran Wilayah Kerja Migas; Penerbitan Permen
ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Wilayah Kerja Yang
Tidak Dimanfaatkan Oleh KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas; Menerbitkan
Permen ESDM No. 036 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara

¢ Infrastruktur migas. Sesuai UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memberikan
peluang yang terbuka bagi swasta untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas; Menyusun
Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; Menerbitkan peraturan-
peraturan percepatan penyediaan infrastruktur seperti Perpres No. 42 Tahun 2005 dan Perpres
No. 67 Tahun 2005.

e Regulatory Framework. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran Pasal 31 UU 22 tahun 2001
tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 177,178, dan 179. Sehingga
sejalan dengan investasi di kegiatan Hulu Migas yang memerlukan kepastian investasi jangka
panjang ; Permen ESDM No. 008 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak
Bumi Marginal ; Menerbitkan Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan
Minyak Bumi pada Sumur Tua.

e Di sub sektor Kketenagalistrikan, kebijakan investasi diprioritaskan untuk mendorong
peningkatan peran swasta, peningkatan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri, serta
pemanfatan renewable energy dan energi setempat. Untuk itu Pemerintah terus berusaha
menyempurnakan produk-produk regulasi yang mendorong investasi.

e Pada sub sector Mineral, Batubara dan Panas Bumi sesuai dengan Undang Undang nomor 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan untuk
memprioritaskan kepentingan bangsa (pasal 2), namun juga mendukung pembangunan nasional
melalui pengembangan mineral dan batubara. Pada intinya UU Minerba mendorong partisipasi
pemerintah dan swasta untuk tercapainya peningkatan investasi baik di sisi hulu maupun hilir.
Beberapa peluang investasi dalam UU Minerba diantaranya: Peningkatan investasi terhadap
existing KK, PKP2B dan IUP (dulu KP) baik dari sisi proses penambangan ataupun terhadap
adanya kewajiban pengolahan; Peningkatan investasi terhadap IUP baru (melalui pelelangan)
ataupun IUPK; Peningkatan investasi terhadap upaya nilai tambah pertambangan (local content,
local expenditure, dan pengolahan); dan Peningkatan investasi terhadap berkembangnya usaha
jasa.

Untuk pemenuhan kebutuhan energi dan mineral serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan, beberap
strategi di Sektor ESDM, antara lain:

1. Sub sektor Migas. Untuk pemenuhan kebutuhan migas dan mineral serta untuk mencapai sasaran
yang diinginkan, beberapa strategi di sub sektor migas antara lain: Mempertahankan produksi migas;
Pengaturan penggunaan Domestic Market Obligation (DMO) Minyak Bumi; dan Pengembangan
cadangan strategis minyak bumi.

Pemerintah akan melakukan pengaturan mengenai cadangan strategis minyak bumi yang meliputi
lokasi, pembiayaan, pengelolaan, jumlah dan sumber minyak bumi. Cadangan strategis ini meliputi
cadangan minyak mentah untuk pasokan kilang dan cadangan penyangga BBM yang akan
memanfaatkan tangki minyak yang ada sesuai dengan rencana pengembangan infrastruktur migas dan
mendorong peran swasta untuk berpartisipasi.
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Sub sektor Ketenagalistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mencapai sasaran yang
diinginkan, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Memastikan kecukupan
penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah dengan mendorong pelaku usaha untuk menambah
kapasitas pasokan listrik; Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk pemanfaatan
biofuel untuk pembangkitan tenaga listrik; Meningkatkan kemampuan sistem penyaluran tenaga listrik
akibat adanya pertumbuhan beban dan pembangunan pembangkit baru; Fasilitasi penyelenggaraan
investasi dan pendanaan infrastruktur tenaga listrik; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk
melaksanakan diversifikasi energy; Meningkatkan kesadaran msyarakat dalam melaksanakan
konservasi energi; Mendorong pelaksanaan diversifikasi energy; Penyusunan peraturan perundangan di
bidang listrik dan pemanfaatan energi sebagai tindak lanjut UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan
UU No. 30 tahun; dan Peningkatan SDM nasional dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.

Sub sektor Mineral Batubara dan Panas Bumi. Untuk menjamin keamanan pasokan mineral,
batubara dan panas bumi serta mencapai sasaran yang diinginkan maka diambil langkah-langkah antara
lain sebagai berikut: Menjamin keamanan pasokan batubara melalui Pengendalian Produksi dan
Ekspor; Meningkatkan nilai tambah pertambangan dengan mewajibkan ekspor produk tambang dalam
bentuk produk akhir; memberikan kemudahan bagi investor terutama dalam mekanisme dan perizinan
pendirian fasilitas pengolahan peleburan/pemurnian, masalah penggunaan lahan untuk fasilitas
pengolahan, fasilitas fiscal, serta dengan peran pemerintah melengkapi pembangunan infrastruktur
untuk mendukung kegiatan pengolahan seperti jalan dan pelabuhan; Penyusunan kajian master plan
pendirian fasilitas pengolahan mineral utama; Peningkatan Kualitas Dan Kontinuitas Peralatan Produksi
Dalam Negeri; Meningkatkan investasi pertambangan; Pengembangan Panas Bumi; Peningkatan
kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral dan batubara.

Investasi. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan
pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang
digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan,
pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu
dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala
kecil, sebagian transmisi dan distribusi dan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan.

KESDM telah mentargetkan masuknya investasi di bidang migas, listrik dan pertambangan umum
dengan total nilai selama 5 tahun sebesar 1.598 Triliun rupiah.

Sasaran investasi tahun 2012 dari tiap bidang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Investasi Sektor ESDM Tahun 2012

Subsektor Investasi (Juta US$)
Migas 23,96
Listrik 8,85
Pertambangan Umum 3,75
Energi Baru dan Terbarukan 04
Total (juta US$) 36,96
Total (Rp Triliun) 369,60
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Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor
ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan
kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei
serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan
sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan
distribusi dan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan.

4.3. Rencana Kinerja Tahun 2012 - Kementerian ESDM

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra KESDM Tahun 2010-2014, suatu rencana kinerja disusun setiap
tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2011 yang merupakan rencana operasional
dari RPJM Tahun 2010-2014. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus
dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan
pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan
benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode
pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja KESDM Tahun 2012 merupakan dokumen yang menyajikan
target kinerja untuk tahun 2012.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target KESDM dalam tahun
2012, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Tujuan 1: Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kemampuan Produksi Minyak Bumi 950 MBOPD
pasokan energi untuk
domestik Produksi Gas Bumi 1.596 MBOEPD
Produksi CBM 21,7 MBOPED
Produksi Batubara 332 Juta Ton
Rencana Pasokan Batubara Untuk 82 Juta Ton
Kebutuhan Dalam Negeri
Produksi mineral
- Logam Tembaga 594.721 Ton
- Emas 56 Ton
- Perak) 183 Ton
- Timah 89.610 Ton
- Bijih Nikel 13.025.000 Ton
- Bauksit 15.900.000 Ton
- Bijih Besi 5.488.110 Ton
- Ni+Coin matte 75.700 Ton
- Ferronikel 19.000 Ton Ni
Produksi BBM 46,6 Juta KL
Produksi LPG 5,52 Juta Ton
Produksi LNG 53,6 Juta Ton
2. Meningkatnya kemampuan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan 100%
pasokan bahan baku untuk Baku Pupuk Dan Petrokimia
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja
domestik
. Meningkatnya Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik 95,24 %
Cumberoneei dalam ranka |__~_Pagsa inyak Bur 12%
diversifikasi energi - Pangsa Gas Bumi 30 %
- Pangsa Batubara 49 %
- Pangsa Panas Bumi 4,24 %
Pangsa Energi Baru Terbarukan Lainnya 7,08 %
- Pangsa Tenaga Air 7%
- Pangsa Bio Diesel Bio Energi 0,08 %
. Meningkatnya pembangunan Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas 4 Wilayah
infrastruktur energi dan untuk rumah tangga (Wilayah)
mineral Rasio Elekirifikasi 73,6 %
Jumlah Kapasitas Pembangkit Listrik 48.448 MW
Jumlah Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga 1.341 MW
Panas Bumi (PLTP)
Jumlah Lokasi Fasilitas Pembangkit Energi 236 lokasi
Baru dan Terbarukan (EBT)
. Peningkatan efisiensi Intensitas Energi 2,99 %
gﬁr;g:(aian CETETGE e Jumlah Penurunan Emisi CO; 5,07 Juta Ton

Tujuan 2

Sasaran Strategis

Tabel 4.3.

Meningkatnya investasi sektor ESDM

Indikator Kinerja

Target

6. Terjaminnya pasokan

Jumlah Investasi sub sektor migas

23,96 US$ milyar

energi dan bahan baku
domestik

Jumlah Investasi bidang ketenagalistrikan

8,85 US$ milyar

Jumlah Investasi sub sektor mineral dan batubara

3,75 US$ milyar

Jumlah Investasi bidang energi baru terbarukan

0,4 US$ milyar

Total Investasi

36,96 US$ milyar

Tujuan 3

Sasaran Strategis

7. Terwujudnya peran
penting sektor ESDM
dalam penerimaan negara

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja

Jumlah penerimaan negara sub sektor migas

Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Target

260,0 Triliun Rupiah

Jumlah PNBP dari subsektor minerba

143,07 Triliun Rupiah

Jumlah penerimaan dari sub sektor energi baru dan
terbarukan (panas bumi)

0,35 Triliun Rupiah

Jumlah Penerimaan lain-lain

1,40 Triliun Rupiah

Total Penerimaan Negara Sektor ESDM

404,82 Triliun Rupiah
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Tabel 4.5.

Tujuan4 : Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Sasaran Strategis

8. Terwujudnya
peningkatan peran
sektor ESDM dalam
pembangunan daerah

Indikator Kinerja

Jumlah dana bagi hasil sektor ESDM

Target

30,27 Triliun Rupiah

- Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas

18,06 Triliun Rupiah

- Jumlah dana bagi hasil sub sektor minerba

12,21 Triliun Rupiah

Jumlah CSR (comdev) sektor ESDM

1.959 Miliar Rupiah

- Jumlah CSR sub sektor Minerba Pabum

1.400 Miliar Rupiah

- Jumlah CSR subsektor Ketenalistrikan

74,4 Milliar Rupiah

- Jumlah CSR subsektor Migas

485 Milliar Rupiah

Jumlah jaringan distribusi listrik (kms) dan gardu 8.286 kms/ 213 MVA
distribusi listrik

Jumlah desa mandiri energi (DME) 50 DME
Jumlah sumur bor daerah sulit air 255 Titik Bor

Tabel 4.6.
Tujuan 5 : Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
9. Terwujudnya Jumlah subsidi BBM 40.000 Ribu KL

pengurangan beban
subsidi BBM dan Listrik

Jumlah subsidi Energi

225,3 Triliun Rupiah

Jumlah Subsidi Listrik

65,6 Triliun Rupiah

Tabel 4.7.

Tujuan 6 : Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca
perdagangan dengan mengurangi impor

Sasaran Strategis

10. Peningkatan peran
penting sektor ESDM
dalam peningkatan
surplus neraca
perdagangan dengan
mengurangi impor

Indikator Kinerja Target
LPG 3.606 Ribu MT
Jumlah Ekspor Minyak Mentah 135 Juta Barel
Jumlah Ekspor Gas 1,907 MMSCFD
Jumlah impor BBM 34,29 KL
Jumlah impor minyak mentah 90,4 Juta Barel

Tujuan 7 : Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

Sasaran Strategis

Tabel 4.8.

Indikator Kinerja

11. Terwujudnya
peningkatan tenaga
kerja

Jumlah tenaga kerja sektor ESDM

1.216.569 Orang

Jumlah tenaga kerja sub sektor Migas

303.060 Orang

Jumlah tenaga kerja sub sektor

23.122 Orang
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Ketenagalistrikan

Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan
umum

190.141 Orang

12. Terwujudnya

Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja

. . 100:1
pemberdayaan nasional | nasional
Persentase pemanfaatan barang dan jasa 56 %
dalam negeri pada usaha minyak dan gas
bumi
Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam 55 %
negeri dalam pembangunan sub sektor
mineral dan batubara
13. Peningkatan nilai Persentase peningkatan kemampuan nasional 70 %

tambah

dalam merancang dan merakit instalasi
peralatan migas

14. Peningkatan industri jasa (backward linkage) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain

pupuk (forward linkage):

Peningkatan industri jasa
penunjang

Jumlah industri jasa penunjang Migas

950 perusahaan

Jumlah industri jasa penunjang
ketenagalistrikan

40 Perusahaan

Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan
umum

800 Perusahaan

Terpenuhinya bahan baku
industri pupuk

Persentase pemenuhan bahan baku industri
pupuk

100 %
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BAB 5

AKUNTABILITAS KINERJA

5.1. Gambaran Umum Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan
formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan.

Pada dasarnya proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan langsung oleh masing-masing unit
kerja utama yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Selanjutnya
informasi kinerja dari unit-unit kerja tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama
dan Inspektorat Jenderal untuk dievaluasi lebih lanjut sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

Monitoring

J L

| Pengukurandan

Informasi I Informasi ' Informasi
Kinerja [E— Kinerja L - Kinerja
o JL TL
Penyusunan Evaluasi Kinerja
LAKIP
LA Hasil Evaluasi
KIe LAKIP
e R

Gambar 5.1. Proses pengukuran dan monitoring kinerja

Secara khusus Biro Perencanaan dan kerjasama menghimpun informasi kinerja tersebut sebagai satu
kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan LAKIP KESDM, sedangkan oleh Inspektorat Jenderal
KESDM data kinerja tersebut dievaluasi untuk memberi rekomendasi perbaikan bagi setiap unit kerja
yang terkait. Melalui proses ini diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja sehingga capaian
kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012, Kementerian ESDM
berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja
instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja
dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-
capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Kementerian ESDM dari
Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2012.
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5.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 13
Tahun 2013, tanggal 6 Februari 2013. Pada tahun 2013 ini, Capaian Kinerja Utama Kementerian ESDM
Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012

No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah penerimaan negara di sektor energi || Triliun Rp 404,82 413,78 102,21
dan sumber daya mineral terhadap target
APBN
2. Jumlah realisasi investasi di sektor energi || Milyar US$ 36,96 28,78 87,34
dan sumber daya mineral
3. Jumlah Kontrak Kerja Sama di sektor energi
dan sumber daya mineral yang telah
ditawarkan dan ditandatangani:
a. Penawaran WK Migas Konvensional WK 35 42 120,00
b. Penandatanganan KKS Migas KKS 28 13 46,43
Konvensional
c. Penawaran WK Non Konvensional WK 15 9 60,00
d. Penandatanganan KKS Non Konvensional KKS 15 12 80,00
e. WK Pertambangan Panas Bumi yang WKP 9 8 160,00
telah dilelang
4, Jumlah produksi :
a. Minyak bumi MBOPD 950 860 90,53
b. Gas bumi MBOEPD 1.596 1.458 95,60
c. Batubara Ton 332 386 116,26
d. Mineral
- Logam Tembaga Ton 594.721 447.500 75,25
- Emas Ton 56 75 133,93
- Perak) Ton 183 436 238,25
- Timah Ton 89.610 94.800 105,79
- Bijih Nikel Ton 13.025.000 37.100.000 284,84
- Bauksit Ton 15.900.000 29.100.000 183,02
- Bijih Besi Ton 5.488.110 10.500.000 191,32
- Ni+ Coin matte Ton 75.700 72.900 96,30
- Ferronikel Ton Ni 19.000 19.600 103,16
e. Listrik MWh 190.940 193.663 101,43
f. Uap panas bumi Ton 71.000.000 62.553.828 88,1
g. Bioetanol Kilo Liter 6.000 0 0




dan pemanfaatan gas untuk transportasi

No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)
h. Biodiesel Kilo Liter 900.000 700.000 it
i. Biogas M3 10.000 9.305 93,05
&, Persentase pengurangan Volume Subsidi:
a. BBM Ribu KL 40.000 44.980 112,45
b. LPG3Kg Ribu MT 3.606 3.906 108,32
c. Listrik % 65,6 100,2 152,74
6. Persentase pemanfaatan produk di sektor
energi dan sumber daya mineral :
a. Persentase pemanfaatan hasil produksi % 65 53 81,54
minyak bumi domestik yang diolah
menjadi LPG, BBM, dan hasil olahannya
b. Persentase pemanfaatan produksi gas % 60 452 75,33
untuk kebutuhan domestik
c. Persentase hasil pemanfaatan mineral % 82 67,25 82
dan batubara untuk kebutuhan domestik
d. Persentase pemanfaatan BBN pada % 75 75 100
BBM Transportasi
e. Rasio Elektrifikasi % 73,6 76,56 104,02
f. Penurunan Intensitas Energi % 2,99 2,55 17,25
7. Persentase  peningkatan pemberdayaan
kapasitas nasional:
a. Persentase Jumlah Tenaga Kerja % 0 993 100,30
Nasional di sektor energi dan sumber
daya mineral terhadap Tenaga Kerja di
sektor energi dan sumber daya mineral
b. Persentase penggunaan barang dan % 55,5 65 117,12
jasa produksi dalam negeri dalam
pembangunan di sektor energi dan
sumber daya mineral
8. Persentase kemampuan pasokan energi % 65 53 81,54
(BBM) dalam negeri
9. Persentase peningkatan peran sektor sektor
energi dan sumber daya mineral dalam
pembangunan daerah :
a. Jumlah Dana Bagi Hasil Rp Triliun 30,27 36,39 120,22
b. Jumlah Pengembangan Pemberdayaan || Rp Miliar 1.959 2.260,4 115,36
Masyarakat (Community Development)
c. Jumlah Desa Mandiri Energi berbasis DME 50 59 104.00
BBN dan Non-BBN '
d. Jumlah rekomendasi wilayah kerja Rekomend 70 73 104.29
asi ’
e. Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas Wilayah 4 5 125.00
untuk rumah tangga ’
f. Jumlah wilayah yang terbangun fasilitas Wilayah 1 3 300.00
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No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)
10. Persentase pemanfaatan energi Non BBM
dalam rangka diversifikasi energi :
a. Pangsa Gas Bumi % 30 22,60 75,33
b. Pangsa Batubara % 49 44.06 89,92
c. Pangsa Panas Bumi % 4.24 475 112,03
d. Pangsa Tenaga Air % 7 6.44 92,00
e. Pangsa Bio Energi % 008 0.12 150,00

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja utama Kemenreeian ESDM tahun 2011, diuraikan sebagai
berikut:

1.

Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN

Pada tahun 2012, realisasi penerimaan sektor ESDM mencapai Rp. 413,78 triliun atau sekitar 28% dari total
penerimaan nasional. Penerimaan sektor ESDM tersebut, bila dibandingkan dengan target APBN-P 2012 yang
sebesar Rp. 404,82 triliun, capaian kinerjanya mencapai 102,21%, sedangkan jika dibandingkan dengan
penerimaan tahun 2011 yang sebesar Rp. 352,15 triiliun adalah sebesar 117,5%.

Realisasi penerimaan dari sub migas yang melampaui target antara lain disebabkan karena tingginya harga
Minyak Mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, serta Faktor dominan yang
mempengaruhi besarnya penerimaan sektor ESDM yaitu produksi dan harga. Harga minyak Indonesia atau
Indonesian Crude Price (ICP) dan produksi/lifting minyak bumi merupakan asumsi dasar yang sangat
menentukan dalam postur APBN.

Sedangkan realisasi penerimaan sub sektor Energi Baru Terbarukan yang juga melebihi target sebesar 112% di
sebabkan karena proyek Panas Bumi (Kamojang, Darajat, dan salak dan Wayang Windu) telah mencapai NOI.

Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Total investasi sektor ESDM pada tahun 2012 mencapai US$ 28,40 miliar, realisasi investasi ini masih
dibawah target yang diharapkan yaitu sebesar US$ 36,96 miliar. Namun jika dibandingkan dengan investasi
tahun 2011 sebesar US$ 27,19 juta (year to date), terdapat peningkatan investasi sebesar 4,22% yaitu
sebesar US$ 1,15 miliar.

Tidak tercapainya target investasi tahun 2012 ini antara lain disebabkan karena kegiatan operasi sektor
ESDM mengalami kendala seperti pengadaan lahan terutama bidang minyak dan gas bumi di daerah, dan izin
dari Pemerintah Daerah. Sementara bidang ketenagalistrikan, tidak tercapainya rencana investasi tahun
2011 disebabkan oleh terkendalanya penyelesaian Proyek 10.000 MW Tahap I yang tidak sesuai jadwal
akibat adanya permasalahan-permasalahan seperti pengadaan lahan, perizinan daerah, dan kendala teknis
pembangkit, dan terlambatnya penerbitan DIPA SLA.

Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditawarkan dan
ditanda tangani.

a. Penawaran Wilayah Kerja Migas

Pada tahun 2012 dilakukan dalam dua tahap pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja. Putaran I (periode
Maret 2012 s/d Juli 2012) dengan penawaran sebanyak 19 wilayah kerja yang terdiri dari 5 wilayah
kerja yang dilelangkan secara regular dan 14 wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang penawaran
langsung.
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Lelang Reguler 5 Wilayah Kerja tersebut meliputi West Pelikan, East Sokang, South Sampang, Offshore
SE Mangkalihat, East Aru. Sedangkan penawaran Langsung 14 Wilayah Kerja tersebut adalah: Bireuen-
Sigli, Bohorok, Mahato, Bukit Batu, South Lirik, Bengkulu I - Mentawai, Marlin, Palangkaraya, Babai,
Telen, East Sepinggan, Tatihu, Aru, Udan Emas. Berdasarkan hasil penawaran wilayah kerja tahap I
2012 tersebut, telah ditandatangani sebanyak 13 KKS yaitu masing-masing 10 KKS pada tanggal 10 Juli
2012 dan 3 KKS pada tanggal 9 Oktober 2012.
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Gambar 5.2. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2012

Sementara itu jumlah wilayah kerja yang ditawarkan dalam Tahap II Penawaran Wilayah Kerja 2012
(periode Oktober 2012 s/d Februari 2013) adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) wilayah kerja, 7
wilayah kerja ditawarkan melalui lelang regular dan 16 wilayah kerja ditawarkan melalui lelang
Penawaran Langsung. Lelang Reguler 7 Wilayah kerja tersebut antara lain meliputi West Asri, Bengara
II, Masalima, North East Sepanjang, Seringapatam I, Seringapatam II, Wanapiri Direncanakan, hasil
lelang Tahap II ini akan dapat diumumkan dan ditandatangani KKS-nya pada awal tahun 2013.
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Gambar 5.3. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap Il Tahun 2012

B Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012



Penawaran sebanyak 42 wilayah kerja baru migas pada tahun 2012 sesuai dengan target capaian revisi
Renstra 2012 yang ditetapkan sejumlah 40 wilayah kerja. Perkembangan jumlah penawaran Wilayah

Kerja Baru Migas selama 5 tahun terakhir seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.
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Gambar 5.4. Perkembangan Jumlah Penawaran Wilayah Kerja Migas

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penawaran wilayah kerja migas dapat terlaksana sesuai
rencana bahkan melebihi target antara lain adalah :

Term & Condition Penawaran Wilayah Kerja Migas yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia

menarik bagi Investor.

Kegiatan pengambilan data seismik melalui DIPA dan Speculative Survei
Indonesia Timur mengingat ketersediaan data di wilayah tersebut relatif sedikit

Iklim investasi indonesia cukup kondusif (Politik dan Keamanan)

berkembang ke

Promosi Wilayah Kerja Migas berhasil menciptakan brand image Penawaran Wilayah Kerja Migas

di Indonesia

Masih tingginya minat Badan Usaha mengusulkan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama,
mengingat metode Studi Bersama membuka peluang yang lebih besar bagi Badan Usaha
untuk mendapatkan PSC

b. Penandatanganan KKS Migas Konvensional

Selama tahun 2012 telah ditandatangani 13 KKS dari target penandatanganan 27 KKS dengan total
investasi komitmen eksplorasi sebesar US $ 226, 792 juta dan Bonus Tandatangan sebesar US $ 81,5

juta.,

yaitu:

Tabel 5.2.
Daftar Penandatanganan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012

INVESTASI SIGN BONUS
PERUSAHAAN WILAYAH KERJA (US $) (Us $)
1 | Lundin Gurita B.V Gurita 5,100,000 1,500,000
2 | Techwin Energy South Betung Limited South Betung 6,100,000 1,000,000
3 | Cooper Energy Sumbagsel Ltd Sumbagsel 5,900,000 1,000,000
4 | PtSchintar Marquisa Marquisa 5,500,000 1,000,000
5 | Total Indonesia R&P West Papua Sw Bird’s Head R&P 19,500,000 5,000,000
West Papua

6 | PT Mandiri Panca Usaha Sembilang 1,100,000

7 | Eni Arguni | Limited Arguni | 86,500,000 1,500,000
8 | Pan Orient Energy East Jabung Pty Ltd East Jabung 7,675,000 1,500,000
9 | Prabu Energy Pty Ltd Ranau 6,700,000 1,000,000
10 | Techwin Energy Northeast Madura Ltd Northeast Madura 8,600,000 1,000,000
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PERUSAHAAN

WILAYAH KERJA

INVESTASI

(US'$)

SIGN BONUS

(US'$)

11 | PT MRI Energy West Tanjung 3,600,000 1,000,000
12 | PT Geraldo Energy Belayan 9,500,000 1,050,000
13 | Sonlaw United Corporation East Simenggaris 11,550,000 1,030,000
14 | Konsorsium Niko Resources (North Ganal) North Ganal 31,400,000 1,000,076
Limited-Statoil Indonesia North Ganal AS-
North Ganal Energy Ltd-ENI North Ganal
Limited- GDF Suez New Projects Indonesia BV
15 | INPEX Banda Sea Ltd Babar Selaru 31,500,000 1,500,000
16 | Konsorsium Niko Resources (Obi) Ltd-Statoil Obi 1,800,000 10,000,076
Indonesia OBI AS-Zimorex NV
17 | Murphy Semai IV Ltd Semai IV 2,450,000 1,000,000
18 | Hess (Indonesia-V) Limited Offshore Timor Sea | 2,300,000 1,100,000
19 | Konsorsium Statoil Indonesia Halmahera Il AS- | Halmahera I 10,000,000 2,000,000
Niko Resources (Halmahera II) Limited
20 | BP WestArul Ltd West Aru | 1,200,000 1,250,000
21 | BP West Aru Il Ltd West Aru Il 41,000,000 15,000,000
22 | Eurorich Group Ltd Kalyani 5,600,000 1,000,000
23 | PT Anugerah Mutiara Sentosa South Baturaja 5,400,000 1,000,000
24 | PT Terra Global Vestal Baturaja North Baturaja 15,650,000 1,000,000
25 | PT Mentari Pembuang Internasional Kuala Pambuang 4,200,000 1,000,000
26 | Konsorsium Krisenergy (Tanjung Aru) B.V- Tanjung Aru 5,500,000 1,000,000
Neon Energy Indonesia PTE LTD-Natuna
Ventures PTY LTD
27 | Niko Resources (South East Seram)Ltd South East Seram 1,800,000 1,500,000

Perkembangan jumlah KKS yang telah di tandatangani selama 5 tahun belakangan ini seperti terlihat
pada grafik ini.
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Gambar 5.5. Penandatanganan KKS baru (per 31 Desember 2012)

Tidak tercapainya target penandatanganan KKS Migas konvensional yang baru, yaitu terealisasi 13 KKS
dari target 27 KKS atau capaiannya sebesar 48,15%, disebabkan karena faktor non teknis akibat paska
terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 dan
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, jo Perpres nomor 9 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mengakibatkan
perlunya penyesuaian dalam kegiatan usaha hulu migas selama masa transisi, yang di antaranya berupa
perubahan jadwal penandatanganan KKS migas

Selanjutnya agar target penawaran wilayah kerja migas pada tahun 2013 dapat tercapai, maka selain
segera diselesaikannya finalisasi naskah standar KKS 2013, seyogyanya secara paralel dilalukan
Kegiatan penunjang penawaran wilayah kerja baru migas yaitu pembahasan term & conditions dan
konsultasi daerah untuk penawaran wilayah kerja tahap I dapat dilaksanakan paling lambat pada bulan
Maret 2013 dan juga pembahasan term & conditions dan konsultasi daerah untuk penawaran wilayah
kerja tahap II dapat dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli 2013.

c. Penawaran WK Non Konvensional

Pada tahun 2012 dilakukan penawaran Wilayah Kerja

Migas Non Konvensional (MNK) berdasarkan Permen PENAWARAN WK GAS METANA BATUBARA
ESDM No. 05 Tahun 2012 untuk pertama kalinya serta (2008-2012)

penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (WK

GMB) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 “

Tahun 2008. T

Penawaran WK Migas Non Konvensional (21 }2

Nopember 2012) sebanyak 1 WK MNK, sedangkan 14

Penawaran WK GMB dilaksanakan dalam 2 periode 12

yang terdiri dari Lelang Penawaran Langsung (periode 10

4 Juni 2012 s/d 19 Juli 2012) sebanyak 5 WK GMB dan 2

Lelang Reguler (periode 4 Juni 2012 s/d 1 Oktober 4

2012) sebanyak 3 WK GMB. 2

Pada tahun 2012 dari 15 WK GMB yang ditargetkan 0 2008 2009 2010 2011 | 2012
dapat ditawarkan, hanya 9 WK yang dapat UWILAYAHKERA 7 13 3 7 9

direalisasikan, hal ini dikarenakan berkurangnya
jumlah usulan WK yang diterima dan adanya
permasalahan tumpang tindih area usulan yang
penyelesaiannya memerlukan waktu. Namun untuk
WK MNK tahun 2012 dapat ditawarkan 1 WK MNK dimana tahun sebelumnya belum ada.
Perkembangan Penawaran WK GMB 5 tahun belakangan ini sperti terlihat pada grafik di samping ini.

Gambar 5.6. Penawaran WK Gas Metana
Batubara
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Gambar 5.7. Penawaran WK GMB 2012
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Gambar 5.8. Penawaran WK MNK 2012

d. Penandatanganan KKS Non Konvensional

Selama tahun 2012 telah ditandatangani 12 KKS WK GMB dari yang ditargetkan sebesar 15 KKS WK
GMB atau realisasi mencapaia 80%. Dari 12 WK GMB tersebut, 8 WK merupakan hasil Lelang
Penawaran Langsung tahun 2011. Adapun daftar penandatangan kontrak wilayah kerja GMB pada

tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Daftar Penandatanganan Wilayah Kerja

GMB Tahun 2012

No. Kontraktor Kerja Sama Blok GMB Tanggal
1 | Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi Metana Blok "GMB Air 18 April 2012
Sumatera 3 (Phe Metra 3) - PT Petrobara Sentosa Benakat I"
2 | Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi Metana Blok "GMB Air 18 April 2012
Sumatera 6 (Phe Metra 6) - PT Prima Gas Sejahtera Benakat II"
3 | Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi Metana Blok "GMB Air 18 April 2012
Sumatera 7 (Phe Metra 7) - PT Unigas Geosinklinal Benakat I11"
Makmur
4 | Konsorsium PT Batu Raja Energi - PT Anugrah Blok "GMB Air 18 April 2012
Persada Energi Komering"
5 | PT Bangkanai Cbm Persada Blok "GMB 18 April 2012
Bangkanai ["
6 | PT Borneo Metana Energi Blok "GMB 18 April 2012
Bangkanai I1"
7 | PT Bina Mandiri Energi Blok "GMB Kuala 18 April 2012
Kapuas II"
8 | PT Sanga-Sanga Energi Prima Blok "GMB West 18 April 2012
Sanga-Sanga I"
9 | Dart Energy (Bontang Bengalon) Pte. Ltd. Blok "GMB Bontang | 9 Oktober 2012
Bengalon"
10 | PT Belawa Energi Utama Blok "GMB Belawa" | 9 Oktober 2012
11 | Konsorsium Ephindo Sekayu 2 Inc. - Star Energy Cbm | Blok "GMB Sekayu 9 Oktober 2012
(Sekayu) Ltd. "
12 | CBM Asia Kuala Kapuas Ltd. Blok "GMB Kuala 9 Oktober 2012
Kapuas I"
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Sejak tahun 2008 sampai akhir tahun 2012 penandatangan KKS GMB yang berhasil ditandatangani telah
berjumlah 54 KKG GMB dengan total investasi hulu migas (firm commitment) sebesar US$ 333.743.703.
Rincian per tahunnya sebagaimana terlihat pada grafik di bawabh ini.
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Gambar 5.9. Grafik Penandatangan KKS GMB dan jumlah investasi WK GMB
(per 31 Desember 2012)

Gambar 5.10. WK GMB yang telah ditandatangani (per 31 Desember 2012)

Seyogyanya sampai dengan akhir tahun 2012, masih ada tambahan jumlah KKS yang dapat
ditandatangani sebanyak 4 KKS, yaitu dari 3 KKS hasil lelang Penawaran Langsung WK GMB Tahun
2012 dan 1 KKS hasil Penawaran Langsung WK MNK, namun belum dapat direalisasikan yang
disebabkan karena faktor non teknis yaitu paska terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, jo
Perpres nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi yang mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam kegiatan usaha hulu migas selama masa
transisi, yang di antaranya berupa perubahan jadwal penandatanganan KKS GMB.
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e. WK Pertambangan Panas Bumi yang telah dilelang

Penetapan = WKP  panas  bumi
merupakan wewenang pemerintah
pusat dalam hal ini Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sedangkan kewenangan pemberi
perizinan tergantung dari letak di
mana WKP tersebut berada.

Target WKP panas bumi yang telah
ditetapkan pada tahun ini 2012
sebanyak 5 WKP, terealisasi sebesar
8 WKP atau capaian sebesar 160 %.
8 Wilayah Kerja panas bumi tersebut
adalah: WKP Simbolon Samosir-
Sumatra Utara, Way Ratai-Lampung,
Candi Umbul Telomoyo-Jawa Tengah,

Bora Pulu-Sumatra Utara, Gn. Lawu-

Gambar 5.11. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Jawa Tengah, Kepahiang- Bengkuluy,
Sembalun-NTB, dan Oka Ile Ange-NTT.

Dari 8 WKP Panas Bumi tersebut terdapat cadangan terduga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4. Daftar WKP Panas Bumi yang “Terduga”

No Nama WKP Provinsi Cadangan Terduga (MW) ‘
1 | Simbolon Samosir Sumatra Utara 155

2 | Way Ratai Lampung 105

3 | Candi Umbul Telomoyo Jawa Tengah 72

4 | Bora Pulu Sumatra Utara 123

5 | Gn.Lawu Jawa Tengah 195

6 | Kepahiang Bengkulu 180

7 | Sembalun Nusa Tenggara Barat 100

8 | Okalle Ange Nusa Tenggara Timur 40

Hingga saat ini jumlah komuliatif WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan adalah sebanyak 58 WKP
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Gambar 5.12. Peta Wilayah Kerja Panas Bumi

Jumlah Produksi Sektor ESDM

a. Minyak Bumi

Produksi minyak bumi pada APBN-P 2012 ditargetkan sebesar 950 MBOPD (ribu barel per day ). Namun
demikian, dalam perkembangan kegiatan produksian minyak bumi dan kondensat selama tahun 2012,
dilakukan perubahan target produksi melalui APBNP tahun 2012 yang semula 950 MBOPD diubah
menjadi 930 MBOPD. Sedangkan untuk rata-rata produksi minyak bumi (termasuk kondensat)pada tahun
2012adalah sebesar 860 MBOPDatau sekitar 92,47% dari target produksi APBNP tahun 2012.

b. Gas Bumi

Produksi gas bumi tahun 2012 ditargetkan sebesar 1.522 MBOPD sesuai APNB 2012. Pada realisasinya,
produksi gas bumi tahun 2012 mencapai 1.455 MBOPD atau 95,6% terhadap target tahun 2011.

Adapun kendala-kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi minyak dan gas bumi

pada tahun 2012 antara lain adalah :
1) Kehilangan peluang produksi karena unplanned shutdown antara lain:

Kebocoran pipa salur, seperti yang terjadi pada CNOOC, CICO

Masalah peralatan, seperti kerusakan kompresor pada Total E&P Indonesie, Pertamina EP,
ConocoPhillips, CNOOC, ExxonMobil, PHE ONW, Star Energy, PetroChina, HESS Pangkah, PHE
WMO),
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e Kejadian alam (a.l. penurunan temperatur akibat hujan dan banjir sehingga terjadi pengentalan
minyak/congeal, cuaca buruk/gelombang laut tinggi, gangguan petir sehingga menyebabkan power
tripped).

2) Kehilangan produksi karena kendala lain:

e Keterlambatan proyek /pengembangan lapangan.

e Permasalahan offtaker (maintenance kilang TWU) yang menyebabkan penyerapan produksi MCL
menurun.

o Kendala subsurface,seperti yang terjadi pada Pertamina EP, Total E&P & COPI blok B. Kendala sub
surface ini antara lain dapat berupa kenaikan water cut, problem kepasiran dll.

3) Perpanjangan planned shutdown.

4) Kendala perijinan, khususnya ijin lokasi pemboran dan transportasi yang mengakibatkan
keterlambatan proyek/pengembangan lapangan.

5) Permasalahan sosial, seperti pemblokiran jalan/lokasi, faktor keamanan dan pencurian minyak &
peralatan

c. Batubara

Produksi batubara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara — Perubahan (APBN-P) 2012 ditargetkan
sebesar 332 juta ton. Pada realisasinya, produksi batubara tahun 2012 mencapai 386 juta ton atau 116%
terhadap target tahun 2012. Produksi batubara tersebut ekivalen dengan 109% realisasi tahun 2012
sebesar 353 juta ton.

Pertumbuhan produksi batubara selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 13%. Pertumbuhan ini
menunjukkan tren yang positif dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, karena secara
langsung juga meningkatkan penerimaan Negara.

d. Mineral

Produksi mineral tahun 2012 relatif baik yaitu mencapai 75,54 Juta ton, tetapi capaian ini masih berada di
bawah dari jumlah produksi mineral yang ditargetkan yaitu sebesar 78, 64 Juta atau capaian Kkinerja
sebesar 97,32%.

Tabel 5.5.
Daftar Realisasi Produksi Mineral Tahun 2012

2012 Capaian
NO KOMODITAS MINERAL Satuan Rencana Efséijszii (%)
1. Logam Tembaga (ton) Ton 594.721 447.500 75
2. Emas (ton) Ton 56 75 134
3. Perak (ton) Ton 183 436 238
4, Timabh (ribu ton) Ton 89.610 94.800 105
5. Bijih Nikel (juta ton) Ton 13.025.000 37.100.000 284
6. Bauksit (juta ton) Ton 15.900.000 29.100.000 183
7. Bijih Besi (juta ton) Ton 5.488.110 10.500.000 191
8. Ni + Co in matte (ribu ton) Ton 75.700 72.900 96
9. Ferronikel (ribu ton Ni) Ton Ni 19.000 19.600 103

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan, produksi mineral tahun 2012 relatif baik, terdapat peningkatan
produksi dari beberapa komoditi mineral seperti produksi emas dan perak sampai menyentuh angka 134%
dan 238%, hal ini terjadi akibat mulai berproduksinya PT MSM, PT TTN, PT KBK dan PTAR di tahun 2012,
sehingga mendongkrak angka produksi emas dan perak ke angka 75 ton dan 436 ton. Selanjutnya produksi
timah juga melebihi 5% dari targetnya, penambahan ini berasal dari bertambahnya pemegang ET Timah di
tahun 2012 sehingga pelaku usaha timah bertambah. Demikian juga dengan bijih nikel, bijih bauksit dan bijih
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8.

besi yang melampaui target sebegitu besar karena adanya ekspor besar besaran yang dilakukan pengusaha
pada triwulan pertama tahun 2012 sebagai antisipasi perusahaan terhadap pemberlakuan pengendalian tata
niaga ekspor mineral yang mulai diberlakukan pada Mei 2012.

Dari produksi mineral yang dapat melebihi targetnya di atas masih ada beberapa mineral yang tidak dapat
mencapai targetnya yaitu logam tembag dan Nikel mate masing-masing deegan capaian 75% dan 96%,
dikarenakan produksi PTFI dan PT NNT yang menurun pada tahun 2012. Hal ini terkait dengan rencana
penambangan PTFI dan PT NNT yang mayoritas menambang ore low grade sebagai kelanjutan fase
penambangan yang dilakukan oleh kedua perusahaan.

e. Listrik

Terkait dengan energi domestik, permintaan kebutuhan energi listrik meningkat tiap tahunnya dengan
pertumbuhan rata-rata sampai tahun 2012 mencapai 8,4%/tahun. Kebutuhan listrik selalu melebihi dari
kapasitas terpasang yang ada. Krisis ekonomi 1998/1999, memiliki dampak sangat luas bagi pembangunan
ketenagalistrikan. Krisis tersebut, menyebabkan tidak adanya investasi yang masuk dan pertumbuhan
kapasitas pembangkit terhambat. Bahkan proyek-proyek IPP pun menjadi terhenti. Untuk mengejar
pertumbuhan kebutuhan tersebut, dilakukan upaya antara lain pembangunan pembangkit listrik dengan
program 10.000 MW tahap I, 10.000 MW tahap II dan IPP.

Pada tahun 2012 ini ditargetkan produksi listrik mencapai 190.940 GWh, dan terealisasi sebesar 193.663
GWHh atau sebesar 101,43 %.

. Uap panas bumi

Realisasi Produksi uap panas bumi pada tahun ini sebesar 62.553.82 ton dari target sebesar 71.000.000
ton, atau dengan kata lain capaian sebesar 88,1%. Jumlah produksi uap panas bumi tersebut diperoleh
dari PLTP Kamojang, G.Salak, Darajat, Wayang windu dan tidak terealisasi PLTP Lahendong, Sibayak Dieng
dan Ulubelu

Bioetanol

Jumlah produksi bioethanol sebesar 6.000 KL pada tahun ini tidak dapat direalisasikan, hal ini disebabkan
dikarenakan masalah harga keekonomian bioethanol yang terlalu rendah sehingga mengakibatkan pihak
produsen bioethanol fuel grade belum memasok ke dalam negeri.

Bahan Baku Bioethanol

Gambar 5.13. Bahan Baku Bioethanol
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Contoh Pengembangan Bioethanol dari Singkong, Kapasitas 400-720 Liter/hari
(Dept of ESDM-Pemkab Sukabumi-Local Gapoktan, )

Pretreatment

Hydrolysis
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Y L‘n ' il =
sy g
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Limbah padat

g :
Bioetano Dehidrasi
99,5 %

Distilasi

Bioetanol
50-95%

Limbah cair

Gambar 5.14. Peta Badan Usaha Niaga Bioethanol yang Telah Mendapat Izin

Biodiesel

Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari sumberdaya hayati yang berupa minyak
lemak nabati atau lemak hewani. Senyawa utamanya adalah ester. Biodiesel dapat dibuat dari
transesterifikasi asam lemak. Asam lemak dari minyak lemak nabati direaksikan dengan alkohol
menghasilkan ester dan produk samping berupa gliserin yang juga bernilai ekonomis cukup tinggi.
Biodiesel telah banyak digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar.

Bahan baku biodiesel yang dikembangkan bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki suatu
negara, minyak kanola di Jerman dan Austria, minyak kedelei di Amerika Serikat, minyak sawit di
Malaysia, dan minyak kelapa di Filipina Indonesia mempunyai banyak sekali tanaman penghasil
minyak lemak nabati, diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, jarak, nyamplung, dan

lain-lain.

BAHAN BAKU BIODIESEL

Jarak Pagar

Gambar 5.15. Bahan Baku Bioediesel
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Jumlah produksi biodiesel pada tahun ini belum mencapai dari yang ditargetkan yaitu dari yang
ditargetkan sebesar 900.000 Kl, terealisasi sebesar 700.000 Kl atau capaian kinerja sebesar
77,77%. Tidak tercapainya target dikarenakan kurangnya infrastruktur terkait dengan distribusi
BBN di Pertamina produksi biodiesel. Capaian realisasi sebesar 700.000 KL tersebut berasal dari
pemanfaatan biodisel di sektor transportasi Public Service Obligation (PSO) dan Non Public Service
Obligation (PSO).

PETA BADAN USAHA NIAGA BIODIESEL YANG TELAH MENDAPAT IZIN NIAGA
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Gambar 5.16. Peta Badan Usaha Niaga Biodiesel yang Telah Mendapat Izin Niaga

Biogas

Pada tahun 2012 ini target yang ditetapkan untuk produksi Biogas adalah sebesar 10.000 M3, dan
terealisasi sebesar 9.305M3 atau capaian kinerja sebesar 93,05%. Secara rinci jumlah produksi
biogas ini berasal dari :

e Ditjen EBTKE 1.199 M3 (dari biogas digester 6 M3 20 M3, 40 M3, 90 M3 dan 236 M3 )

e BIRU Hivos 5.027 M3 (dari biogas digester 6 M3)

e Digester fiber SWEN 1824 M3 (kapasitas 4 M3, 5 M3, 11) dan 3.078 M3

Potensi bahan baku biogas di Indonesia mencapai 684.8 MW, yang sebagian besar berasal dari
kotoran hewan ternak dan bahan organik lainnya.

Pengembangan biogas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:
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Pengembangan biogas skala kecil untuk
pemanfaatan rumah tangga, dengan
melaksanakan kegiatan Program Desa
Mandiri Energi (DME) Berbasis BBN
Biogas, dan Program Biogas Nasional
yang berskala rumah tangga bernama
Program Biogas Rumah (Program BIRU);
Pengembangan biogas skala besar untuk
pemanfaatan komersial dengan
mendorong pemanfaatan biogas pada
industri-industri pertanian untuk listrik.
Guna mendorong hal tersebut,
Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2012
Tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik
oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit
Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi

Gambar 5.17. Pembuatan Biogas Skala Kecll

Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.

Dalam rangka membentuk pasar biogas , saat ini telah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Indonesia

(kementerian ESDM) dengan Pemerintah Belanda yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia pada Joint

Energy Working Group.

5. Persentase Pengurangan volume Subsidi.

a. BBM

Realisasi volume BBM bersubsidi 2012 mencapai 44,98 juta KL, melebihi kuota yang ditargetkan

pada APBN-P 2012 sebesar 40 juta KL. Peningkatan konsumsi tersebut antara lain disebabkan

karena:

Pertumbuhan ekonomi dan penjualan kendaraan bermotor melebihi target (perkiraan penjualan
sd Des ember mencapai 1,05 juta unit melebihi perkiraan awal sebesar 940 ribu unit (Gaikindo).
Disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan non-subsidi yang semakin tinggi, memicu
penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi (Pada bulan
September-Oktober disparitas harga mencapai Rp 5.400/liter, akibatnya kendaraan pribadi
masih menggunakan Premium).

Pengetatan kuota di beberapa daerah mendapat reaksi negatif dari masyarakat dan menimbulkan
panic buying.

Program penghematan energi belum berjalan dengan sempurna

Tidak dilakukannya kenaikan harga BBM bersubsidi.

b. LPG3Kg

Dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg yang dimulai sejak tahun 2007,

volume LPG bersubsidi setiap tahunnya bertambah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi volume LPG

bersubsidi yang meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG, berdasarkan APBN dan APBN-P tahun
2012 direncakanan isi ulang/refill LPG 3 kg sebesar 3,61 Juta Metrik Ton. Namun realisasi distribusi isi
ulang/refill sebesar berjumlah 3,91 Juta Metrik Ton melebihi kuota yang ditargetkan pada APBN-P 2012.

Pada tahun 2012, juga telah dilakukan pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kg sebanyak
2.305.156 paket untuk wilayah di 5 (lima) propinsi baru yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung,

Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Adapun besaran volume LPG bersubsidi

dipengaruhi oleh besaran wilayah yang telah terkonversi serta jumlah penerima paket perdana.

EN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012




c. Listrik

Pada tahun 2012 realisasi subsidi listrik tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, karena dari
target sebesar Rp 65,6 triliun, subsidi listrik diperkirakan membengkak menjadi sebesar Rp.100,2
triliun. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

Naiknya ICP dari semula 95 USD/barrel menjadi 111 USD/Barrel, kurs semula Rp 8.700 menjadi Rp
8.734;

Target pasokan gas sebesar 320 TBTU diperkirakan hanya tercapai sebesar 284 TBTU;

Mundurnya COD beberapa PLTU Batubara program 10.000 MW Tahap I, repowering PLTU Batubara
reguler, dan menurunnya capacity factor, sehingga target semula pasokan batubara sebesar 37 juta ton
diperkirakan terealisasi 29 juta ton.

6. Persentase pemanfaatan produk sektor ESDM :

a.

Prosentase pemanfaatan hasil produksi minyak bumi domestik yang diolah menjadi LPG, BBM
dan hasil olahannya.

Berdasarkan estimasi hasil produksi BBM di kilang dalam negeri (PT Pertamina, Pusdiklat Migas Cepu,
TPPI dan PT TWU) pada tahun 2012, jumlah BBM yang dihasilkan sebesar 38,2 juta KL dimana demand
BBM dalam negeri mencapai 71,7 juta KL. Dengan demikian, kemampuan pasokan kilang dalam negeri
hanya mampu mensuplai sebesar 53% dari total permintaan kebutuhan konsumsi BBM. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan produksi BBM dari kilang dalam negeri masih di bawah target yang
ditetapkan sebesar 65%.

Hal tersebut di atas disebabkan antara lain karena setiap tahunnya, kemampuan pasokan BBM dari
kilang domestik terus menurun persentasenya dibandingkan dengan BBM impor yang masuk ke
Indonesia. Hal ini terkait tingkat produksi BBM dari kilang dalam negeri yang stagnan akibat tidak
adanya penambahan kilang minyak yang baru sejak tahun 1994, sedangkan konsumsi BBM yang terus
meningkat dengan adanya perkembangan industri dan meningkatnya jumlah kendaraan secara luar
biasa. Sebagai gambaran, konsumsi BBM PSO (Premium, Kerosene, Solar) pada tahun 2011 sebesar
41.79 juta KL, pada tahun 2012 meningkat menjadi 45.27 juta Kl dan tahun 2013 diprediksi menembus
48 juta KL. Selisih pasokan tersebut akhirnya dipenuhi oleh impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina
maupun impor BBM oleh Badan Usaha ritel asing yang terdaftar. Jumlah impor BBM yang semakin hari
semakin meningkat akan berakibat pada menurunnya kemampuan pasok BBM dari kilang dalam negeri.

Prosentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik

Permintaan gas bumi di dalam negeri semakin meningkat antara lain disebabkan adanya kenaikan harga
minyak bumi dunia, pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan peningkatan kepedulian
terhadap lingkungan. Pada 2012 Prosentase Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
ditargetkan sebesar 60 persen. Penetapan target sebesar 60% tersebut disebabkan oleh masih
terdapatnya kontrak ekspor jangka panjang pada tahun 2012. Namun pada realisasinya di tahun 2012
ini hanya sebesar 45,2% produksi gas yang dimanfaatkan untuk domestik. Alokasi Produksi dan
Pemanfaatan gas bumi tahun 2012, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
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PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI (NETTO) 2012
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Gambar 5.18. Grafik Pemanfaatan Produksi Gas Bumi

¢. Prosentase hasil pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik.

Dalam rangka mencukupi kebutuhan batubara di dalam negeri, maka pemerintah menerapkan
kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Diterapkannya DMO batubara cukup efektif untuk turut
menjamin ketersediaan batubara dalam negeri. Berdasarkan KepMen ESDM No. 1991 K/30/MEM/2011
Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam
Negeri Tahun 2012, dinyatakan bahwa Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri
(end user domestic) oleh pemakai batubara tahun 2012 adalah sebesar 82,07 juta ton. Namun, pada
bulan Agustus 2012 telah terjadi penurunan kebutuhan DMO batubara untuk PLTU dari 67,96 juta ton
menjadi 53,13 juta ton, sehingga DMO batubara 2012 mengalami perubahan dari 82,07 juta ton menjadi
67,25 juta ton sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 909 K/30/DJB/2012 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri ESDM Nomor 1991 K/30/MEM/2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase
Minimal Penjualan Batubara

untuk Kepentingan Dalam )
Negeri Tahun 2012. wo -

Dengan demikian target 350 17

jumlah pasokan batubara 300 17

untuk dalam negeri sebesar P
200

Juta Ton

82 juta ton sesuai dengan 7
150 + 67,25

target penetapan kinerja

tahun 2012 berubah menjadi 1 i
so

67,25

juta ton, sehingga

realisasi pemanfaatan 2012
batubara untuk kebutuhan uDMO = Domestik Ekspor u Produksi

domestik tercapai 100%.

Gambar 5.19. Alokasi Pemanfaatan Produksi Batubara
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d. Persentase pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) pada BBM Transportasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no 32/2008 mandatory (kewajiban) pemanfaatan BBN untuk
transportasi (baik dengan subsidi dan nonsubsidi) serta untuk industri mencapai antara 3-7 persen dari
total bauran energi.

Pemanfaatan BBN pada BBM transportasi pada tahun ini dapat direalisasikan sesuai target sebesar
7,5%. Realisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel pada tahun ini mengalami
peningkatan yang sangat drastis yaitu hanpir 300% dibandingkan tahun 2011 lalu yang sebesar 2,52%.

e. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi tahun 2012 ditargetkan sebesar 73,6%, dan terealisasi sebesar 76,56%. Rasio
elektrifikasi tahun 2012 tersebut melebihi target sebesar 4,02% dan mengalami peningkatan sebesar
4,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 (72,95%) dan sebesar 13,9% (67,2%) jika
dibandingan dengan tahun 2010. Untuk mencapai hasil tersebut, diperlukan penambahan sambungan
baru sekitar 2,4 juta setiap tahun. Dibawah ini adalah grafik perkembangan Rasio Elektrifikasi selama 3
tahun terakhir.

Rasio Elektrifikasi Indonesia(%)

2010 2011 2012

Gambar 5.20. Rasio Elektrifikasi Indonesia

f. Penurunan Intensitas Energi

in
Intensitas energi adalah energi yang dibutuhkan »
untuk meningkatkan gross domestic product (GDP) i,
atau produk domestik bruto. Semakin efisien
suatu negara, maka intensitasnya akan semakin “
kecil. Intensitas energi Indonesia pada tahun 2011 | w
sebesar 2,55 BOE (barrel-oil-equivalent) per | &=
capita. Realisasi intensitas energi pada tahun | & i
2011 ini menurun 17,3% dibandingkan dengan g ol -
tahun 2010 yang sebesar 2,99 BOE per Capita. Hal .
ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat
untuk menggunakan energi secara efisien .
semakin tinggi. w
Perkembangan Intensitas konsumsi energi per ” 20 ' m ' - ' 003 ' m ' 205 ' % ' m ' 08 ‘ 28 ' 0 ‘ i '

kapita sejak tahun 2000 sampai dengan tahun

2011 dapat dilihat pada Gambar di samping ini. Gambar 5.21. Grafik Intensitas Energi
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7. Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional

a. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Nasional (TKN) Sektor ESDM terhadap Jumlah Tenaga Kerja
Sektor ESDM.

Realisasi perbandingan penggunaan tenaga asing dan penggunaan tenaga kerja nasional di Sektor
ESDM pada tahun 2009 sampai dengan 2012 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Tenaga Kerja Nasional dan Tenaga Kerja Asing
Sub Sector 2009 2010 2011 2012

TKN TKA TKN TKN TKA TKA TKN TKA
Migas 275908 | 3.088 | 291.455 | 4.270 | 276.532 3.211 290.379 2.018
Pertambangan 130.509 994 | 143.067 | 1.017 181.267 1.308 206.785 1373
Umum ' '
Jumlah 406.417 | 4082 | 434.522 | 5.287 457.799 4519 497 164 3.391
Jumlah Tenaga
Kerja Sekior ESDM 410.499 439.809 462.318 500.555

Pada tahun 2012 ini penggunaan TKN mencapai 99,3% dari total tenaga kerja sektor ESDM, seperti yang
dapat dilihat pada tabel di atas. Perlu dijelaskan bahwa penetapan target sebesar 99% berdasarkan capaian
realisasi tahun 2011.

b. Persentase penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor
ESDM

Secara keseluruhan realisasi persentase peningkatan pemberdayaan nasional adalah 109%. Perlu
diketahui, bahwa pemberdayaan kapasitas nasional sektor ESDM diukur dari 2 indikator kinerja yaitu:
penggunaan tenaga kerja lokal dan penggunaan kandungan lokal (produk dalam negeri).

Selanjutnya realisasi penggunaan tenaga kerja lokal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor
ESDM adalah sebesar 99,3% dibandingkan target 99% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar
100,3%. Begitu pula dengan penggunaan produk dalam negeri (local content) yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan sektor ESDM di tahun 2012 ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 117,12%,
atau dari target sebesar 55,5% terealisasi sebesar 65%. Tabel pengukuran kinerja dari 2 indikator

pendukung ini adalah:

Tabel 5.7.
Indikator Kinerja Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Indikator kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1. Persentase Jumlah Tenaga Kerja % 99 99,3 100,3%
Nasional Sektor ESDM terhadap
Tenaga Kerja Sektor ESDM

2. Persentase penggunaan barang dan % 55,5 65 1147,12%
jasa produksi dalam negeri dalam
pembangunan sektor ESDM
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8. Prosentase Kemampuan pasokan energi (BBM) dalam negeri

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri secara langsung menuntut adanya
ketersediaan fasilitas pengolahan migas yang cukup memadai, baik dari segi kapasitas maupun
produksi. Meningkatnya konsumsi BBM di Indonesia terkait pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor
yang tidak disertai dengan penambahan kapasitas produksi kilang membuat kekurangan jumlah
pasokan BBM di Indonesia dipenuhi dari impor.

Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2012 adalah
sebesar 1.157,1 MBCD yang terdiri atas:

1) Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD
—  RU-II Dumai / Sungai Pakning : 177 MBCD

— RU-III Plaju / S. Gerong :127,3 MBCD
— RU-IV Cilacap : 348 MBCD
— RU-V Balikpapan : 260 MBCD
— RU-VI Balongan : 125 MBCD
— RU-VII Kasim : 10 MBCD

2) Kilang Pusdkilat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD

3) Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD, mengolah
bahan baku berupa kondensat, saat ini sedang tidak beroperasi.

4) Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) dengan kapasitas 6 MBCD

Berdasarkan estimasi hasil produksi BBM di kilang dalam negeri (PT Pertamina, Pusdiklat Migas Cepu,
TPPI dan PT TWU) pada tahun 2012, jumlah BBM yang dihasilkan sebesar 38,2 juta KL dimana demand
BBM dalam negeri mencapai 71,7 juta KL. Dengan demikian, kemampuan pasokan kilang dalam negeri
hanya mampu mensuplai sebesar 53% dari total permintaan kebutuhan konsumsi BBM. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan produksi BBM dari kilang dalam negeri masih di bawah target yang
ditetapkan sebesar 65%.

Produksi BBM Kilang Indonesia
80,000,000
70,000,000
60,000,000
. 50,000,000
-
=
£ 40,000,000
it
)
x 30,000,000
20,000,000
10,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012%
mmm Total Impor 21,184,048 24,081,535 24,615,288 22,157,130 26,017,419 31,146,754 33,940,389
= Avgas+Avtur 1,696,699 1,306,845 1,789,199 2,650,858 2,499,017 2,712,891 3,030,118
= Minyak Bakar 14,820,185 5,136,408 14,969,526 4,480,563 3,581,729 3,223,681 2,440,069
s Minyak Diesel 497,820 269,466 180,997 145,192 162,381 214,878 190,832
mmm Minyak Solar 14,376,022 13,057,103 14,757,163 17,605,813 17,068,826 19,011,350 19,233,646
. Kerosene 8,545,565 8,257,492 7,636,911 4,686,635 3,018,532 2,310,851 1,820,046
s Bensin 95 128,289 158,070 114,789 142,312 118,698 117,076 90,012
= Bensin 91 436,278 472,284 297,982 596,763 628,696 388,804 358,193
m— Bensin 88 10,884,663 11,342,647 11,512,265 11,885,420 10,624,445 10,250,059 10,595,794
=== Total Produksi 41,387,527 40,002,322 41,260,840 42,195,569 37,704,334 38,231,601 37,759,611
== PS0O 37,456,263 38,665,394 39,221,443 37,917,140 38,379,501 41,786,000 45,270,000
====Total Konsumsi 62,571,575 64,083,857 65,876,127 64,352,698 63,721,753 69,378,355 71,700,000

Gambar 5.22. Produksi BBM Kilang Indonesia
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9. Persentase peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Peran sektor ESDM juga penting sebagai pendorong pembangunan daerah. Peran sektor ESDM terhadap
pembangunan daerah diwujudkan, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan pengembangan
masyarakat atau community development (comdev) atau corporate social responsibility (CSR). Selain itu terdapat
program pembangunan Desa Mandiri Energi (DME), dan Pemboran air tanah yang merupakan program-
program pro-rakyat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.

a. Jumlah Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. DBH sektor ESDM bersumber dari kegiatan minyak bumi, gas
bumi dan pertambangan umum, serta panas bumi.

DBH sektor ESDM pada tahun 2012 ini mencapai sebesar Rp. 36,9 triliun (status sampai dengan
triwulan III Tahun 2012) yang terdiri dari minyak bumi Rp. 12,4 triliun, gas bumi Rp. 10,6 triliun,
pertambangan umum Rp. 13,49 triliun. Capaian DBH tahun ini melampaui dari target yang telah
ditetapkan sebesar Rp 30,27 Triliun atau capaian kinerjanya sebesar 120,22%.

b. Jumlah CSR (Community Development)

Di sektor energi dan sumber daya mineral, community development (comdev) adalah bagian dari tanggung
jawab korporat (Corporate Social Responsibility) yang merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut
berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas
kehidupan.

Kegiatan comdev dilakukan antara lain melalui: Ekonomi (peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana
pertanian, pembangunan/perbaikan sarana ibadah), Pendidikan dan Kebudayaan (kelompok usaha, pelatihan,
perencanaan), Kesehatan (kesehatan terpadu, air bersih), Lingkungan (penanaman bakau, reklamasi) dan
lainnya (kegiatan sosial, penyuluhan, pembangunan sarana olah raga).

Pada tahun 2012 realisasi dana Comdev dan CSR sektor ESDM yang digunakan untuk pengembangan
Masyarakat dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sangat penting di masyarakat melampaui target
yang telah ditetapkan sebesar 13,2%, yaitu dari target Rp 1,96 Triliun realisasinya mencapai Rp 2.26
Triliun. Dana Comdev dan CSR ini berasal dari perusahaan pertambangan umum, perusahaan migas dan
perusahaan listrik.

Dana Comdev dan CSR ini selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan perhatian yang
berkelanjutan terhadap pengembangan kehidupan masyarakat.

c. Jumlah Desa Mandiiri Energi berbasis BBN

Pada tahun 2012 direncanakan pembangunan DME sebanyak 50 desa, sampai dengan akhir Desember
2012, seluruh pembangunan DME tersebut dapat terselesaikan, bahkan melebihi target, yaitu 52 DME
yang terdiri dari DME berbasis BBN sebanyak 44 DME dan 8 DME berbasis non BBN . Sehingga total
DME yang telah dibangun sejak tahun 2009 sebanyak 433 DME.

Perkembangan DME yang berhasil diwujudkan Kementerian ESDM sejak tahun 2009 hingga 2012 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 5.8

Perkembangan DME Tahun 2009-2011

Realisasi DME
No Indikator Total Akumulasis.d
2009 2010 2011 2012 UELTT A
1 DME berbasis Non BBN 62 34 19 8 238
2 DME berbasis BBN 28 16 32 44 195
Total DME 90 50 51 52 433

d. Jumlah daerah sulit air yang kebutuhan air bersihnya dapat terpenuhi melalui sumur bor air
tanah

Program pembangunan daerah lainnya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah program
penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah dalam di daerah sulit air. Program tersebut dilakukan
sejak tahun 1995 melalui pendanaan dari APBN. Sejak dimulainya program pengeboran air tanah tersebut,
lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini.

Pada tahun 2012 Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 200 lokasi titik bor yang dapat direalisasikan,
yang terdiri dari 195 titik/lokasi pemboran air sumur dalam dan 5 titik/lokasi pemboran sumur pantau,
untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah sulit air. Namun pada Triwulan II terdapat revisi DIPA
sehubungan dengan penghematan anggaran, maka realisasi pelaksanaan kegiatan pengeboran air tanah
menjadi 176 titik sumur produksi dan 5 titik Sumur Pantau, dengan hasil jumlah debit air/tahun sebanyak
1.298.797 liter/jam, dan jumlah peruntukan 360.777 jiwa sehingga meningkatnya kemudahan penyediaan
sarana air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air.

Dengan demikian, selama periode 1995 sampai dengan 2012 ini, total pemboran air tanah yang telah
dilakukan sebanyak 960 titik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan peruntukan bagi sekitar 2,2 juta
jiwa.

e. Jumlah rekomendasi wilayah kerja

umlah Usulan rekomendasi Wilayah Kerja yang dimaksud dalam indikator kinerja adalah Usulan
rekomendasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan Wilayah Pertambangan (WP). Pada tahun 2012 ini
dari 70 rekomendasi usulan WKP/WUP/WPN terealisasi sebanyak 73 rekomendasi, dengan rincian sebagai
berikut:

¢ 5 usulan rekomendasi WKP panas bumi

e 30 usulan rekomendasi WUP dan 3 usulan rekomendasi WPN mineral.

¢ 30 usulan rekomendasi WUP dan 1 usulan rekomendasi WPN batubara.

e 4 usulan rekomendasi WKP CBM .

f. Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah tangga

Pada tahun 2012 ini, Pembangunan Jaringan gas bumi untuk Rumah tangga dapat dilaksanakan di 5 wilayah
yaitu di Kota Cirebon, Kota Jambi, Kota Prabumulih, Kabupaten Sidoarjo (lanjutan) dan Kabupaten Bogor,
dengan sambungan jaringan gas untuk rumah tangga berjumlah 18.797 SR. Pembangunan jargas di 5 wilayah
ini melebihi dari yang ditargetkan di tahun ini yaitu 4 wilayah.

Per 31 Desember 2012, kegiatan konstruksi kecuali Kota Jambi sudah terbangun 100 %. Jaringan yang telah
terbangun tersebut sudah siap dialiri, hanya saja masih harus menunggu penetapan pemenang lelang
pengoperasian jaringan distribusi gas bumi yang dibangun Pemerintah dan Perjanjian Jual Beli Gas (P]BG)
serta Perjanjian Transportasi Gas. jaringan yang telah dibangun tetap menjadi tanggung jawab kontraktor
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sampai masa jaminan pemeliharaan selama 1 tahun. Keterlambatan pembangunan Jargas di Kota Jambi
disebabkan oleh rintangan-rintangan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yaitu masalah perizinan dari
kota terkait dan permasalahan teknis. Terkait dengan hal tersebut, kontraktor pelaksana terus bertanggung
jawab terhadap pembangunan sampai pembangunan selesai.

g. Jumlah wilayah yang terbangun fasilitas dan pemanfaatan gas untuk transportasi.

Pada tahun 2012 ini SPBG CNG untuk angkutan umum ditargetkan dibangun di 1 wilayah, namun
pembangunan dilakukan di 3 wilayah yaitu Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, yang terdiri dari 1 Mother Station
di JIn. Raya Rungkut Menanggal dan 1 Daughter Stasion di ]Jl. Wiyung, Surabaya, 1 Online Station di Jln.
Kriyan, Sidoarjo dan 1 Daughter Station di JIn. Raya Ambeng-ambeng, Gresik.

10. Persentase pemanfaatan energi Non BBM dalam rangka diversifikasi energi

Selain dengan memberdaya kan energi terbarukan, KESDM juga melakukan upaya untuk mengurangi
pembangkit tenaga listrik yang masih menggunakan produk minyak bumi (BBM) dengan memberdayakan
gas bumi, batubara, panas bumi, air serta Biro Diesel sebagai energi alternatif bahan baku utama untuk
pembangkit tenaga listrik.

PERKEMBANGAN DAN TARGET ENERGY M/X (2008 — 201 3)

: BBM ' 36% 25% 22% 22,95% 15,02%] k
b Bio Diesel & EBT Lainnya 0% 0% 0% 0.07% 0,12%}| 0,52%|
[Q Hydro 9% 8% 12% 6,80% 6,44%i 6.1 9%!
|) PanasBumi 3% 3% 3% 5.13% 4,75%),| 4,80%)
@ cas 17% 25% 25% 21,00% 22,60%i_ 22.12%i,7
] Batubara 35% 39% 38% 4406% | 51,08% | 56,00%
* Y Data un-audited BPK Realisasi Pemakaian Energi Primer PLHdan 1PP bulan Januari s.d bulan Desember 2012 -

Gambar 5.23. Grafik Perkembangan dan Target Energy Mix (2008-2013)

a. Pangsa Gas Bumi

Pangsa gas bumi ditargetkan dapat mencapai 30% di tahun 2012 ini, namun yang dapat direalisasikan sebesar
22,6%, atau 75,3%. Tidak tercapainya target pemanfaatan gas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik
dikarenakan terlambatnya COD PLTU dalam FTP I, sehingga pasokan gas yang disediakan untuk
pembangkit tersebut tidak terpakai. Sebagai penggantinya dioperasikannya PLTD sewa di beberapa
sistem Kkelistrikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sementara karena belum beroperasinya
pembangkit utama yang telah direncanakan.
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Pangsa Batubara

Batubara masih merupakan energi yang mendominasi energi mix bagi pembangkit tenaga listrik, pada
tahun ini pangsa batubara untuk pembangkit listrik mencapai 44,06% dari target yang ditetapkan
sebesar 49%, atau dengan kata lain capaian kinerja sebesar 93,88%.

Pangsa Panas Bumi

Pangsa energi panas bumi ditahun 2012 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,75 %
dari target sebesar 4,24% atau capaian 112,03%. Hal ini disebabkan adanya penambahan potensi
energi lebih besar dari kenaikan jumlah kapasitas terpasang.

Pangsa Tenaga Air 7

Realisasi pangsa tenaga air pada tahun ini lebih rendah dari targetnya yang sebesar 7% dan tercapai hanya
sebesar 6,44%, angka di juga masih dibawah angka relaisasi di tahun 2011 yang sebesar 7%. Penurunan
pangsa tenaga air di sebabkan karena pembangunan PLTMH di yang direncanakan sebesar 1,58 MW di 25
lokasi gagal direalisasikan karena mengalami kegagalan dalam proses lelang, dan akan di usulkan pada kegiatan
tahun 2013.

Pangsa Bio Diesel Bio Energi

Mulai Tahun 2011 bio diesel mulai dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, walaupun pangsa
biodiesel masih relatif rendah yaitu 0,08%, namun pemanfaatan biro diesel sebagai pembangkit tenaga
listrik semakin meningkat. Hal ini terlihat pada pangsa pemanfaatan bio disel di tahun 2012 meningkat
sebesar 0,12% dari yang ditargetkan sebesar 0,8%atau meningkat sebesar 150% dari tahun 2011.
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5.3. Capaian Kinerja Tujuan Strategis

Tujuan I : Terjaminnya Pasokan Energi Dan Bahan Baku Domestik

Salah satu peran dominan sektor ESDM dalam pembangunan nasional adalah menjamin pasokan energi dan
mineral dalam negeri, baik untuk bahan bakar maupun bahan baku. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada
dasarnya Indonesia memiliki sumber energi yang beranekaragam dan jumlahnya memadai. Hingga saat ini,
minyak bumi masih merupakan tulang punggung energi Indonesia, meskipun cadangannya terbatas dan
terdapat beraneka ragam sumber energi non-BBM yang penggunaannya semakin digalakan oleh
Pemerintah.

Dalam menjamin penyediaan energi domestik, telah dilakukan optimasi produksi energi fosil yaitu minyak
bumi, gas bumi dan batubara. Produksi minyak bumi, sebagai energi tidak terbarukan, cenderung menurun
dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2008, produksi minyak berada di bawah level 1 juta barel per hari.
Namun, dengan adanya temuan cadangan baru seperti Blok Cepu, maka dalam jangka pendek akan terjadi
kenaikan produksi minyak Indonesia yang tidak akan bertahan lama karena terjadi natural decline rate
yang cukup tinggi sekitar 12%per tahun.

Sebagaimana diketahui, sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk kebutuhan dalam negeri
dan sisanya sebesar 40% untuk ekspor. Selanjutnya, terkait pasokan bahan baku domestik, sektor ESDM
memberikan kontribusi utamanya pada pasokan gas dan bahan mineral. Pemakaian gas domestik
dimanfaatkan untuk industri pupuk, kilang petrokimia, kondensasi, LPG, PGN, PLN, Krakatau steel, industri
lainnya. Selanjutnya pasca diterbitkan UU Migas Nomor 22 tahun 2001, alokasi gas bumi domestik
mencapai 63,5%, sedangkan alokasi gas bumi ekspor sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada
tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik sudah berjalan sangat
baik. Meskipun saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun ekspor gas juga
tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan gas bumi, mengingat harga gas
bumi domestik pada umumnya lebih rendah dibandingkan untuk ekspor. Disamping gas bumi, bahan
mineral juga berperan penting sebagai pemasok bahan baku industri. Bahan mineral tersebut antara lain
tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, timah, intan dan besi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, ditetapkan 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 9 indikator kinerja sasaran yang
dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja
sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.9.
Indikator Kinerja Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi | Capaian (%)
1. |Produksi minyak bumi MBOPD 950 860 90.53%
2. | Produksi gas bumi MBOEPD 1.596 1.458 91,35%
3. | Produksi CBM MBOEPD 21,7 0 -
4. | Produksi batubara Juta Ton 332 386 116

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012



No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi | Capaian (%)
5. (Ij:lsaﬁa:]neg:‘;iubara untuk kebutuhan Juta Ton 8 6725 8
6. | Produksi mineral
- Logam Tembaga Ton 594.721 447.500e 75
- Emas Ton 56 75 134
- Perak) Ton 183 436 238
- Timah Ton 89.610 94.800 105
- Bijih Nikel Ton 13.025.000 | 37.100.000 284
- Bauksit Ton 15.900.000 29.100.000 183
- Bijih Besi Ton 5.488.110 | 10.500.000 191
- Ni+ Coin matte Ton 75.700 72.900 %
- Ferronikel Ton Ni 19.000 19.600 103
7. | Produksi BBM Juta KL 46,6 37,8 81,54
8. |Produksi LPG Juta Ton 5,52 4,33 78,44
9. |Produksi LNG Juta Ton 53,6 42,09 78,53

Dilihat dari sumbernya, pasokan energi untuk domestik dapat dipenuhi dari 9 (sembilan) jenis energi
seprti yang terlihat dari tanel di atas. Dari 9 sumber tersebut, unit kerja yang bertugas mengelola pasokan
energi adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
Uraian indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk
domestik yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

1.

Produksi Minyak Bumi

Sesuai dengan APBN tahun 2012, target produksi minyak bumi (termasuk kondensat) telah ditetapkan
sebesar 950 MBOPD. Namun demikian, dalam perkembangan kegiatan produksi minyak bumi dan
kondensat selama tahun 2012, dilakukan perubahan target produksi melalui APBNP tahun 2012 yang
semula 950 MBOPD diubah menjadi 930 MBOPD. Sedangkan untuk rata-rata produksi minyak bumi
(termasuk kondensat)pada tahun 2012 adalah sebesar 860 MBOPD atau sekitar 92,47% dari target
produksi APBNP tahun 2012.

Jika dibandingkan dengan produksi minyak bumi ditahun 2011, produksi minyak tahun 2012 lebih
rendah yaitu dari 902 MBOPD di tahun 2011 menjadi 860 MBOPD di tahun 2012 atau menurun
sebesar 4,6%.

Tabel 5.10.
Lifting Minyak dan Gas Bumi
Uraian Realisasi 2011 Target APBN 2012 Realisasi 2012
Lifting
- Minyak Bumi (MBOPD) 902 950 860
- Gas Bumi (MBOEPD) 1.516 1,319 1,260

Terkait dengan perkembangan/ trend realisasi lifting minyak sejak tahun 2008, produksi minyak bumi
mengalami pencapaian di atas target pada tahun 2008, sedangkan pencapaian sejak tahun 2009 -
2012 berkisar 90% - 95%. Seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.
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Tabel 5.11.
Perkembangan Lifting Minyak Tahun 2008 - 2013

Minyak Bumi (ribu Barel)
Tahun
Prognosa Realisasi %

2008 339.282,07 340.332,48 100,31
2009 350.400,09 323.852,12 92,42
2010 352.225,00 334.875,78 95,07
2011 *) 344.925,00 327.813,80 95,00
2012 *) 340.380,03 *¥) 315.011,09 92,55
2013 328.500,00

")
Prognosa lifting minyak APBNP
**) Data berdasarkan hasil rekonsiliasi lifting migas tanggal 16 - 18 Januari 2013

Perkembangan Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel)
360.000,00 -
340.000,00
320.000,00 -
300.000,00 -
280.000,00 . . ' : ' 1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
H Prognosa M Realisasi

Gambar 5.24. Grafik Perkembangan Lifting Minyak Bumi
4Penurunan trend produksi minyak bumi sesungguhnya juga terjadi secara global. Produks

Cadangan minyak bumi pada tahun 2012 sebesar 7.408,24 MMSTB, yang terdiri dari cadangan
terbukti (proven) sebesar 3.741,33 MMSTB dan cadangan potensial sebesar 3.666,91 MMSTB.
Penemuan cadangan baru untuk minyak bumi sebesar 0,033 milyar barel (antara lain Lapangan
Arjuna KKT dan Lapangan Lumbian). Dengan tingkat produksi seperti saat ini, maka berdasarkan
perbandingan antara total cadangan minyak bumi dengan tingkat produksi minyak saat ini
diperkirakan cadangan minyak bumi masih dapat bertahan sekitar 23 tahun (dengan asumsi tidak ada
penemuan cadangan baru).

Berdasarkan data, terlihat bahwa terjadi penurunan cadangan minyak di tahun 2012 dibandingkan
pada tahun 2011 sebesar 4% (seperti yang terlihat pada peta cadangan dibawah ini), hal ini terutama
disebabkan karena penemuan cadangan baru relatif kecil dan tidak dapat mengimbangi laju produksi
pertahun dengan Reserves Replacement Ratio (R3) untuk minyak bumi sebesar 10,03%.
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Gambar 5.25. Cadangan Minyak Bumi Indonesia (1 Januari 2012)
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Gambar 5.26. Cadangan Minyak Bumi Indonesia Tahun 2011
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Gambar 5.27. Grafik Perkembangan Cadangan Minyak Bumi Indonesia
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Untuk mempertahankan produksi/lifting minyak bumi tersebut dilakukan upaya-upaya strategis

antara lain:

Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/lifting minyak bumi serta responsif dalam
mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.

Mendorong optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan
cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerjasama dan kebijakan terkait
lainnya.

Berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dalam hal program peningkatan produksi
migas sesuai INPRES No.2/2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.

Berkoordinasi secara intensif dengan daerah penghasil migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS untuk melakukan kegiatan operasinya dan
terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat.

Sesuai ketentuan Pasal 28 PP No.5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa:

1

2)

Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme
rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya
alam Perikanan.

Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi
dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas
bumi dari departemen teknis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 PP No.55 tahun 2005 tersebut, Ditjen Migas telah melaksanakan
penghitungan bersama lifting migas setiap triwulan dengan menghadirkan wakil dari Instansi
Pusat terkait, Kontraktor KKS dan daerah penghasil migas. Penghitungan realisasi lifting setiap
triwulan dengan daerah penghasil menggunakan metode cash basis (periode yang digunakan
adalah Desember 2011 s/d Nopember 2012). Hal ini karena penerimaan hasil penjualan minyak
bumi diterima 1 (satu) bulan setelah terjadinya transaksi penjualan minyak dan penerimaan hasil
penjualan gas bumi diterima 15 hari setelah terjadinya transaksi penjualan gas bumi.

Realisasi lifting minyak bumi tahun 2012 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN
dan APBNP, hal ini dikarenakan antara lain:

Terjadi penurunan produksi akibat shutdown beberapa sumur produksi, kendala teknis pada
compressor, kebocoran pipa dan kenaikan kadar air (water cut)

Tertundanya pelaksanaan drilling karena menunggu proses pembebasan lahan

Adanya penundaan jadwal penyerapan gas oleh Konsorsium PT Pertamina Gas dan PT Medco Gas
Indonesia menjadi 1 Januari 2014 serta proses penjualan gas dengan Perusda NSP Nunukan yang
direncanakan on-stream pada September 2013, sehingga pada tahun 2012 belum ada produksi
migas dari JOBP Medco Simenggaris.

Sampai dengan Tw.4 tahun 2012 belum ada lifting gas dari KKS Manhattan K.I, karena saat ini
dalam persiapan membangun fasilitas produksi gas dimana gas in ditargetkan pada kuartal ke 3
tahun 2013.

2. Produksi Gas Bumi

Sesuai dengan WP&B tahun 2012, target produksi gas bumi telah ditetapkan sebesar 8.523 MMSCFD
(1.522 MBOEPD). Sedangkan untuk rata-rata produksi gas bumi tahun 2012 adalah sebesar 8.150
MMSCFD (1.455 MBOEPD) atau sekitar 95,6 %dari target WP&B.
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Tabel 5.12.
Target dan Realisasi Produksi Gas Bumi

2011 2012
P .
roduksi Satuan Target Realisasi Target Realisasi
Gas Bumi 8.541 8.415 8.523 8.150
MMSCFD
(WP&B) (WP&B)
Ribu BOEPD 1.534 1.591 1.522 1.455

Terkait dengan perkembangan/ trend realisasi lifting gas bumi sejak tahun 2008, produksi gas bumi
mengalami pencapaian di atas target pada tahun 2008, sedangkan pencapaian sejak tahun 2009 -
2012 berkisar 90% - 95%. Seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 5.13.
Perkembangan Lifting Gas Bumi Tahun 2008 - 2013
Gas Bumi (ribu MMBTU)
Tahun
Prognosa Realisasi %

2008 2.343.089,88 2.371.617,80 101,22

2009 2.747.107,60 2.482.668,13 90,37

2010 2.831.668,90 2.796.886,65 98,77

2011 *) 2.835.685,00 2.685.568,61 94,70

2012 *) 2.896.890,00 **) 2.660.416,50 91,84
2013 2.879.850,00

Perkembangan Lifting Gas Bumi (Ribu MMBTU)

3.000.000,00 -
2.500.000,00 -
2.000.000,00 -
1.500.000,00 -
1.000.000,00 -

500.000,00 -

0,00 T T T T T 1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
M Prognosa M Realisasi

Gambar 5.28. Grafik Perkembangan Lifting Gas Bumi

Sebelum tahun 2000-an, kondisi pemanfaatan gas bumi tidak seperti saat ini, dimana kebutuhan
domestik sangat tinggi. Pada saat itu, pemanfaatan gas bumi dari cadangan besar biasanya untuk
ekspor, sedangkan gas bumi dari cadangan yang kecil untuk domestik. Selain itu, permintaan gas bumi
domestik pada era tersebut juga masih sangat rendah, sehingga kontrak-kontrak pengembangan gas
bumi lebih dominan untuk ekspor. Kontrak-kontrak gas bumi yang ditandatangani pada waktu itu
merupakan kontrak jangka panjang. Maka, ketika saat ini dimana permintaan domestik relatif tinggi,
kontrak-kontrak tersebut tidak dapat serta merta diubah untuk domestik, karena dapat berakibat
pada pelanggaran kontrak (default).

Adapun kendala-kendala dalam pencapaian target produksi gas bumi pada tahun 2012 antara lain
adalah :
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1) Kehilangan peluang produksi karena unplanned shutdown antara lain:

e Kebocoran pipa salur, seperti yang terjadi pada CNOOC, CICO

e Masalah peralatan, seperti kerusakan kompresor pada Total E&P Indonesie, Pertamina EP,
ConocoPhillips, CNOOC, ExxonMobil, PHE ONW, Star Energy, PetroChina, HESS Pangkah, PHE
WMO),

e Kejadian alam (a.l. penurunan temperatur akibat hujan dan banjir sehingga terjadi pengentalan
minyak/congeal, cuaca buruk/gelombang laut tinggi, gangguan petir sehingga menyebabkan

power tripped).
2) Kehilangan produksi karena kendala lain:

o Keterlambatan proyek /pengembangan lapangan.

e Permasalahan offtaker (maintenance kilang TWU) yang menyebabkan penyerapan produksi
MCL menurun.

o Kendala subsurface,seperti yang terjadi pada Pertamina EP, Total E&P & COPI blok B. Kendala
sub surface ini antara lain dapat berupa kenaikan water cut, problem kepasiran dIl.
3) Perpanjangan planned shutdown.

4) Kendala perijinan, khususnya ijin lokasi pemboran dan transportasi yang mengakibatkan
keterlambatan proyek/pengembangan lapangan.

5) Permasalahan sosial, seperti pemblokiran jalan/lokasi, faktor keamanan dan pencurian minyak &
peralatan.
Sedangkan upaya-upaya strategis yang telah dilakukan untuk mencapai target antara lain :

1. Meningkatkan kehandalan peralatan produksi dengan preventive/predictive maintenance untuk
mengurangi unplanned shutdown.

Meningkatkan efisiensi operasi dan optimasi fasilitas produksi.
Meningkatkan upaya optimasi produksi pada lapangan eksisting (a.l. workover, infill drilling)
Penerapan EOR pada lapangan-lapangan yang berpotensi.

Percepatan pengembangan lapangan-lapangan baru.

o 1ok W

Meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian masalah yang terkait dengan regulasi, perijinan dan
tumpang tindih lahan dan keamanan.

Cadangan gas bumi pada tahun 2012 sebesar 150,70 TCF, yang terdiri dari cadangan terbukti (proven)
sebesar 103,35 TCF dan cadangan potensial sebesar 47,35 TCF. Dengan tingkat produksi seperti saat
ini, maka berdasarkan perbandingkan antara total cadangan gas bumi dengan tingkat produksi gas
bumi saat ini, diperkirakan cadangan gas bumi masih dapat bertahan sekitar 49 Tahun (dengan asumsi
tidak ada penemuan cadangan baru).

Seperti halnya cadangan minyak bumi, terlihat juga penurunan cadangan gas bumi di tahun 2012
dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 1,2% (seperti yang terlihat pada peta cadangan dibawah ini).
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Gambar 5.30. Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia Tahun 2011
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Gambar 5.31. Perkembangan Cadangan Gas Bumi Indonesia
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3. Coal Bed Methan

Pada tahun 2012 ini, ditargetkan produksi CBM untuk pembangkit listrik sebesar 21,7 MBOEPD,
namun sampai akhir tahun 2012 masih dalam tahap pengembangan dan belum berproduksi.

4. Produksi Batubara

Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, perlu memperhatikan kemampuan pasokan energi
untuk domestik. Batubara adalah salah satu energi primer yang juga menjadi prioritas dalam rangka
memenuhi pasokan energi untuk domestik. Pasokan batubara untuk energi harus dipenuhi dan dijaga
supaya akses atau kemampuan dari perusahaan batubara cukup dalam memenuhi pasokan batubara
dalam negeri, sehingga tidak terjadi kelangkaan batubara.

Untuk menjaga ketersediaan batubara dalam negeri secara berkelanjutan dan juga sebagai cara kontrol
pemerintah dalam menjaga kontinuitas pemanfaatan batubara yang mendukung pembangunan
nasional, Kementerian ESDM menyusun rencana produksi batubara nasional. Rasio cadangan terhadap
produksi batubara dari tahun ke tahun semakin kecil, oleh karena itu perencanaan produksi batubara
memiliki peran yang sangat penting dalam konservasi batubara.

Produksi batubara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) 2012
ditargetkan sebesar 332 juta ton. Pada realisasinya, produksi batubara tahun 2012 mencapai 386 juta
ton atau capaian kinerja sebesar 116% terhadap target tahun 2012. Produksi batubara tersebut , jika
dibandingkan dengan realisasi di tahun 2011, ekivalen dengan 109%, yaitu sebesar 353 juta ton.
Perkembangan produksi energi fosil sejak tahun 2009 sampai 2012 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.14
Produksi Energi Fosil Tahun 2009-2012

2012

Komoditi Rencana/ % terhadap| % terhadap

Realisasi
APBN-P [0 | target | 2011

Total Produksi
Energi fosil
Minyak Bumi |  ribuboepd 530 860 92% 85%

ribu boepd L ! 6.342 6.763 107%) 105%)

MMSCFD 8.926 3.196 92% 57%
ribu boepd 1.594 1464 92% 97%
jutaton 332 386 116% 109%
ribu boepd 3.818 4439 116% 109%

% terhadap total
Produksi 60% 66% 108% 104%

Gas Bumi

Batubara

Pertumbuhan produksi batubara selama 5 (lima) tahun terakhir dan rencana produksi batubara tahun
2013, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan batubara
sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah sebesar 13%. Pertumbuhan produksi batubara ini
menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa batubara juga mempunyai
peranan penting dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, karena secara langsung juga
meningkatkan penerimaan Negara.
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Gambar 5.32. Produksi Batubara 2009-2012 dan Rencana 2013

Produksi batubara baik untuk domestik maupun ekspor, berasal dari perusahaan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), PT. Bukit Asam (PTBA) dan IUP. Untuk PKP2B,
pertumbuhan produksi batubara selama kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 9,2%/tahun.
Sedangkan pertumbuhan produksi batubara PTBA mengalami hal yang positif sebesar 9%/tahun.
Kemudian produksi batubara dari IUP mengalami pertumbuhan positif sebesar 31,7%/tahun.
Pertumbuhan produksi batubara dari IUP memang cukup bagus, namun hal ini menjadi antisipasi
dikarenakan pertumbuhan produksi juga harus sejalan dengan peningkatan kesadaran akan good
mining practice dan pemenuhan kebutuhan produksi dalam negeri. Karena jangan sampai terus
melakukan penambangan tetapi tidak melihat sisi keselamatan, penambangan yang baik dan juga tidak
memperhatikan sisi lingkungan. Jumlah produksi batubara masing-masing perusahaan seperti terlihat
pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.15.
Jumlah Produksi Batubara Menurut Jenis Perusahaan

Jenis
Perusahaan 2008
177 197 219 245

PKP2B 251
PT. BA 10 11 12 12 14
Iup 53 a6 a4 96 121
Total 240 254 275 353 386

5. Pasokan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Batubara yang telah dijelaskan diatas tadi, disamping sebagai sumber energi juga diartikan sebagai
komoditi dan sumber pemasokan pendapatan Negara. Batubara sebagai sumber energi yang
dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri juga dipergunakan untuk kepentingan industri dalam
negeri. Untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri Pemerintah mengatur dalam Permen ESDM
No0.34/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan
Dalam Negeri. Kebijakan pemenuhan domestik dalam negeri kebijakan Domestic Market Obligation
(DMO) ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewajibkan perusahaan batubara untuk memenubhi
batubara di dalam negeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012
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Gambar 5.34. Latar Belakang Pemenuhan Kebutuhan DMO Batubara

Diterapkannya DMO batubara cukup efektif untuk turut menjamin ketersediaan batubara dalam negeri.
Berdasarkan KepMen ESDM No. 1991 K/30/MEM/2011 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase
Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012, dinyatakan bahwa
Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (end user domestic) oleh pemakai
batubara tahun 2012 adalah sebesar 82,07 juta ton. Hal tersebut, secara rinci dapat dijabarkan pada
tabel berikut ini:

Tabel 5.16.
DMO Batubara 2012 (KepMen ESDM No. 1991 K/30/MEM/2011)

TONASE (JUTA

PERUSAHAAN TON) GCV (GAR)
I | PLTU
PLN & PLTGB-PLTGBB 57.20 69.70 4.000 - 5.200
IPP 10.76 13.11 4.000 - 5.200
PT FREEPORT INDONESIA 0.83 1.01 5,800
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PT NEWMONT NUSA TENGGARA 0.54 0.66 5,000

PT PUSAKA JAYA PALU POWER 0.19 0.23 5,000
Il | METALURGI

PT INCO 0.14 0.16 5.900

PT ANTAM 0.19 0.23 6600
Il | SEMEN, PUPUK,PULP DAN TEKSTIL

SEMEN 8.40 10.24 4.100 - 6.300

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL 1.93 2.35 5.000 - 6.500

PUPUK 1.30 1.58 4.200 - 5.400

PULP 0.60 0.73 4.500 - 5.500

Namun, pada bulan Agustus 2012 telah terjadi penurunan kebutuhan DMO batubara untuk PLTU dari
67,96 juta ton menjadi 53,13 juta ton, sehingga DMO batubara 2012 mengalami perubahan dari 82,07
juta ton menjadi 67,25 juta ton sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 909 K/30/D]JB/2012 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1991 K/30/MEM/2011 tentang Penetapan
Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012.

Tabel 5.17.
Revisi DMO Tahun 2012 (sesuai Kepmen ESDM No. 909 /30/DJB/2012)

PERUSAHAAN TONASTEON) L GCV (GAR)
|| PLTU
PLN & PLTGB-PLTGBB 37.18 55.29 4000 - 5200
PP 15.95 2372 4000 - 5200
PT FREEPORT INDONESIA 083 123 5,800
PT NEWMONT NUSA TENGGARA 054 080 5,000
PT PUSAKA JAYA PALU POWER 0.19 028 5,000
I | METALURGI
PT INCO") 0.14 021 5,900
PT ANTAM 0.19 028 6600
Il | SEMEN, PUPUK,PULP DAN TEKSTIL
SEMEN 8.40 12.49 4100 - 6300
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL *) 193 287 5.000 - 6.500
PUPUK 1.30 1.93 4200 - 5.400
PULP ¥) 060 089 4500 - 5.500

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa komposisi DMO batubara pada Tahun 2012
setelah revisi, adalah seperti tabel di bawah ini.
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Tabel 5.18.
Revisi Target Jumlah Pasokan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Target

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Revisi
Jumlah pasokan Juta Ton 82 67,25 67,25 100

E::ﬁj;zmt:gm negeri (KepMen ESDM No. (Kepmen ESDM No.
1991.K/30/ MEM/2011) 909 /30/DJB/2012)

Sesuai Kepmen ESDM nomor No. 909 /30/D]JB/2012, bahwa target pasokan batubara untuk kebutuhan
dalam negeri adalah sebesar 67,25 Juta Ton, sesuai data realisasi jumlah pasokan batubara dalam negeri
tahun 2012 atau yang dipergunakan oleh end user pada akhir tahun 2012 adalah sebesar 67,25 juta ton,
maka realisasi pasokan ditahun 2012 ini mencapai target yang ditetapkan berdasarkan kepmen ESDM
tersebut yaitu 100%. Dari data tersebut, capaian angka pasokan batubara sebesar 67,25 juta ton adalah
dibawah angka domestik pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini .

82

B Domestik B Produksi

Gambar 5.35. Pasokan Batubara Tahun 2012

Seperti yang terlihat pada grafik diatas, data pasokan batubara domestik dan data DMO berbeda pada
domestik sebesaar 82 juta ton dan pada DMO adalah sebesar 67,25 Juta Ton. Hal ini disebabkan karena
data pada DMO adalah data batubara yang langsung digunakan oleh end user atau digunakan langsung
oleh pemakai batubara, seperti untuk PLTU, metalurgi dan tekstil. Sedangkan untuk data domestik
diperoleh dari data DMO ditambah dengan produksi batubara yang antara lain produksi tersebut di
distribusikan ke trader batubara sebesar 14,75 juta ton. Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi
permasalahan terkait DMO yaitu tidak adanya ketentuan harga dalam proses transfer kuota sehingga
harganya berfluktuasi di pasar kuota dan belum semua IUP masuk sebagai kewajiban DMO, karena data
IUP produksi belum terdata dengan lengkap di Dinas Pertambangan dan Energi Prov/Kab/Kota.

Untuk memenuhi pasokan batubara dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik, maka
Kementerian ESDM melalui Ditjen. Minerba telah melakukan kegiatan pengawasan DMO dari
perusahaan pertambangan batubara yang meliputi evaluasi laporan pelaksanaan pemenuhan kewajiban
DMO batubara oleh badan usaha batubara dan mengananalisa kesesuaiannya dengan kebutuhan
batubara dalam negeri (kualitas batubara produsen dan kebutuhan kualitas batubara konsumen).
Adapun tindak lanjut dari pemenuhan kewajiban pemasokan batubara untuk dalam negeri sebagai
berikut :

a. Blending facility, yang tidak memenuhi kualitas diterima semua kemudian di blending sesuai
kebutuhan end user domestik
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b. Meningkatkan demand domestik dengan cara memperbanyak PLTU Mulut Tambang, Gasifikasi dan
Pencairan Batubara

¢. Koordinasi dengan Dinas Pertambangan, menyangkut perusahaan IUP OP Batubara yang dikenakan
wajib DMO.

6. Produksi Mineral

Indonesia telah lama dikenal dunia sebagai negara penghasil timah, nikel, bauksit, tembaga, emas dan
perak. Produksi Mineral di Indonesia dikelola oleh beberapa perusahaan besar, seperti: PT. Freeport
Indonesia yang menghasilkan tembaga, emas dan perak; PT Antam, Tbk yang menghasilkan bijih nikel,
emas dan perak; PT Timah, Tbk menghasilkan timah; dan PT. Inco, Tbk menghasilkan nikel mate.

Penyusunan rencana produksi mineral oleh suatu perusahaan perlu mendapat perhatian dan telaahan
dikaitkan dengan kepentingan nasional berupa terjaminnya pasokan untuk kebutuhan dalam negeri,
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan cadangan layak tambang, intensitas kegiatan eksplorasi yang
akan menambah jumlah cadangan layak tambang dan memperpanjang masa operasi, kualitas dan
kuantitas produk, cut of grade, harga/permintaan pasar, keuntungan yang akan diperoleh, konservasi
bahan galian, legal aspek berupa tingkat produksi yang sesuai dengan dokumen Studi Kelayakan dan
Amdal yang disetujui, disamping memptenaGertimbangkan hambatan-hambatan pengusahaan.
Penyusunan Rencana Produksi Mineral perlu dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan produksi
mineral dan batubara nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam membuat
kebijakan perencanaan produksi serta optimalisasi produksi dan pemanfaatan suatu kegiatan
pengusahaan bahan galian mineral.

Tabel 5.19. Produksi Mineral

2012
NO KOMODITAS MINERAL | Satuan Realisasi | C2paian
Rencana Produksi (%)
10. Logam Tembaga (ton) Ton 594.721 447.500 75
1. Emas (ton) Ton 56 75 134
12. Perak (ton) Ton 183 436 238
13. Timah (ribu ton) Ton 89.610 94.800 105
14, Bijih Nikel (juta ton) Ton 13.025.000 37.100.000 284
15. Bauksit (juta ton) Ton 15.900.000 29.100.000 183
16. Bijih Besi (juta ton) Ton 5.488.110 10.500.000 191
17. Ni + Co in matte (ribu ton) Ton 75.700 72.900 96
18. Ferronikel (ribu ton Ni) Ton Ni 19.000 19.600 103

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan, produksi mineral tahun 2012 relatif baik, terdapat peningkatan
produksi dari beberapa komoditi mineral seperti produksi emas dan perak sampai menyentuh angka 134%
dan 238%, hal ini terjadi akibat mulai berproduksinya PT MSM, PT TTN, PT KBK dan PTAR di tahun 2012,
sehingga mendongkrak angka produksi emas dan perak ke angka 75 ton dan 436 ton. Selanjutnya produksi
timah juga melebihi 5% dari targetnya, penambahan ini berasal dari bertambahnya pemegang ET Timah di
tahun 2012 sehingga pelaku usaha timah bertambah. Demikian juga dengan bijih nikel, bijih bauksit dan bijih
besi yang melampaui target sebegitu besar karena adanya ekspor besar besaran yang dilakukan pengusaha
pada triwulan pertama tahun 2012 sebagai antisipasi perusahaan terhadap pemberlakuan pengendalian tata
niaga ekspor mineral yang mulai diberlakukan pada Mei 2012.

Dari produksi mineral yang dapat melebihi targetnya di atas masih ada beberapa mineral yang tidak dapat
mencapai targetnya yaitu logam tembag dan Nikel mate masing-masing deegan capaian 75% dan 96%,
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dikarenakan produksi PTFI dan PT NNT yang menurun pada tahun 2012. Hal ini terkait dengan rencana
penambangan PTFI dan PT NNT yang mayoritas menambang ore low grade sebagai kelanjutan fase
penambangan yang dilakukan oleh kedua perusahaan.

7. Produksi BBM

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri secara langsung menuntut adanya
ketersediaan fasilitas pengolahan migas yang cukup memadai, baik dari segi kapasitas maupun
produksi. Meningkatnya konsumsi BBM di Indonesia terkait pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor
yang tidak disertai dengan penambahan kapasitas produksi kilang membuat kekurangan jumlah
pasokan BBM di Indonesia dipenuhi dari impor.

Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2012 adalah sebesar

1.157,1 MBCD yang terdiri atas:

5) Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD

— RU-II Dumai / Sungai Pakning
— RU-III Plaju / S. Gerong

— RU-IV Cilacap

— RU-V Balikpapan
— RU-VI Balongan
— RU-VII Kasim

: 177 MBCD
:127,3 MBCD
: 348 MBCD

: 260 MBCD

: 125 MBCD

: 10 MBCD

6) Kilang Pusdkilat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD

7) Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD, mengolah
bahan baku berupa kondensat, saat ini sedang tidak beroperasi.

8) Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) dengan kapasitas 6 MBCD

Selain berbahan baku minyak bumi/kondensat, BBM juga dapat dihasilkan dari bahan baku lainnya,
seperti di kilang PT Patra SK di Dumai yang berbahan baku uncorverted oil (kapasitas 25 MBCD) serta
PT Primergy Solution (Gresik) yang menghasilkan BBM dari pelumas bekas (kapasitas pelumas bekas

600 ton per bulan).
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Gambar 5.36. Peta Lokasi Kilang Minyak di Indonesia

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012



Perkembangan kilang di Indonesia belum mengalami banyak kemajuan semenjak RU IV Balongan
beroperasi pada tahun 1994. Mulai saat itu, tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru milik
Pertamina. Tercatat hanya kilang milik swasta dengan kapasitas kecil, yaitu kilang milik PT TWU dan PT
TPPI di Jawa Timur yang beroperasi. Penambahan kilang baru oleh Pertamina yang direncanakan akan
dibangun adalah Kilang Balongan II dan Kilang Tuban. Sedangkan pengembangan kilang existing akan
dilakukan melalui penambahan fasilitas RFCC di RU IV Cilacap, proyek Centralized Crude Terminal di RU
V Balikpapan, proyek Open Access dan Calciner di RU Il Dumai dan proyek revamping FCCU RU III Plaju.

Grafik Perkembangan Kapasitas Kilang
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Gambar 5.37. Grafik Perkembangan kapasitas kilang minyak dan hasil olahan Indonesia

Berdasarkan estimasi hasil produksi BBM di kilang dalam negeri (PT Pertamina, Pusdiklat Migas Cepu,
TPPI dan PT TWU) pada tahun 2012, jumlah BBM yang dihasilkan sebesar 37,8 juta KL dimana demand
BBM dalam negeri mencapai 71,7 juta KL. Dengan demikian, kemampuan pasokan kilang dalam negeri
hanya mampu mensuplai sebesar 53% dari total permintaan kebutuhan konsumsi BBM. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan produksi BBM dari kilang dalam negeri masih di bawah target yang
ditetapkan sebesar 65%.

Hal tersebut di atas disebabkan antara lain karena setiap tahunnya, kemampuan pasokan BBM dari
kilang domestik terus menurun persentasenya dibandingkan dengan BBM impor yang masuk ke
Indonesia. Hal ini terkait tingkat produksi BBM dari kilang dalam negeri yang stagnan akibat tidak
adanya penambahan kilang minyak yang baru sejak tahun 1994, sedangkan konsumsi BBM yang terus
meningkat dengan adanya perkembangan industri dan meningkatnya jumlah kendaraan secara luar
biasa. Sebagai gambaran, konsumsi BBM PSO (Premium, Kerosene, Solar) pada tahun 2011 sebesar
41.79 juta KL, pada tahun 2012 meningkat menjadi 45.27 juta Kl dan tahun 2013 diprediksi menembus
48 juta KL. Selisih pasokan tersebut akhirnya dipenuhi oleh impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina
maupun impor BBM oleh Badan Usaha ritel asing yang terdaftar. Jumlah impor BBM yang semakin hari
semakin meningkat akan berakibat pada menurunnya kemampuan pasok BBM dari kilang dalam negeri.
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Produksi BBM Kilang Indonesia
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= Total Impor 21,184,048 24,081,535 24,615,288 22,157,130 26,017,419 31,146,754 33,940,389
m— Avgas+Avtur 1,696,699 1,306,845 1,789,199 2,650,858 2,499,017 2,712,891 3,030,118
== Minyak Bakar 4,820,185 5,136,408 4,969,526 4,480,563 3,581,729 3,223,681 2,440,969
s Minyak Diesel 497,820 269,466 180,997 145,192 162,381 214,878 190,832
mmm Minyak Solar 14,376,022 13,057,103 14,757,163 17,605,813 17,068,826 19,011,350 19,233,646
mmm Kerosene 8,545,565 8,257,492 7,636,911 4,686,635 3,018,532 2,310,851 1,820,046
=== Bensin 95 128,289 158,070 114,789 142,312 118,698 117,076 90,012
s Bensin 91 436,278 472,284 297,982 596,768 628,696 388,804 358,193
mmmm Bensin 88 10,884,663 11,342,647 11,512,265 11,885,420 10,624,445 10,250,059 10,595,794

Total Produksi 41,387,527 40,002,322 41,260,840 42,195,569 37,704,334 38,231,601 37,759,611
==li=PSO 37,456,263 38,665,394 39,221,443 37,917,140 38,379,501 41,786,000 45,270,000

Total Konsumsi 62,571,575 64,083,857 65,876,127 64,352,698 63,721,753 69,378,355 71,700,000

Gambar 5.38. Grafik Produksi, Konsumsi, dan Subsidi BBM
Di samping itu, beberapa kendala operasi dialami oleh kilang minyak antara lain:

— Kilang minyak Pertamina RU-VII Sorong, sampai dengan saat ini belum dapat dioperasikan oleh
Pertamina sejak mengalami kendala teknis pada kolom distilasinya pada bulan Maret 2010.

— Kilang TPPI pada tahun 2012 tidak beroperasi dikarenakan adanya kendala non teknis.

Pembangunan unit RFCC di RU IV cilacap dengan kapasitas 62 MBSD direncanakan akan menghasilkan
tambahan produksi 62.000 HOMC 92 25.000 - 35.000 bph, LPG, propilen, dan fuel oil. Proyek ini
direncanakan onstream pada tahun 2014/2015.

Pembangunan kilang Balongan II dengan kapasitas 300 MBCD dan bekerjasama dengan KPI (Kuwait
Petroleum Industry), direncanakan beroperasi tahun 2018 saat ini masih terkendala dengan proses
pengajuan insentif yang diajukan pihak KPI. Status terakhir mengenai rencana pembangunan kilang
Balongan II adalah telah disepakati IOC partner yaitu SK Energy dan insentif yang diminta oleh KPI
tidak semua dapat dipenuhi oleh Kementerian Keuangan.

Pembangunan kilang Jawa Timur dengan kapasitas 300 MBCD dan bekerja sama dengan Saudi Aramco
yang direncanakan beroperasi pada tahun 2018 saat ini masih terkendala dengan proses pengajuan
insentif yang diajukan pihak Saudi Aramco. Status terakhir mengenai rencana pembangunan kilang Jawa
Timur adalah saat ini dalam tahap studi tentang market di Jatim dan kajian mengenai konfigurasi kilang

Realisasi Kebutuhan BBM dan Rencana Pembangunan Kilang Minyak Baru

Kebutuhan BBM dalam negeri saat ini sekitar 47% dipenuhi dari impor. Dengan meningkatnya
kebutuhan BBM dari tahun ke tahun, ketergantungan Indonesia pada impor BBM diperkirakan akan
semakin meningkat. Melihat kondisi yang ada, pemerintah telah mendorong adanya pembangunan
kilang minyak baru untuk meningkatkan kehandalan penyediaan BBM dari dalam negeri.

Sebagai gambaran, pada tahun 2012 total kapasitas kilang di dalam negeri adalah sebesar 1157 MBCD,
dengan estimasi produksi BBM sebesar 652 MBCD, sedangkan angka konsumsi BBM dalam negeri
sebesar 1236 MBCD. Dengan demikian timbul defisit pasokan BBM sekitar 584 MBCD atau sekitar 47%
dari total kebutuhan nasional yang dipenuhi melalui impor BBM.

Sampai dengan tahun 2015, direncanakan hanya ada penambahan kapasitas produksi dari mulai
beroperasinya kilang Muba (0.8 MBCD) dan selesainya proyek RFCC kilang Cilacap (62 MBCD).
Diperkirakan pada tahun 2015 sudah dibutuhkan 3 unit pengolahan (kilang) baru dengan kapasitas
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masing-masing 200 MBCD. Jika rencana pembangunan kilang ini terus tertunda dan terkendala, maka
setiap tahunnya jumlah unit kilang baru yang perlu dibangun akan terus bertambah dan jumlah impor
BBM pun akan semakin besar.

SUPPLY —- DEMAND BBM & RENCANA PEMBANGUNAN KILANG
Kilang APBN
Tuban (300 MBCD)
(300 MBCD)
Balongan Il
(300 MBCD)
R ap (6 BCD
2,000,000 da 0 BCD
—T
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= 72\
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s
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o
= Konsumsi === Produksi —Suplai ~-Biofuel
CATATAN:
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= Konversi minyak mentah menjadi BBM untuk kilang yang akan dibangun diasumsikan
90%
Gambar 5.39. Grafik Supply — Demand BBM dan Rencana Pembangunan Kilang
Realisasi Insentif Investasi Pembangunan Kilang Minyak
Sampai dengan saat ini, ada beberapa rencana pembangunan kilang minyak baru, antara lain:
Tabel 5.20. Rencana Pembangunan Kilang Baru
KILANG KAP. PELAKSANA PROGRESS ON
(MBSD) PEMBANGUNAN STREAM
Balongan Il 300 - Pertamina + Joint Study 2018
- Kuwait Petroleum - Incentive Package
Int’l - Laporan kemajuan
Detail Feasibility Study
(DFS) telah disampaikan
kepada Menkeu dengan
tembusan MESDM dan
saat ini sedang tahap
penyelesaian
Tuban 300 - Pertamina « Pre — MoU 2018
- Saudi Aramco « Market Study
Kilang APBN 300 - Pemerintah - Feasibility Study 2019
- Pertamina « Telah disetujui

Anggaran sebesar 250
Milyar pada 2013 (DIPA
DITJEN MIGAS)

Setelah terbitnya UU no. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah ada beberapa investor yang
berminat membangun kilang minyak, namun hanya sedikit yang terealisasi. Lambatnya realisasi
pembangunan kilang minyak antara lain disebabkan besarnya investasi yang diperlukan, resiko tinggi
dan keekonomian yang marjinal. Untuk itu, dalam rangka mendukung terealisasikannya pembangunan
kilang minyak, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu
BKPM, Depkeu, Setjen DESDM dan Pertamina guna membahas dukungan insentif investasi kilang.
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Sebagai hasilnya, saat ini untuk industri pengolahan minyak bumi telah diberikan insentif dengan

gambaran sebagai berikut:

Tabel 5.21. Insentif untuk Pembangunan Kilang Minyak

PP 62 Tahun 2008 sebagai amandemen PP 1 Tahun
2008 tentang PPh untuk Penanaman Modal di
Bidang Usaha dan/atau Daerah Tertentu

PP No. 94 Tahun 2010 dan PMK Nomor
130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas
Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan

» Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari
jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6
tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.

» Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat
diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak,
terhitung sejak dimulainya produksi komersial.

* Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang
dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar
10%, atau ftarif yang lebih rendah menurut
persetujuan penghindaran pajak berganda yang
berlaku.

 Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat

 Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan
Pajak Penghasilan badan), Wajib Pajak diberikan
pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang
selama 2 (dua) Tahun Pajak.

» Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun
tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan
sebagaimana diatur pada PP No. 1 Tahun 2008

Ket : Fasilitas pembebasan Pajak hanya dapat diberikan
kepada Industri pionir (industri yang memiliki keterkaitan
yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang

tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki
nilai strategis bagi perekonomian nasional) termasuk
industri pengolahan minyak bumi

Volume minyak mentah domestik dalam komposisi umpan kilang minyak dalam negeri

Jumlah minyak mentah domestik (tidak termasuk kondensat) yang masuk kilang minyak pada tahun
2012 diperkirakan sebesar 211 juta barel, dengan jumlah total minyak mentah (tidak termasuk
kondensat dan bahan baku lainnya) yang diolah di kilang di sebesar 295 juta barel. Minyak mentah
domestik yang digunakan antara lain dari jenis minyak SLC (Minas), Duri dan Banyu Urip. Sedangkan
minyak mentah impor yang masuk kilang antara lain Arabian crude, Azeri crude dan Escravos Light.

8. Produksi LPG

Realisasi Pengolahan Gas Bumi

Kilang pengolahan gas di Indonesia terbagi menjadi proses pengolahan LNG dan LPG. LPG dapat
dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Sama halnya dengan LNG, kilang LPG yang berbahan
baku gas bumi ada yang mengikuti pola hulu maupun pola hilir. Untuk kilang LPG pola hulu umumnya
dimiliki oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sedangkan kilang LPG pola hilir dimiliki oleh
Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha pengolahan gas bumi yang diterbitkan oleh
pemerintah.

Realisasi Produksi LPG

Dengan adanya penambahan kilang-kilang gas baru setelah implementasi UU No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, maka kapasitas pengolahan gas bumi di dalam negeri pada akhir tahun
2012 mengalami kenaikan sebesar 2,61% dibanding tahun 2011, dikarenakan pada bulan November
2012 ada dua kilang LPG yang mulai beroperasi yaitu kilang Gasuma Federal Indonesia di Tuban
dengan kapasitas 70 ton LPG/hari dan kilang Media Karya Sentosa Phase Il di Gresik dengan kapasitas
230 ton LPG/ hari. Sehingga total kapasitas terpasang kilang LPG sampai akhir tahun 2012 adalah
sebesar 4,33 juta ton. Peningkatan kapasitas kilang LPG dan LNG dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.
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Kilang LPG (MMTPA) Kilang LNG (MMTPA)
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Gambar 5.40. Perkembangan Kapasitas LPG dan LNG

Tabel 5.22. Kapasitas Desain Kilang LPG yang Beroperasi di Indonesia

Nama Badan Usaha Lokasi Kapasitas Kapasitas
i Toniharl i i MTPAi
PT. Pertamina (Persero) Dumai 68,00
PT. Pertamina (Persero) Musi 360 131,00
PT. Pertamina (Persero) Cilacap 630 318,00
PT. Pertamina (Persero) Balikpapan 250 91,00
PT. Pertamina (Persero) Balongan 1500 548,00
Sub Total Kilang Minyak 1.156,00
| KilangGasPolaBuly ]
PT. Pertamina (Persero) Bontang 2,74 1.000,00
Chevron T. Santan 247 90,00
Petrochina Arar 38 14,00
Petrochina Jabung 1,315 600,00
Conoco Phillips Belanak 1,151 525,00
Hess Ujung Pangkah 247 113,00
Sub Total Kilang Gas Pola Hulu 2.342,00
_
PT. Pertamina (Persero) P. Brandan 44,00
PT. Pertamina (Persero) Mundu 100 37,00
PT. Maruta Bumi Prima Langkat 46,57 17,00
PT. Medco LPG Kaji Kaji 200 73,00
PT. Titis Sampurna Prabumulih 200 73,00
PT. Sumber Daya Kelola Tugu Barat 18 7,00
PT. Odira Energy Persada Tambun 150 55,00
PT. Surya Esa Perkasa Lembak 125 46,00
PT. Yudhistira Haka Perkasa Cilamaya 120 44,00
PT. Wahana Insannugraha Cemara 102,3 37,00
PT. Media Karya Sentosa Gresik 160 58,00
PT. Tuban LPG Indonesia Tuban 480 175,00
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Nama Badan Usaha Lokasi Kapasitas Kapasitas
(Ton/hari) (MTPA)
PT. Yudistira Energi Pondok Tengah 160 58,00
PT. Media Karya Sentosa Phase 11 Gresik 230 84,00
PT. Gasuma Federal Indonesia Tuban 70 26,00
Sub Total Kilang Gas Pola Hilir 834,00
Total Kilang Gas 3.176,00

Tabel 5.23. Kapasitas Desain Kilang LPG yang sedang tahap konstruksi di Indonesia

Nama Badan Usaha Lokasi Kapasitas Kapasitas
Ton/hari MTPA
PT. Maruta Bumi Prima Bekasi 80 29,00
PT. Intermedia Energi Bojonegoro 36 13,00
PT. Sumber Daya Kelola Losarang 10.5 38,00
TOTAL 361,00
PT. ARUN KILANG LPG & LNG DI INDONESIA

ARUN
KAPASITAS : 12,85 MMTPA

PT. MARUTA BUMI PRIMA T BADAK
LANGKAT BONTANG CHEVRON
KAPASITAS : 17 MTPA KAPASITAS LNG: 21.64 MMTPA TJ. SANTAN
) KAPASITAS : 90 MMTPA
0 PT. PERTAMINA (PERSERO) KAPASITAS LPG: 1 MMTPA R )
UP | PANGKALAN BRANDAI | PT. DONGGI SENORO LNG 1
KAPASITAS : 44 MTPA CONOCO PHILLIPS | KAPASITAS :2 MMTPA 1
L) BELANAK L 1
PT.PERTAMINA (PERSERO) [ L= == oo m o mmm oo
KAPASITAS : 525 MTPA| S
Q 'S UP V BALIKPA
KAPASITAS : 91 MTPA PETROCHINA
O N PT. PERTAMINA (PERSERO) P 42 om
vy UP 1l DUMAI ° KAPASITAS : 14 MTPA
PETROCHIN . KAPASITAS : 68 MTPA j
TJ. JABUNG rel < °
KAPASITAS : GWTP PT.PERTAMINA (PERSERO)
PT. MEDCO LPG KAJI UP Il MUSI -
KAl % KAPASITAS : 131 MTPA
KAPASITAS : 73 MTPA [JPT.5U A PERKASA HESS
—————————— 3 LEMBAK UJUNG PANGI JA
PT. E1 PERTAGAS ] KAPASITAS : 46 MTPA | KAPASITAS :113 )

SUNGAI GERONG
KAPASITAS 259 MTPA !

PT.MEDIA KARYA sgNTOsA| | BP
GRESIK, JATIM TANGGUH
KAPASITAS : 58 MTPA KAPASITAS :7,6 MMTPA

PT. TITS SAMPURNA

PRABUMULIH PT. TUBAN LPG INDONESIA (Cf(
KAPASITAS : 73 MTPA Xy TUBAN > =
PT. PERTAMINA (PERSERO) (" o175 (ugER DAYA KELOvI}|\_ SN il il i =
UP VIBALONGAN DAN MUNDU| | | n5arANG | | PT.INTERMEDIA ENERGI | | PT.GASUMA FEDERAL INDONESIA
1

KAPASITAS : 584 MTPA

I
I
KAPASITAS :3.8 MTPA | BOJONEGORO 1 ! TuBAN |
I

PT. SUMBER DAYA KELOLA /" - Z‘ - _J_ == ="'\ karasiTas :13 mTPA :\LKAF'ASITAS : 22 MTPA
A i |
TUGU BARAT :;-K"ig'l‘um EUMIERImAYY! \ PT.WAHANA INSANNUGRAHA
KAPASITAS : 7 MTPA
! capasiTas :20 mPA ! CEMARR, JABAR ®  KILANG LNG (42,09 MMTPA)
PT. BBWM ettt il ! KAPRSITRS : a7 WTPA ®  KILANG LPG (4,22 MMTPA)
TAMBUN PT. YUDISTIRA ENERGY PT. YUDHISTIRA HAKA P. PT. PERTAMINA (PERSERO) - ’
KAPASITAS : 55 MTPA PONDOK TENGAH CILAMAYA, JABAR UP IV CILACAP I= — sRENCANA PEMBANGUNAN
KAPASITAS 58 MTPA KAPASITAS : 44 MTPA KAPASITAS : 318 MTPA

Gambar 5.41. Peta Kilang LPG dan LNG di Indonesia

Di tahun 2012, dari total kapasitas kilang LPG yang eksisting sebesar 4,33 juta metrik ton diperkirakan
dihasilkan LPG sebesar 2,51 juta metrik ton, sedangkan konsumsi sebesar 4,90 juta metrik ton,
sedangkan pemenuhan kekurangannya didapat dari impor. Sebagai upaya untuk mengurangi impor LPG
dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan upaya pemanfaatan lapangan marginal, maka
Pemerintah mulai merencanakan pembangunan sebuah kilang LPG mini yang didanai APBN. Rencana
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pembangunan kilang LPG mini sudah dimulai sejak tahun 2010 dimulai dari pengerjaan FEED, DEDC,

UKL/UPL, tahun 2011 kajian kelembagaan dan tahun 2012 adalah pembebasan tanah serta perijinan.
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Gambar 5.42. Grafik Produksi LPG Dalam Negeri

Di tahun 2012, dari total kapasitas kilang LPG yang eksisting sebesar 4,33 juta metrik ton diperkirakan
dihasilkan LPG sebesar 2,51 juta metrik ton, sedangkan konsumsi sebesar 4,90 juta metrik ton,
sedangkan pemenuhan kekurangannya didapat dari impor. Sebagai upaya untuk mengurangi impor LPG
dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan upaya pemanfaatan lapangan marginal, maka
Pemerintah mulai merencanakan pembangunan sebuah kilang LPG mini yang didanai APBN. Rencana
pembangunan kilang LPG mini sudah dimulai sejak tahun 2010 dimulai dari pengerjaan FEED, DEDC,
UKL/UPL, tahun 2011 kajian kelembagaan dan tahun 2012 adalah pembebasan tanah serta perijinan.

Pembangunan kilang LPG direncanakan secara multiyears yaitu pada tahun 2013-2014. Sebagai
persiapan pembangunan kilang LPG, di tahun 2012 telah dibebaskan lahan seluas 3,2 ha di Desa Sekayu,
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan atas kedekatan dengan sumber gas
yaitu lapangan Jata di Sekayu Musi Banyuasin yang berada di wilayah kerja PT Medco E&P Indonesia.

9. Produksi LNG

Realisasi Pengolahan Gas Bumi

Kilang pengolahan gas di Indonesia terbagi menjadi proses pengolahan LNG dan LPG. Untuk killang LNG
ada yang mengikuti pola hulu dan ada pula yang mengikuti pola hilir. Yang termasuk kilang LNG pola
hulu adalah kilang PT Arun (di NAD, 12,85 MMTPA), kilang PT Badak (di Bontang, Kaltim, 21,64
MMTPA) dan kilang LNG BP (di Tangguh, 7,6 MMTPA). Sedangkan yang termasuk kilang LNG pola hilir
adalah milik PT Donggi Senoro LNG (di Sulawesi Tengah, 2 MMTPA).

Realisasi Produksi LNG

Dengan adanya penambahan kilang-kilang gas baru setelah implementasi UU No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, maka kapasitas pengolahan gas bumi di dalam negeri pada akhir tahun
2012 mengalami kenaikan sebesar 2,61% dibanding tahun 2011, namun untuk kilang LNG di tahun
2012 tidak ada peningkatan kapasitas dikarenakan tidak ada kilang LNG yang terbangun sehingga
kapasitas terpasang masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 42,09 MMTPA. Peningkatan kapasitas
kilang LNG dapat dilihat pada gambar dibawabh ini.
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Gambar 5.43. Perkemabangan Kapasitas LPG dan LNG

Tabel 5.24. Kapasitas Desain Kilang LNG yang Beroperasi di Indonesia

Nama Badan Usaha Lokasi Total
(MMTPA)
PT. Arun Lhokseumawe 12,85
PT. Badak Bontang 21,64
BP Tangguh Tangguh 7,60

Tabel 5.25. Kapasitas Desain Kilang LNG yang sedang tahap konstruksi di Indonesia

Nama Badan Usaha Lokasi Total
MMTPA
PT. Donggi Senoro Sulawesi 2,00
Tengah
TOTAL 2,00
PRODUKSILNG 2007-2012
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Gambar 5.44. Grafik Produksi LPG Dalam Negeri
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Sasaran 2. Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang
dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2012. Indikator kinerja sasaran
beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.26. Indikator Kinerja Sasaran 2

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1. | Persentase pemenuhan kebutuhan % 100 90 90%
bahan baku pupuk dan petrokimia

Gas bumi merupakan komponen utama dalam pembuatan pupuk urea, dimana hal tersebut menjadikan
Pemerintah harus tetap menjaga kelangsungan pasokan gas bumi untuk pabrik pupuk, demi terjaminnya
ketahan pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan
Pemenuhan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, alokasi gas untuk pupuk merupakan
prioritas utama setelah peningkatan produksi minyak, dimana dari tahun ketahun alokasi gas untuk pupuk
semakin meningkat. Pada tahun 2009, alokasi gas untuk pupuk adalah sebesar 830 MMSCFD, meningkat
sampai dengan 892 MMSCFD di tahun 2012.

Isu utama dalam pemenuhan alokasi untuk pupuk yaitu adanya jaminan pasokan gas selama 20 tahun,
dimana tentunya hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan produksi dari suatu lapangan gs bumi
yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara lapangan gas bumi yang satu dengan lapangan gas
bumi yang lain. Hal lain yang menjadi isu adalah terkait dengan daya beli (willingness to pay) sebagian
konsumen dalam negeri yang belum sesuai dengan keekonomian lapangan. Saat ini, daya beli pabrik pupuk
terhadap gas bumi sudah semakin meningat, contohnya harga gas untuk Pupuk Iskandar Muda adalah
sebesar US$8/MMBTU, dan untuk Pupuk Kalimantan Timur + US$9/MMBTU. Pasokan gas bumi untuk pupuk
tidak hanya untuk pabrik existing, tetapi juga pabrik revitalisasi, yaitu pabrik Pusri IIB, Pusri IIIB, PKT 5, PKC
IC dan PKG II. Hal tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010, dimana Kementerian
ESDM diamanatkan untuk memprioritaskan alokasi pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk bahan baku dan
energi industri pupuk.

Tabel 5.27. Rencana Pasokan Gas untuk Industri Pupuk

KEBUTUHAN GAS BUMI (MMSCFD) Kontrak
PABRIK PERMINTAAN| REVITA- TAHUN PEMASOK HoA Keterangan
EXISTING PIJBG
LISASI OPERASI
PT PUSRI
Pusri 1B 55 55 55 Pertamina EP 2012 2017
Pusri Il 45 45 45 Berjalan Medco Blok SSE 2018
Pusri Il 62,5 62,5 62,5 Berjalan Pertamina EP 2012 2017
Pusri IV, 62,5 62,5 62,5 Berjalan Pertamina EP 2012 2017
alokasi gas sebesar 45 MMSCFD untuk tahun
Pusri IIB** 2015-2022 dari KKKS Medco
o o
PAU** o 55 mulai 2014 Donggi Senoro Baru (2014-2029)
Pusri I1B** o 86| mulai 2015 |Tangguh Il Baru
Pusri IVB** 86| mulai 2015 |Tangguh Il Baru
Jumlah 225 225 as52
PKT
PKT-1 82,19 80 80 s/d 2011 East Kal
PKT-2 90,41 90 920 s/d 2018 East Kal
PKT-3 68,9 45 45 s/d 2017 East Kal 10 MMSCFD ke KDM
PKT-4 49,72 49,72 49,72 s/d 2022 East Kal
PKT-5%* 80| mulai 2012 [Total EP, Sebuku, 2012-2021
Chevron DP
Jumlah 291,22 264,72 344,72
PKG
PKG I 65 65 Berjalan Kodeco, JOB- 2011-2020
Petrochina, KEI
PKG I1** [ o 85|  mulai 2015 |Blok Cepu mulai 2015
Jumlah 65 65 85
PKC
Kujang IA 60 57 57 Berjalan PHE ONWJ 2016 2016
Kujang IB 48 39 39 Berjalan Pertamina EP 2011 2016
Kujang 1C+* ° 26 PKC mengharapkan alokasi gas diperoleh dari
Blok Cepu
Jumlah 108 %6 182
PT PIM
2011 swap dari Bontang, untuk 2012-2013
PIM | 63 60 60 Medco Blok A 2014 !
potensi swap Bontang
2011 swap dari Bontang, untuk 2012-2013
PIM Il 55 50 50 Medco Blok A 2014 potensi swap Bontang
Jumlah 118 110 110
TOTAL 807,22 760,72 1173,72
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Status pasokan gas bumi untuk industri pupuk adalah sebagai berikut:

PT. PUSRI

102

Pabrik Pusri IB, III dan IV sudah mendapatkan pasokan gas dari Pertamina EP sebesar 166 MMSCFD dan
dari Pertagas sebesar 14 MMSCFD (dari JOB P Talisman Ogan Komering dan JOB Golden Spike) selama 5

tahun sampai dengan 2017.

Untuk pabrik revitalisasi Pusri 1IB dibutuhkan gas sebesar 62 MMSCFD (45 MMSCFD berasal dari
pengalihan gas Pusri II mulai tahun 2015-2022). Kekurangan pasokan gas sebesar 17 MMSCFD akan
dipasok oleh Pertamina EP mulai tahun 2015-2017.

Tambahan alokasi gas sebesar 17 MMSCFD mulai tahun 2018-2022 diupayakan alokasinya oleh
Pemerintah (sesuai dengan surat Nomor 17112/10/DJM.B/2012 tanggal 30 November 2012 perihal
Alokasi Gas Bumi untuk Pusri IIB).

Todax

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Gadung Plaza Centris, X H.R. Rssuna Said Kav B-5. Jskarta Selsten
Kawat | Okjen Mges Tromst Pos - 12060 303 12 Tebpon: S1E910 (Murting)

Nomor : 17112/10/D0M.Bf 2012 10 November 2012
Lampien -
Perikal ¢ Nokasi Gas Bumi untuk Pupuk Srinidjaja I8

Yang terhormat,
Dirsktur Utama
PT. Pupuk Srinijdaja
di

Palembang

Menindaklanyutl Surat Saudara Nomor: U-7658/B000.LB/2012 tancgal 21 November
2012 perhal Jaminan Pasokan Gas Bumi 17 MMSCFD Pusn 1IB Periode Jarmwan 2018-
Desember 2022 dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Revitafisasi Industri Pupuk serta Peraturan Menterl ESDM Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhban Dalam Negar, barsama ind
kami sampaikan hal sebagal berikut:

1. Pada dasamya Pemerntah mencukung program revitalisasi pabrik pupuk milik PT. Pusd
sesus dengan Inpres nomer 2 Tahun 2010. Revkalrasl pabrik pupuk diharapkan akan
menghemat penggunaan gas bumi sebesar 10 MSCFD/ton dalam proses peoduksi pupuk,

2, Pemerintah skan mengupayskan tambehan pasokan gas kepada PT. Pusri urtuk
pemenuhan kebutuhan revitalisasi Pusd 1IB sebesar 17 MMSCFD dari tahun 2018 sd.
2022 dengan mengalokasikan penemuan cadangan baru kepada pabrik pupuk sesuai
dengan ketentuan Parmen ESOM Nomor 3 tahun 2010

Dervkian kam| sampaikan, stas perhatian Saudara kami ucspkan tenma kasih.

Ternbusan :

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Mertteri Perindustrian

Kepala SK Migas

. Wakdl Kepala SX Migas

. Direktur Utama PT Pupui Indonesia (Persero)

ol o

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2012



PT. Petrokimia Gresik

—  Untuk perpanjangan PKG I setelah tahun 2012 telah dialokasikan dari Lapangan Terang, Sirasun, Batur
sebesar 65 MMSCFD sampai dengan tahun 2020.

—  Untuk Petrokimia Gresik II (revitalisasi), pasokan gasnya akan dialokasikan dari lapangan gas
Jambaran-Tiung Biru-Cendana yang rencananya akan onstream pada tahun 2017. Dimana rencana
komersialisasi gas Blok Cepu telah dimulai dengan ditandatanganinya MoU dengan PT Petrokimia
Gresik yang berlaku sampai April 2013.

PT. Pupuk Kujang Cikampek

—  Pasokan gas untuk PKC IA yang dipasok oleh PHE ONW] sebesar 57 MMSCFD s.d 2016, namun mulai
2013 pasokan akan menurun (karena laju penurunan alamiah cadangan gas).

—  Pasokan gas untuk PKC IB sebesar 39 MMSCFD dipasok dari Pertamina EP mulai tahun 2012-2016.

—  Revitalisasi PKC IC sebagai pengganti PKC IA mulai tahun 2017 untuk 1 pabrik memerlukan pasokan
sebesar 86 MMSCFD. Dimana rencana pasokannya berasal dari lapangan Jambaran-Tiung Biru-Cendana,
yang rencananya akan onstream pada tahun 2017.

PT. Pupuk Kalimantan Timur 5

—  Pasokan gas untuk Pupuk Kalimantan Timur (PKT), sejauh ini masih dapat dipenuhi dari KKKS
Kalimantan Timur (VICO, CHEVRON dan TOTAL).

—  Volume pasokan gas sesuai GSA adalah :

e PKT-I = 82,2 BBTUD (s/d 31 Desember 2011)
e PKT-2 = 90,4 BBTUD (s/d 31 Desember 2018)
e PKT-3 = 45,12 BBTUD (s/d 31 Desember 2018)
e PKT-4 = 49,7 BBTUD (s/d 31 Desember 2022)

PKT-5 sebagai pengganti PKT-1 dengan volume sebesar 80 MMSCFD (berlaku 2012 - 2021)

—  Untuk PKT 5: telah ditandatanganinya Natural Gas Sale and Purchase Agreement (NGSPA) antara PKT
dengan Pearl Oil dan KKKS Blok Mahakam pada tanggal 20 Juni 2011 untuk volume gas sebesar 84.800
MMBTU/hari (+ 80 MMSCFD) selama 10 tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

PT. Pupuk Iskandar Muda

— Alokasi gas untuk PIM tahun 2012 adalah 8 kargo dimana 7 kargo berasal dari Bontang dan 1 kargo dari
ExxonMobil Indonesia / Arun.

— Alokasi gas untuk PIM tahun 2013 adalah sebesar 8 kargo yang berasal dari Sempra Diversion (sesuai
dengan surat MESDM Nomor 8115/10/MEM.M/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Persetujuan
Alokasi Gas Tangguh).

Selain pasokan untuk industri pupuk tersebut di atas, terdapat juga pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan
pabrik petrokimia lain seperti KMI, KPI dan KPA yang berada di region Kalimantan Bagian Timur yang
dipasok oleh Total E&P, Vico dan Chevron, dengan kontrak gas (DCQ) masing-masing sebesar 70
MMSCFD;46,58 MMSCFD; dan 65 MMSCFD, dengan realisasinya sebesar 94% dari total kontraknya.
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Tabel 5.28 Realisasi Penyaluran Gas Untuk Pabrik Pupuk
(Status s.d. Oktober 2012)

Realisasi Penyaluran Gas 2012 (MMBTU)
. . Region / (status s.d. Oktober 2012)
No Penjual Pembeli ProvinsiSumber Gas Rata-Rata DCQ
(BBTUD) (BBTUD)
Pupuk -
1 |Total E&P Indonesie PKT IV Kalimantan Timur 71,57 81,00
2 |Total E&P Indonesie, Vico, Chewron PKTII Kalimantan Timur 82,59 90,41
3 |Total E&P Indonesie PKT Il Kalimantan Timur 53,33 45,12
4 |Total E&P Indonesie, Vico, Chewon PKT IV Kalimantan Timur 46,38 49,726
5 |PHE WMO PKG Jawa Timur 10,80 29,00
6 |Lapindo Brantas PKG Jawa Timur 0,82 1,50
7 |JOB P-PETROCHINA EAST JAVA (TUBAN) [PKG - East Java Jawa Timur 3,19 4,988
8 |KANGEAN ENERGY INDONESIA PKG - East Java Jawa Timur 39,01 58,50
9 |MEDCO E&P INDONESIA (S&C) PUSRI NV Sumatera Selatan 43,88 45,00
10 |PT PERTAMINA EP PUSRI - REGION SUMATRA Sumatera Selatan 149,72 166,00
11 |JOB P - GOLDEN SPIKE Pertamina Gas (untuk Pusri) Sumatera Selatan 1,75 2,00
12 |JOB P - TALISMAN OK Pertamina Gas (untuk Pusri) Sumatera Selatan 13,63 12,00
13 |PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD. Pupuk Kujang 1A - West Jv. Jawa Barat 54,48 57,00
14 |PT PERTAMINA EP Pupuk Kujang 1B - REGION JAWA [Jawa Barat 36,81 39,00
15 |TOTAL E&P INDONESIE (MAHAKAM) PIM NAD 49,10 55,00
Total Pupuk 657,06 736,24
Rata-rata Realisasi Pemanfaatan Gas untuk Pupuk
Tahun 2008-2012
(s.d. Oktober 2012)
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Gambar 5.45. Grafik Rata-Rata Realisasi Pemanfaatan Gas untuk Pupuk

Adanya beberapa selisih antara kontrak dan rata-rata pemanfaatan, umumnya disebabkan adanya
penurunan secara alamiah (natural decline) pada suatu lapangan gas bumi.
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Sasaran 3. Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka
diversifikasi energi

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang
dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2012. Indikator kinerja sasaran
beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.29
Indikator Kinerja Sasaran 3

No. Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi Capaian
1. Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik % 95,24 90,41 94,24
- Pangsa Minyak Bumi % 12 19 158,3
- Pangsa Gas Bumi % 30 22,60 75,33333
- Pangsa Batubara % 49 44,06 89,91837
- Pangsa Panas Bumi % 4,24 4,75 112,0283
2. |Pangsa energi baru terbarukan lainnya % 7,08 6,56 92,65
Pangsa Tenaga Air % 7 6,44 92
Pangsa Bio Diesel Bio Energi % 0,08 0,12 150

1. Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan BBM yang selama 20 tahun terakhir ini semakin
meningkat yaitu dengan laju pertumbuhan sekitar 5-6% pertahun, perlu diupayakan pemanfaatan energi
alternatif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk memanfaatkan energi
alternative adalah Pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan yang terdiri dari
panas bumi, tenaga surya, tenaga bayu, mikrohydro dan pikohydro sebagai pengganti energi fosil untuk
pembangkit tenaga listrik, setiap tahunnya dari tahun 2006 sampai tahun 2012 menunjukkan angka
kenaikan.

Bauran energi primer merupakan komposisi produksi energi listrik (GWh) berdasarkan jenis energi
primer yang digunakan pembangkit tenaga listrik. Perkembangan bauran energi primer pembangkit
tenaga listrik secara nasional dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya penurunan penggunaan BBM
dari 27% pada tahun 2008 menjadi 19% pada tahun 2012, selain itu upaya untuk memperbaiki bauran
energi primer terlihat dengan naiknya penggunaan batubara dari 43% pada tahun 2008 menjadi 46%

pada tahun 2011 dan naiknya penggunaan gas dari 19% pada tahun 2008 menjadi 26% pada tahun 2012.

Batubara masih merupakan energi yang mendominasi energi mix pembangkit tenaga listrik, yaitu sebesar
44,49%, disusul oleh BBM sebesar 23,13%, Gas 20,27% dan energi lainnya.

Walaupun porsi BBM hanya 23,13% dalam energi mix pembangkit tenaga listrik, namun memberikan
dampak yang signifikan bagi besaran biaya bahan bakar dalam Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga
listrik dan alokasi subsidi listrik yang harus disediakan oleh Pemerintah.
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Masih tingginya konsumsi BBM pada tahun 2012 adalah dikarenakan terlambatnya COD PLTU dalam FTP
I, kekurangan pasokan gas untuk pembangkit, dan dioperasikannya PLTD sewa di beberapa sistem
kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sementara karena belum beroperasinya

pembangkit utama yang telah direncanakan.

Secara rinci perkembangan pangsa masing-masing energi untuk pembangkit listrik sejak tahun 2008
hingga 2012, tertuang dalam tabel di bawah ini.

oo

0%

80%

s

§0% |

total produs" o
%dﬂﬁ 0%

30%

%+

o+

oy L

P BBM | 22,95% | 1| 9,70%!|
i‘ Bio Diesel & EBT Lainnya ! 0% 0,07% ; 0,52%,
g Hydro \ 9% 8% 12% 6.80% | | 6.19%&1
" Panas Bumi \ 3% 3% 3% 513% | 4,75%|| 4,80%}
g Gas L% 25% 25% 21.00% | 22,60% 22,12%i|
| Batubara [ 35% 39% 38% 4406% | 51,08%\--56.66% |

*) Data un-audited BPY Realisasi Pemakaian Enerqi Primer PLN dan IPP bulan Januari s.d bulan Desember 2012

Gambar 5.46. Pangsa Energi Primer

2. Pangsa energi baru terbarukan

Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan energi domestik, diversifikasi energi merupakan program
prioritas, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) atau energi alternatif non-BBM.
Pembangkit listrik EBT terdiri dari PLTP, PLTS, PLTB, PLTMH, Pikohidro dll dimana kapasitas
terpasangnya ditingkatkan terus setiap tahunnya. Pengembangan sumber-sumber energi dalam rangka
diversifikasi energi meningkat setiap tahun.

Dalam tahun 2012 ini, pangsa energi baru terbarukan telah mencapai 6,56% dari keseluruhan pangsa
energi nasional, yang terdiri dari energi air 6,44% dan bio diesel 0,12% .

Pada tahun 2012 pemanfaatan energi baru terbarukan yang terdiri dari Panas Bumi, tenaga air, Biomassa,
Surya (Matahari), Hybrid, serta arus laut telah digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dan
menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Secara rinci penggunaan energi baru terbarukan sebagai
pembangkit tenga listrik, diuraikan sebagai berikut:

e  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Selama 3 tahun terakhir (tahun 2010-2012) kapasitas pembangkit PLTP memperlihatkan
peningkatan kapasitas setiap tahunnya rata-rata sebesar 6%. Pada tahun 2012 target Kapasitas
terpasang total PLTP adalah sebesar 1.341 MW, target ini dapat direalisasikan sepenuhnya (100%)
karena adanya pembangunan COD PLTP Ulubelu unit 1 dan unit 2 dengan Kapasitas terpasang
sebesar 110 MW dan ulumbu unit 1 dan 2 sebesar 5 MW. Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTP
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selama 3 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 30.

Realisasi Kapasitas Terpasang PLTP Per tahun

Kapasitas Terpasang (MW)

No Area
2010 2011 2012

1 | Kamojang 200 200 200
2 | Lahendong 60 80 80
3 | Sibayak 12 12 12
4 | Gunung.Salak 375 377 377
5 | Darajat 255 270 270
6 | Wayang Windu 227 227 227
7 | Dieng 60 60 60
8 | Ulubelu 0 0 110
9 | Ulumbu 0 0 5
TOTAL 1.189 1.226 1.341
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Gambar 5.47. Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia
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e  Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biomasa

Pada tahun 2012 diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM)
no.4 tahun 2012 terkait kebijakan feed in tariff. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Menteri
tersebut adalah dalam rangka mendorong pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan energi terbarukan berbasis biomassa, biogas dan sampah kota dan menata
kembali pengaturan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) dari badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat oleh PT
PLN (Persero).

Peraturan Menteri ESDM tersebut memutuskan, bahwa PLN wajib membeli tenaga listrik dari
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan
kapasitas sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (excess power) dari badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat guna
memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Dengan adanya Peraturan Menteri ESDM tersebut, pada tahun 2012 ini realisasi Kapasitas terpasang
total PLT Biomassa mencapai 21 MW dari target sebesar 10 MW sehingga capaian kinerja ini
mencapai 210 % . Kapasitas PLT 21 MW tersebut diperoleh dari hasil pembangunan 1 MW PLT
Biogas POME Off Grid dan 20 MW PLTU Biomassa On Grid. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2011 sebesar 20,3 MW, pada tahun 2012 ini terjadi peningkatan sebesar 3,5%.

e  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pelaksanaan pembangunan PLTS pada tahun 2012 dilaksanakan terpusat interkoneksi jaringan yaitu
sebesar masing-masing 15 KW pada 177 lokasi . Dengan demikian kapasitas terpasang total
pembangunan PLTS di tahun ini mencapai 4,76 MW atau capaian kinerja indikator ini adalah sebesar
1,61% dari target sebesar 2,95 MW.

e  Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Pada tahun 2012 ini, pembangunan PLMTH ditargetkan sebesar 1.582 MW, namun tidak dapat
direalisasikan karena gagal lelang, sehingga tidak ada pembanggunan PLTMH yang menyebabkan
dan tidak ada penambahan kapasitas terpasang.

Berbeda dengan tahun 2011 kapasitas total PLTMH terealisasi sebesar 204.02 KW dari target
sebesar 206,08 KW, hal ini karena ada pembangunan PLTMH di 8 provinsi yaitu Sumatera Utara,
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTT, NTB. Sedangkan
tahun 2012 tidak ada pembangunan PLTMH.

e Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid

Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid adalah merupakan salah satu alternatif Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) yang memanfaatkan sumber energi gabungan yaitu dari tenaga surya dan tenaga angin.
Kegiatan pembangunan PLT Hybrid pada tahun 2012 ini juga tidak dapat dicapai sesuai dengan yang
ditargetkan yaitu sebesar 0,14 MW, yaitu hanya teralisasi sebesar 0,06 MW. Hal ini disebabkan karena
dari 7 lokasi yang direncanakan akan dibangun PLT Hybrid Surya-Angin hanya 3 lokasi yang dapat
direalisasikan karena gagal pada proses lelang.

Secara rinci pelaksanaan pembangunan PLT Hybrid Surya-Angin Tahun 2012 seperti terlihat pada
tabel di bawah ini:
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Tabel 5.31. Pembangunan PLT Hybrid Surya — Angin Tahun 2012

No Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Unit Jumlah
1 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat | Sekotong Buwun Mas 1 1 unit (20 KW)
(Pengantap)
2 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao Rote Barat | Bo'a 1 1 unit (20 KW)
Rote Ndao 1 1 unit (20 KW)
TOTAL 3 unit = 60 kW
¢ Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Arus Laut
Kegiatan pembangunan PLT Arus Laut yang direncanakan berkapasitas terpasang sebesar 0,01 MW
tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sampai pada pelelangan ulang tidak ada peserta lelang yang
memenuhi persyaratan teknis.
Sasaran 4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 indikator Kkinerja sasaran yang

dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2012. Indikator kinerja sasaran

beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.32
Indikator Kinerja Sasaran 4
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1. Jumlah wilayah yang teraliri Wilayah 4 5 125%
jaringan gas untuk rumah tangga
(Wilayah)
2. Rasio elektrifikasi % 73,6 76,56 104,02%
3. Jumlah Kapasitas pembangkit MW 48.448 44.064 90,95%
listrik
4. Jumlah Kapasitas Pembangkit MW 1.341 1.341 100%
Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP)
5. Jumlah lokasi fasilitas pembangkit Lokasi 236 135 57,2%
Energi Baru Terbarukan (EBT)

Penjelasan tentang capaian kinerja masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah tangga (Wilayah).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Energi, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006
Pemerintah Cq. Ditjen Migas menyusun langkah untuk

tentang Kebijakan Energi Nasional,

mendiversifikasi energy. Saat ini, upaya peningkatan pemanfaatan bahan bakar gas bumi untuk rumah
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tangga dan pelanggan kecil terhambat karena terbatasnya infrastruktur yang menghubungkan gas bumi
dari sumbernya ke konsumen. Kurang berkembangnya infrastruktur gas bumi tersebut dikerenakan
kendala keekonomian, sehingga badan usaha belum tertarik untuk mengembangkannya. Oleh karena
itu, perlu keterlibatan pemerintah untuk mempercepat penggunaan bahan bakar gas tersebut.

Salah satu langkahnya adalah dengan membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga
dengan alokasi rata-rata untuk kota terpilih sejumlah 4000 Sambungan Rumah (SR). Pada tahun 2010
diresmikan Road Map Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) sampai
dengan tahun 2014 yang pelaksanaannya selalu dipantau oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.33
Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Nama Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012

1)Kabupaten Blora;

2)Palembang (Kel.
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Siring Agung)

3)Bekasi (Kel. Pejuang

]
| |
| |
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I Jaringan Gas Bumi ~Jaya dan Kel. Depok i\ ..\ .|+ Sengkang | Riaw * MuaraBnim |, renggarong )
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1 Konstruksi) i 4. Sidoarjo, Jatim |  Kaltim Jambi Jabar |
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Pada tahun 2012 ini, Pembangunan Jaringan gas bumi untuk Rumah tangga dilaksanakan di 5 wilayah
yaitu di Kota Cirebon, Kota Jambi, Kota Prabumulih, Kabupaten Sidoarjo (lanjutan) dan Kabupaten
Bogor, dengan sambungan jaringan gas untuk rumah tangga berjumlah 18.797 SR. Per 31 Desember
2012, kegiatan konstruksi kecuali Kota Jambi sudah terbangun 100 %. Jaringan yang telah terbangun
tersebut sudah siap dialiri, hanya saja masih harus menunggu penetapan pemenang lelang
pengoperasian jaringan distribusi gas bumi yang dibangun Pemerintah dan Perjanjian Jual Beli Gas
(PJBG) serta Perjanjian Transportasi Gas. jaringan yang telah dibangun tetap menjadi tanggung jawab
kontraktor sampai masa jaminan pemeliharaan selama 1 tahun. Keterlambatan pembangunan Jargas di
Kota Jambi disebabkan oleh rintangan-rintangan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yaitu masalah
perizinan dari kota terkait dan permasalahan teknis. Terkait dengan hal tersebut, kontraktor pelaksana
terus bertanggung jawab terhadap pembangunan sampai pembangunan selesai.

Pembangunan fisik Jargas meliputi pembangunan Metering Regulation Station (MR/S) bila dibutuhkan,
Regulation Sector (RS) yang dapat memenuhi maksimal 400 Sambungan Rumabh, jaringan pipa yang
panjang dan susunan diameter yang bervariasi (Carbon Steel (CS) @ 4 inch, pipa Poly Ethylene (PE)
berukuran @ 180 mm, @ 90 mm, @ 63 mm, @ 32 mm, dan @ 20 mm), serta meter dan regulator pada
setiap sambungan rumah.
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Berikut rincian pembangunan fisik jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2012 per 31

Desember 2012:
Tabel 5.34
Perkembangan Jumlah Sambungan Rumah yang Dialiri Gas Bumi
Capaian
No Nama Kegiatan Jumlah SR Nama Kelurahan Kemajuan
Konstruksi
1| Pembangunan Jaringan Gas 4.000 3 Kelurahan (Kelurahan 100 %
Bumi Untuk Rumah Tangga di Harapan Jaya, Kelurahan
Bogor Tengah, Kelurahan Sukahati)
2| Pembangunan Jaringan Gas 2.147 2 Desa (Desa Kalidawir, Desa 100 %
Bumi Untuk Rumah Tangga di Kedungturi)
Sidoarjo (Lanjutan)
3| Pembangunan Jaringan Gas 4.000 2 Kelurahan (Kelurahan 100 %
Bumi Untuk Rumah Tangga di Thehok, Kelurahan Handil
Jambi Jaya)
4| Pembangunan Jaringan Gas 4.650 6 Kelurahan (Kelurahan 100 %
Bumi Untuk Rumah Tangga di Muntang Tapus, Kelurahan
Prabumulih Wonosari, Kelurahan
Prabumulih, Kelurahan Pasar
1, Kelurahan Pasar 2,
Kelurahan Patih Galung)
5| Pembangunan Jaringan Gas 4.000 3 Kelurahan (Kelurahan 100 %
Bumi Untuk Rumah Tangga di Kalijaga, Kelurahan Kecapi,
Cirebon Kelurahan Argasunya)
Total Sambungan Rumah Tangga 18.797
yang dialiri Gas Bumi

Kegiatan lain selain dalam ruang lingkup Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk rumah
tangga ialah Front End Engineering Design/Design Engineering for Detail Construction (FEED/DEDC) dan
Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)
untuk Kabupaten Blora, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Subang Kemudian, telah
dilakukan kegiatan sosialisasi Jargas di kota-kota yang sudah dibangun Jargas dengan materi
pengenalan jaringan gas bumi sampai cara penggunaan dan pemeliharaan fasilitasnya oleh masyarakat.
Keseluruhan kegiatan tersebut sudah selesai 100 %.

Karena pada Februari 2012, Menteri Lingkungan Hidup Mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, maka untuk dapat membangun Jargas harus
memperoleh Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah terkait, tidak cukup dokumen UKL/UPL. Sehingga
kegiatan Penyusunan Dokumen UKL/UPL diperluas sampai proses penerbitan izin lingkungan. Izin
lingkungan dimaksud sampai saat ini masih dalam proses.

2. Rasio elektrifikasi

Terkait dengan energi domestik, permintaan kebutuhan energi listrik meningkat tiap tahunnya dengan
pertumbuhan tahun 2012 mencapai 11%/tahun. Kebutuhan listrik selalu melebihi dari kapasitas
terpasang yang ada. Krisis ekonomi 1998/1999, memiliki dampak sangat luas bagi pembangunan
ketenagalistrikan. Krisis tersebut, menyebabkan tidak adanya investasi yang masuk dan pertumbuhan
kapasitas pembangkit terhambat. Bahkan proyek-proyek IPP pun menjadi terhenti. Untuk mengejar
pertumbuhan kebutuhan tersebut, dilakukan upaya antara lain pembangunan pembangkit listrik
dengan program 10.000 MW tahap [, 10.000 MW tahap II dan IPP.
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Rasio elektrifikasi tahun 2012 ditargetkan sebesar 73,6%, dan terealisasi sebesar 76,56%. Rasio
elektrifikasi tahun 2012 tersebut melebihi target sebesar 4,02% dan mengalami peningkatan sebesar
4,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 (72,95%) dan sebesar 13,9% (67,2%) jika
dibandingan dengan tahun 2010. Untuk mencapai hasil tersebut, diperlukan penambahan sambungan
baru sekitar 2,4 juta setiap tahun. Dibawah ini adalah grafik perkembangan Rasio Elektrifikasi selama 3
tahun terakhir.

Rasio Elektrifikasi Indonesia(%)

2010 2011 2012

Gambar 5.48. Grafik Rasio Elektrifikasi Indonesia

Realisasi rasio elektrifikasi per propinsi Tahun 2012 dapat terlihat pada peta dibawah ini, dimana masih
ada 3 provinsi yaitu NTB, NTT, dan Papua yang rasio elektrifikasinya di bawah 70% .

Category :

->6o%
|:|41-60%
-20-40%

Gambar 5.49. Rasio Elektrifikasi Per Wilayah

Selanjutnya perbandingan Rasio Elektrifikasi Indonesia dengan Negara-negara ASEAN di Tahun 2012
dapat di lihat pada grafik di bawah ini. Dimana terlihat bahwa angka Rasio elektrifikasi Indonesia masih
di bawah Sri Lanka. Sementara di 6 negara ASEAN lainnya sudah mencapai di atas 90%, bahkan untuk
negara Singapura sudah tidak ada lagi daerah yang belum terlistriki.
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Gambar 5.50. Grafik Rasio Elektrifikasi di ASEAN
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3. Jumlah Kapasitas Pembangkit listrik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 9,5%
pertahun telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Salah satu upaya
peningkatan sarana prasarana tersebut adalah dengan pelaksanaan Program Percepatan
pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap I, Program Percepatan 10.000 MW Tahap II, dan
Program Reguler (PLN dan Independent Power Producer-1PP). Jumlah kapasitas terpasang pembangkit
listrik tahun 2012 ditargetkan sebesar 48.448 MW. Pada realisasinya, kapasitas terpasang pembangkit
tahun 2012 mencapai 44.064 MW atau 90,95% terhadap target tahun 2012. Kapasitas terpasang
pembangkit tersebut ekivalen dengan 118% realisasi tahun 2011 sebesar 37.403 MW. Total kapasitas
terpasang pembangkit tenaga listrik nasional tahun 2012 sebesar 44.064 MW terdiri dari pembangkit
milik PT PLN (Persero) sebesar 32.084,6 MW (73%), IPP sebesar 10.286,6 MW (23%) dan PPU sebesar
1.728,9 MW (4%). Kapasitas terpasang pembangkit tersebut mengalami penambahan sebesar 11.687
MW sejak tahun 2004 atau meningkat sebesar 45% selama periode 9 tahun terakhir. Seperti yang
terlihat pada grafik di bawah ini:

Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional

e
45,000
40.000
35.000
30.000
25000
20.000
15.000
10.000
5.000

2004 2005 2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PPy 825 812 1.087 1.118 1.174 1.202 1.380 1.380 1.728

u|PP 3.590 3593 4913 5695 5872 6.034 6.231 6.891 10.286

BPLN 21.302 22.346 23.355 23664 24031 24.366 26.212 29.132 32,084

Gambar 5.51. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional

Sedangkan perkembangan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik selama 3 tahun terakhir per
pulau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.35. Perkembangan Kapasitas Terpasang

Sumatera 5,909 5,909 7,365
Jawa-Bali 23,906 27,441 31,592
Kalimantan 1,602 1,602 1,819
Sulawesi 1,580 1,625 2,267
Nusa Tenggara 282 282 484
Maluku 233 233 286

Papua 251 251 251
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Distribusi penyebaran kapasitas terpasang pembangkit untuk pulau-pulau utama, seperti yang trelihat

pada gambar dibawah ini
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Gambar 5.52. Peta Distribusi Penyebaran Kapasitas Terpasang di Inonesia

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tid ak
hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero) saja, tetapi juga dilakukan oleh pihak lain
seperti swasta, koperasi, dan BUMD.

Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut
diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga
listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau
Independent Power Producer (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan,
transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada
konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau
Private Power Utility (PPU).

4. Jumlah Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP)

Pada tahun 2012 Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dalam APBN P ditargetkan
sebesar 1.341 MW dan dapat terealisasi seluruhnya atau 100% terhadap target tahun 2013. Kapasitas
PLTP tersebut ekivalen dengan 109,4% realisasi kapasitas PLTP tahun 2011 sebesar 1.226,1 MW.

Kapasitas total PLTP sebesar 1.341 MW didapat dari:
e PLTP Ulubelu sebesar 110 MW
e PLTP Ulumbu sebesar 5 MW

Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTP sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, secara rinci dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 5.36.
Kapasitas Terpasang PLTP

Kapasitas Terpasang (MW)
No Nama PLTP

2009 2010 2011
1 | Kamojang 200 200 200

2 | Lahendong 60 80 80

3 | Sibayak 12 12 12
4 | Gunung.Salak 375 377 377
5 | Darajat 255 270 270
6 | Wayang Windu 227 227 227

7 | Dieng 60 60 60
8 | Ulubelu 0 0 110

9 | Ulumbu 0 0 5
TOTAL 1.189 1.226 1.341

5. Jumlah lokasi fasilitas Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pada tahun 2012 ini, jumlah lokasi fasilitas EBT yang ditargetkan adalah sebanyak 236 lokasi dan
terealiasi sebanyak 135 lokasi, atau besarnya capaian knerja adalah sebesar 57,2%. Secara rinci lokasi
fasilitas EBT yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.37. Jumlah Lokasi Fasilitas EBT

No Indikator Satuan Target Realisasi (}:(a_palgn
inerja
1 | Jumlah lokasi pembangunan lokasi 1 2 200%
infrastruktur bidang Panas Bumi
2 | Jumlah lokasi pembangunan lokasi 7 10 157,14%
infrastruktur bidang Digester Biogas
3 | Jumlah lokasi pembangunan lokasi 25 0 0%
infrastruktur bidang PLTMH
4 | Jumlah lokasi pembangunan lokasi 195 120 62%
infrastruktur bidang PLTS (Terpusat)
5 | Jumlah lokasi pembangunan lokasi 7 3 43%
infrastruktur bidang PLT Hybrid
6 | Jumlah lokasi pembangunan lokasi 1 0 0%
infrastruktur bidang PLT Arus Laut
Jumlah Lokasi Fasilitas Lokasi 236 135 57,2%
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Capaian-capaian kinerja pada tabel kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
¢ Jumlah lokasi fasilitas produksi panas bumi

Pada tahun 2012 ini, realisasi lokasi fasilitas produksi Panas Bumi adalah sebanyak 2 lokasi yaitu:
PLTP Ulubelu dan Ulumbu, capaian kinerja sebesar 200% dari yang ditargetkan sebesar 1 Lokasi.

¢ Jumlah lokasi fasilitas Pembangunan Infrastruktur Bidang Digester Biogas

Digester adalah suatu alat pengolah bahan buangan/ limbah organik menjadi biogas. Kegunaan
digester biogas antara lain sebagai energi untuk memasak, mengurangi masalah sanitasi
lingkungan dan lain-lain.

Manfaat energi biogas adalah sebagai pengganti bahan baker khususnya minyak tanah dan
dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapatdigunakan sebagai pembangkit
energi listrik. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang
dapat langsung dipergunakansebagai pupuk organik pada tanaman/budidaya pertanian.Limbah
biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya (slurry)merupakan pupuk organik yang
sangat kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkanoleh tanaman.

Jumlah lokasi fasilitas produksi Biogas ditahun 2012 ini ditargetkan sebanyak 7 lokasi dan
terealisasi sebanyak 10 lokasi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Barat,
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, NTT. Jenis Digester
Biogas tersebut adalah dari digester rumah tangga, komunal limbah ternak, dan komunal limbah
industri tahu.

¢ Jumlah lokasi fasilitas PLTMH

Pada Tahun 2012 ini
direncanakan dibangun PLTMH
sebayak 25 lokasi namun karena
tidak ada pemenang lelang (tidak
memenuhi persyaratan teknis)
maka Pembangunan PLTMH
sebanyak 25 lokasi tidak dapat
dilaksanakan dan akan diusulkan
kembali melalui DIPA EBTKE
tahun anggaran 2013.

Gambar 5.53. Rumah PLTMH

¢ Jumlah lokasi fasilitas PLT Surya

Jumlah lokasi fasilitas PLTS ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 195 lokasi, namun hanya
terealisasi sebesar 120 lokasi atau capaian kinerja sebesar 62%, hal ini disebabkan karena
beberapa lokasi pembangunan PLTS terpusat mengalami kegagalan dalam proses pelelangan.
Pembangunan infrastruktur PLTS ini terdiri dari PLTS terpusat 15 kW di 177 lokasi dan PLTS
terpusat interkoneksi jaringan di 3 Lokasi.

Lokasi pembangunan PLTS tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 5.38. Lokasi Pembangunan PLTS Tahun 2012

TOTAL
NO PROVINSI NO KABUPATEN KECAMATAN DESA UNIT | JUMLAH
UNIT
1. PLTS Terpusat 15 KW
1 SUMATERA 1 Sisawah Jorong
BARAT Sijunjung Sumpur Kudus Simawik 1
2 Solok Payung Sekaki Kipek Aie Luo 1 5
3 Pasaman Mapat Tunggul Sungai Belut 1
4 Pulau Panjang (2
Pasaman Barat Sungai Beremas unit) 2
2 RIAU 1 Kepulauan Meranti Pulau Merbau Tanjung Bunga 1
2 Kepulauan Meranti Merbau Tanjung Kulim 1
3 Rokan Hulu Rambah Hilir Serombou Indah 1 6
4 Indragiri Hilir Mandah Bolak Raya 1
5 Kuantan Singingi Pangean Pulau Deras 1
6 Bengkalis Rupat Dusun Teluk 1
3 JAMBI 1 Sungai Itik (p.
Tanjung Jabung Timur Sadu Berhala) 1
9 Lembur Lubuk
Bungo Mengkuang Rantau Tipu 1 4
3 Sarolangun Pelawan Pematang Kolin 1
4 Batanghari Maro Sebo Ulu Batu Sawar 1
4 SUMATERA 1 . . .
SELATAN | Banyuasin | Air Kumbang Bakti 2
2 Banyuasin Muara Sugihan Gilirang 2 .
3 Sidomakmur 1
4 Ogan Komering llir Kandis Lubuk Segonang 2
5 BENGKULU 1 Seluma Seluma Utara Sinar Pagi 1
9 Bangun Mufakat
Kaur Nasal (Batu Lungun) 1
3 Batu Lungun 5
Kaur Nasal (Bangun bersama) 1
4 Kaur Nasal Air Palawan 1
B Kaur Maje Sinar Mulya 1
6 BANGKA 1 Penutuk (Pulau
BELITUNG Bangka Selatan Lepar Pongok Panjang) 1
2 Bangka Selatan Lepar Pongok Penutuk (Tinggi) 1
3 Bangka Barat Simpang Teritip Berang 1 5
4 Belitung Timur Dendang Nyuruk(Tungkup) 1
5 Bangka Barat Simpang Teritip lbul 1
7 JAWA BARAT 1 Naringgul Wanasari 1
2 Cianjur Cinerang 1
3 Cijati Sukaluyu 1 6
8 DKI JAKARTA 1 Kep. Seribu P. Sabira 1
9 BANTEN 1 Serang Pulo Ampel Pulo Panjang 2
10 | JAWATENGAH 1 Banyumas Sumpiuh Banjarpanepen 1 8
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NO PROVINSI NO KABUPATEN KECAMATAN DESA UNIT | TOTAL
2 Banjarnegara Kalibening Kalisat Kidul 1
3 Blora Kradenan Ngeblak 1
1 DI. YOGYAKARTA 1 Sampang
Gunung Kidul Gedangsari (Sidomulyo) 1
2 Tegalrejo (ketelo) 1
12| JANATIMUR 1 Sumenep Giligenting Banmaling 1
2 Jombang Plandan Klitih (Rapahombo) 1
Bojonegoro Bubulan Clebung (Maor) 1
3
13 | BALI 1 Karangasem Abang Data 1
2 Bangli Kintamani Songan B 1
3 Songan A 2 6
Bangli Kintamani
4 Yeh Mampeh 1
5 Klungkung Nusa Penida Sekar Taji 1
14 NUSA TENGGARA 1 Lombok Timur Jerowaru Pandan Wangi
BARAT (Montong Tinggi) 1
2 Sumbawa Tarano Mata (Maci) 1
3 Lombok Barat Sekotong Pelangan 5
(Pengendan) 1
4 Lombok Tengah Praya Barat Daya Batu Jangkih
(Semper) 1
5 Bima Wawo Riamau (Kalate) 1
19 ¥|L|<ASUARTENGGARA 1 Timor Tengah Selatan Nunkolo Hoeneno 1
2 Rote Ndao Rote Ndao Barat Lidor 1
3 Belu lo Kufeu lkan Tuan Beis 1 5
4 Belu Lasiolat Fatulotu 1
5 Belu Malaka Tengah Barene 1
16 KALIMANTAN 1 Kualan Hulu
BARAT Ketapang Simpang Hulu (Botong Kanan) 1
2 Sanggau 1
3 Sehe Lusur 4
Landak Kuala Behe (Manggam Bati) 1
4 Penyeluang
Kapuas Hulu Mika (Penyeluang) 1
17 KALIMANTAN 1 . 4o .
TENGAH Katingan Sanaman Mantikei Tumbang Kanei 1
2 Lamandau Bulik Timur Sepondam 1
3 Murung Raya Laung Tuhup Beras Balange 1 6
4 Seruyan Batu Ampar Kalang 1
5 Barito Timur Awang Pianggu 1
6 Barito Utara Gunung Purei Lampeong | 1
18 SULAWESI 1 - . .
TENGAH Sigi Lindu Tomado (Sangali) 1
2 Donggala Balesang Tanjung Pomolulu 1
3 Ogomatang (Salusu 4
Toli - Toli Lampasio Pande) 1
4 Parigi Moutong Ogotumubu 1
Tomini
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NO PROVINSI NO KABUPATEN KECAMATAN DESA uniT | TOTAL
1 ?ElN‘énggk 1 Kolaka Utara Tolala Bahari 1
2 Buton Batuatas Tolando Jaya 2
3 Kolaka Tinondo Ameroro 2 7
4 Bombana Lantari Jaya Tinabete 1
5 Bau - Bau 1
20 GORONTALO 1 Gorontalo Tolangohula Bina Jaya 1
2 Bone Bolango Bone Pantai Pelita Hijau 1 4
3 Pohuwato Buntulia Hulawa 1
4 Gorontalo Utara Hulawa Sumalata 1
21 SULAWESIBARAT | 4 Majene Ulumanda Kabiaran 1
2 Mamuju Utara Pedongga Mertasari 1
3 Majene Malunda Lombang 1 5
4 Mamuju Utara Dapurang Bolu Bunggu 1
5 Mamasa Aralle Rallenak Utara 1
22 | MALUKU 1 Maluku Barat Daya Wetar Eray 1
2 Maluku Tenggara Selaru Eliasa 1
3 Selaru Werain 1
4 Maluku Tenggara Barat Wermatikan K/?/r;ﬂ;b;? °
y) 1
5 Watmasa
Wuarlabobar (Telnemen) 1
6 Wunlah 1
23 | MALUKUUTARA | 4 Halmahera Tengah Weda Utara UPT Waleh SP 2 1
2 Kep. Sula Taliabu Barat Pancoran 1 4
3 Halmahera Timur Maba Utara Jara - Jara 1
4 Halmahera Utara Loloda Kep. Tobo - tobo 1
24| PAPUABARAT | 1 | gor0ng Klawak Wit 1
2 Kota Sorong Kota Sorong Pulau Soop 1
3 Manokwari Tanah Rubuh Warmarway 1
4 Kaimana Teluk Arguni 1
5 Saif Sayal 1 8
6 . Mogatemin (Hore-
Kais hore) 1
7 Sorong Selatan Moswaren Johsiro 1
8 Sawiat Alma 1
26 PAPUA 1 Keerom Arso Timur 1
2 Web 1
3 Senggi 1
4 Elelim Elelim 1 7
5 | Yalimo Abenaho Landikma 1
6 Apalapsili Apalapsili 1
/ Peg. Bintang Okhika 1
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NO PROVINSI NO KABUPATEN KECAMATAN DESA uniT | TOTAL
ILIRAL ALY
TOTAL 117
2. PLTS Terpusat Interkoneksi 1 MW
1 | BALI 1 | Karangasem Kubu 1 2
2 | Bangli Kintamani 1
NUSA TENGGARA
2 BARAT 1 Sumbawa Labangka 1 1
TOTAL
¢ Jumlah lokasi fasilitas PLT Hybrid (Surya-Angin)
Jumlah Lokasi fasilitas PLT Hybrid di tahun 2012 ini terealisasi sebanyak 3 lokasi dari 7 lokasi yang
ditetapkan. Atau capaian kinerja sebesar 43%, 3 lokasi tersebut adalah 1 lokasi di Desa Boa,
Kecamatan Rote Barat, Kab Rote Ndao, Prov NTT dengan kapasitas 20 KW, 1 lokasi di Kab. Rote
Ndao , Prov NTT dengan Kapasitas20 KW dan 1 lokasi di Desa Buwun Mas, Kec Sekotong, Kab
Lombok Barat, Prov NTB, dengan Kapasitas 20 KW. Hal ini dikarenakan tidak ada peserta
pelelangan yang memenuhi persyaratan teknis.
¢ Jumlah lokasi fasilitas PLT Arus Laut

Jumlah lokasi fasilitas PLT Arus Laut yang ditargetkan pada tahun ini adalah 1 (satu) lokasi,
namun masih belum dapat direalisasikan dikarenakan tidak ada peserta pelelangan yang
memenuhi persyaratan teknis.

Sasaran 5. Peningkatan efisiensi pemakaian dan pe